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Naskah Akademik RUU PB 

Rancangan TJndang-undang Pertanganan Bencana. 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

1.1. Pemfcu 

Bene.ma gempa bumi dun tsunami 26 Desember 2004 lalu di Nangroe Aceh Oarussa.!am 

dan r,empabumi di Pulau Nias, Simeuleu dan Banyak pada tanggal 28 Maret 2005, telah 

menimbulkan gelombang simpati, bantuan, pelayanan, pendanaan dan tenaga sebagai 

Wujud kepedulian alas narru kemanusiaan. ?vlasvarakat dunia tidak sekadar berduka, 

tetaoi juga merasa bertanggung jawab atas derita ribuan manusia yang tewas, terluka, 

kehilangan tempat berteduh dar harta benda, serta masa depan. Pada saat-saat seperti 

i.hi mengemuka kesetiakawanan kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat perbedaan 

kebclllgsaan, St'.ku, ras, agama, dan keyakinan. • 

AkrJr-ilkhir ini hampfr setiap saat terjadi bencana baik yang berskala keciJ, lokal, liesar 

bahkan berskala internasional ·eetum hilang dari ingatan kita peristiwa Kerusahan Etnis 

di Ka lirncUltan Barrtt, Pertikaian yang bemuansakan SARA di Poso, dan Arnbon, 

. Bencana Gunung Papandayan, Bencana Tanah Longsor di Garut, Gempa Nabire dan 

Alc,r, hahkan yang terbaru }')ngsoran sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TP A), 

Leu wigajah, Cimahi, Jawa Baral 
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Tabell 

Kejadiart Bencana di Indonesia l997 -2004 

I 'No Jenis Bencana Jumlah Meninggal Mengungsi Perkiraan Kerugiar. 

Kejadian (Rp) 
-

1 Pencemaran Lingk 1 0 0 0 
I -

2 Kebakaran 287 85 16292 175,703,092,000 
--

3 Konflik Sosial 30 4008 355643 2,537, 163, 180,000 
. 

4 Epidemi 22 30'1 0 0 

5 Kegagalan Teknologi 3 497 0 0 

6 Kabut Asap/kebakaran 12 0 0 0 

Hu tan 
.....;__ 

7 I Letusan Gunung Af>_i ___ ~5 8 39484 0 
I 

8 Tsunami 23 22170 1592 1,084,900,000 

9 Gempa Bumi. 52 7574 17774 798,064,435,000 

10 j Angin Topan 136 5047 3328 81,380,464, 142 
.----. ·- - ----- ~-·--·· ·-- .. - ·- - - -· ··--·· -··- --- ·-.... .... .. .... --. 

l1 T .. nah Longs<,,. 219 435 B2:n;1 :ll ,286,047,682 
I 

12 Banjir 299 285 390356 I 888,476,2% .592 
I ---·-----·J 

Sumber: Bllkornns 2004 

Ket : Dflt11 illi belum temmsuk fsrmnm.: yn11g terjadi di Nins dmr Acel1 tmcbgnl 26 Dese~ml7t'!r 2004 

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan rembentukan Negara Repu blik 

Indonesia ada:ah, cmtarn Ia;~, melindungi segenap bangsa dun se1unih tumpah darah 

Indonesia. Sementara itu pe.nan&,anan bencana di Indonesia masih belum optimal detn 

terk~san la:nbat. Hal .ini disf:babkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana 

yang bersifrt parsial, sektoral dan kurang terpadu. Pandangan unmm yanr,· mctSih 

berorient~si pada upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah dan kebanyakan 

berupa pemberian bantuan fisik. 

Pelajaran yang dipetik daii penanganan bt:oncana·bencana dahsyat tersebut adalah 

• dipcrlukannya suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai 

pihak lerkait dalam penanganan bencana. Dengan demikian diharapkaLl n:engurangi 

kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang Jebih jelas sehingga 

tner.gh.asilkan perwngarum kedaruratan yang 12bih efektif. Undang-undang adalah 
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~alah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan 

seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang 

be~sJiat sektoral dan terfragrnentasi. ·· 

11 .2. Melen:ahnya Kemampuan Penanganan Bencana 

-
Demokratisasi clan kebijakan otonomi daerah serta semakin meningkatn~ra peran 

brganisasi non-pemerintah teJah menimbulkan perubahan· yang mendasar pada 

inekanisn1e pemerintahnn. 'Tetapi perubahan mendasar ini tidak diba.rengi dengan 

penresuaiatl-penJ'esuaian p3da sistem penanganan bencana. Akibal:ll}'d terjadi 

tnelemahnya kemampucm penanganan bencana di Indonsia . 

.kebiiakan otonomi daerah dimaksudkan u~tuk memberdayakan pemerintah daerah 

dan mendekatkan serta mer.goptimalkan pelayana1t ~asar kepada masyarakat. Melekat 

dengan itu seharusnva jur,a sekaligus pengelolaan sumber daya dan resiko lx·nc:aHil 

yang ada oada karakteristik daerah yang bersangkutan. Namun demildan kebijakan·· ini 

5ering dipaharni hanya sebagai keleluasaan untuk memanfaatkan sumberdaya, tanpa 

dibarengi kesadaran untuk mengelola secara bertanggungjawab. Peng~eseran 

wewenang dari pusat }:epada daerah seringkali tidak dilringi dengan penga1ihar. · 

tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Akibalnya pada saat 

be1.cana terjadi, t::tnggapan daerah cenderung lambat clan seringkali mengharapkan 

tanggapan Ianvung .dari pusat. Keadaan ini menjadi semakin rumit apabila bencana 

tersebut meliputi lebih. dari satu daerah. Di Iain pihak, pada s~1at terjadi ~ncana, 

kurangnya koordinasi antar lataran pemerintahan menghambat pelaksanaan tanggapan 

yang cepat, optimal da.n efektif. Selain itu kesadaran masyarakat juga masih kurang. 

1.3. Konteks Kebencanaan Indonesia 

1.3.J. Aspek Geog.ratls da ICU~atologls 
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1.3. Konteks Kebencanaan Indonesia 

1.3.l. Asr>ek Geografis cf a Klimatologis 

Indonesia, merupakan negara kepulauan terbesar did unia, terletak didua benua yakni 

bert1:a Asi<t dat1 benua .·\usrralia dengan dua sa:mudera yaitu Samudera Hindia dan 

samudera Pasifik dan lPrleta.~< diatas dua lempeng bumi ¥Jta juga mempunyai puluhan 

ttunung clpi aktif y,11tg sewaktu-waktu bisa meletus. Letak geografis h.•rsehut 

tnenyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat berpotensi sekaligus 

tawan bencana, azttara lain gempa bumi, tsunami, banjir, t-c1nah longsor, ba<lai datl 

letusan gunungapi 

Musim panas dan hujan yang me1Wldai ikllm tropis di Indonesia cenderung mengalami 

perubahan karena ad.mya berbagai faktor seperti perubahan suhu udara, ef~k gas 

tumah kaca, (..,anyaknya kE!b;1karan hutan, polusi udara dan Jainnya. Hal ini her<lampak 

pa~a il<lim panas dan penghujan yang sangat ekstrern. Dimana tenggang waktu panas 

main panjang dan hu_jan ma.kin sedikit. hingga terja.:li kekeringan. I-Ial ini 

mengakihatk,m keknrangan air dan gaga] panen. 

Sementara curah hujan y . .mg ringgi telah menyebabkan tekanan pada tanah. Kondisi 

tanah yang Jabil karena h.ilangnya unsur hara telah menyebabkan banjir ddn longsor. 

Dilain sisi, kepulauaIJ. Indonesia menga1ami perubahan kondisi lingkungan hidup dan 
. ' .. . 
ekosistem yang sangat cepat dan masif. Pola pembangunan eko:iomi yang berrumpu 

pada pengurasan sumL1t:~rda1 a alam dan mengabaikan faktor kelestarian eksosistem 

rilen&akibat.kan pembahiln berttang alam dalam skala yang tak kalah masifnya. Se.!for 
tahnnnya, Indonesia kehilangan 3,5 juta hektar hntan alam akiba~ penebangan yang 

merusak, yang dilakukan baik secara legal maupun illegal Kerusakan lirtgkungan 

• rudup dan ekosistem mengz.k.toatkan peningkali\n kereutanan wilayah-wilayah yang 

sec?ra natural - dlkarcnakan kondJsi geografis Indonesia seperti tersebut di atas­

. memang memiJiki poterui untuk :nengalami bencana. 
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1.3.2. Aspek Geologis 

Indvnesia, ter1etak dian!ara liga Jempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo 

. Australia dan Iempeng Pasifik. Tataran tersebut sangat menguntungkan dilihat dari 

sumber daya minPral, k,1rena terdapat jebakan mineral antara lain logam dan non 

logam, minyak dan gi.ls bumi dan bahan tambang Jainnya. Namun hal ini · juga 

mertyebabkart dinamika geologis, yang dapat .rnenyebabkan bencana scprrti tsunarni, 

letu.c;an gunung api dan tanah longsor / gerakan tanah. 

Akibatnya, Indonesia merupakan sa)ah satu negara yang merniliki tingkat kegempaan 

yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat 

~Arnold 1986). Gempa-genip•l tersebut sebagian berpusat di dasar Silmudrn Hindia, dan 

beberapd dapat memicu terjallinya geloml.iang laut yang besar yang C:isebut tsunami. 

Tsunami yang tetjadi rli lndonesia, sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa 

tektl'nik di sepanjang {~aerah c;ubduksi dan daerah .;eismik aktif lainnya (Puspito, 1994). 

Selama kunm waktu J.600 - 1999 terdapat 105 kejadian tsunami yang mana 90% 

disebabkan oleh gempa-gempa tektonik, 9 % disebabkan oleh letusan gun.ung api, dan 1 

3 disebabkan oleh landslidP. (Lahef et al, 2000). Tsunami paling besar di Indonesia yang 

tercatat dahun sejarah adalah tsunami akibat meletusnya gunung Krakatau (1883) 

dimana geJoJnbang Tsunami mencapai 30 m. Kejadian tsunami yang juga membawa 

ko~ban jiwa dan material yanp, tidak sedik.it, yaitu tsunami Flores tahun 1992 (korban 

jiwa lebih dari 1000 ora.ng), tsumtttti akiba:t gempa bmni di selatan Jawa: Timur (1994) 

(korban jiwa lebih dari 240 orang), Irian Jaya (1996) (korban jiwa lebih dari 100 prang) 

dan lain-lain. Di Indonesia terdapat beberapa kelompok pantai yang rawan bencana 

. tsunJ.mi, yaitu kelompok pan.tai barat Sumatra, pantai Selatan Pulau ]awa, pantai utara 

dan selatan pulau-pulau Nu~a Tenggara, pulau-palau di Maluku, pantai utara Irian 

Jaya, dan hampir seJuruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling 

rawu1 tsunami. Ku~·un waktu dari tahun 1600 - 2000, di daerah ini telah terjarii 32 

tsUna.mi dimana 28 tsunami rtiakibatkan oleh gempa bumi dan 4 tsunami diakibatkan 

oleh meletusnya gunung api di bawah laut Tsunami dl daerah i.ni memberikan 
·. 

kontribusi 31 % dari total tsunami di Indonesia yang terjadi sampPi saat ini. Rata-rald 

inte:val waktu kejadian tsunami adaJah 10 tahun 
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Tabel2 

Kt~jadian Tsunami dilndonesia dari Tahun 1961-2004 
I 

Run-Up Jumlah Koman 
No. Tahun PusatGempa Maksimum (Meninggallluka) 

Daerah Bencana 
,m) 

1. 1961 8,2 LS; ·• 22BT tidak ada data 216 NTI, Flores Tengah 
-------

2. 1964 ~ 5.~ LlJ; 95,6 BT I tidak ada data 110/479 Sumatra 

3. 1965 
i 1 

6dak ada data 71 meninggal Maluku, Seram, Sanana ; 2,4 LS; 126 BT 
I ! 

4. 1967 ! 3,7 LS; i 19.3 BT tidak ada ::iata 581100 Tinambung Sutsel 

5. I 1968 ! 0,7LU; 119] BT_ 9-10 392 meninggal Ta~bo Sulteng -··-··-··----- _______ 
6. 1969 I 3,1LS;11C,8 BT 10 64197 Majene Sulset 

7. I 1sn ! 11, 1 LS; 118,5 BT fldak ada data 316 meninggal NTB, Pulau Sumbawa 

8. 1917 j 8 LS; 125,3 BT Udak ada data 2125 NTT, Flores, P. Atauro 

9.; 1979 j 8,4 LS; 115,9 BT lidak ada data 27'200 NTB,Sumbawa,Bali,Lombok -
10. 1982 i 8,4 LS; 123 BT Hdak ada data 131400 NTT,Laranb.Jka 

1L 1987 ! 8,4 LS; 124.~ BT lidak ada data 831108 NTl, Flores Timur. P. Pantar ·--12. 1989 i 8. 1 LS; 125, t BT Hdak ada data 7 meninggal NTT. P.Alor 

13 I 1992 
I 
! 8,5 LS; 121,9 BT 11,2- 26.2 195212126 

NTT,Flores, P. Sabi 

14. I 1994 110.7 LS; 11:!_ 1 Br 19.1 38/400 Banyuwangi J atim 

j 1996 i 1, 1 LS;1(8',8 81' 
~-------· 

15.:, lidak ada data 3163 Palu Sulteng 

16., 1996 I 0,5 LS; 136 BT 13,7 f 07 menir.ggal f'. Biak, lrian Jay a 
I -

T abuna Maliabu Maluku 17. 11998 j 2.02 LS; 124,87 BT 2,75 34 meninggal 
i -

I 2000 tB .. 
i 

3 4 Menmggaf Banggai I f, 1 f LS; 123,5 BT 
I 

t -~-

I ~9 .• 2004 I 3.298 LU: 95.779 oT 34.5 >300.COO 
NAO, Sumatera Utara, ~--·Maia;ta:---

I - Thailand Srilan'lka. India, Mvanmar dll 
Sumber: 1\ifedi11 m11ss11 d111 1 l,e,.bagai sumber 

1.3.3. Aspek Demogr:afis 

Jtarlah penduduk Indonesia sangat banyak, saat ini mencapai 220 juta jiwa llengan 

beragarn etnis, agama dan adat istiadat, tidak dibarengi dengan kebijakan yang 

memihak rakyat dan peduli lingkungan. Maka berbagai bencana timbul sebagai akibat 

kegiatan manusia, seperti kebakaran, kebakaran hutan, pertcemaran, kerusakan 

lingkunean dan sebagainya. Keragaman sosial budaya, etnis, agama, kepercayaan, serta 

konuisi ekonomi dan p0litik merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nar~ttn 

.kernajernukan ini sekaligus berpotensi menjadi sumber bencana, berupa konflik 

hbrisontal maupun !0conflik vet tikal Serangan teroris pun merupakan ancaman yang 

sudnh terbukti menimrullan hencana naJional. 
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Samn halnya dengan negara-negara Iain, Indonesia pun rawan terhadap berbagai 

ancaman yang ditimbulkan oleh kegagalan teknologi dan kecelakaan transportasi selain 

timbulnya wabah penyakit yang memerlukan penar.ggulangan secara komprehensif 

<Ian inenjadi tanggungjawab pemerintah. Sela.in itu kortfllk sosial jugcl mern:1,1k,m 

bencana karena berdampak b?sar pada masyarakat .. 

Seme11tara pola seba1an pemukiman penduduk Indonesia yang masih bersifat 

horisontal membuat banyak permukiman dan aktifitas p.wduduk yang bersinggungan 

~angsung dengan wilayah rentan bencana geologi Dengan kata Jain masyarakat 

bernampingan dengan kejadian-kejadian-kejadian, tsunami, letusan gunung api, tanah 

]ongsor dan Jainnya setiap waktu. 

1.4. llustrasl Jenis Bencana di Indonesia 

Gem pa Bumi dan Tsunami 

Tatcman geoJogi dan tektonik ludonesia membentuk jalur gempa dan jaJur gunungapi 

Clengan ribuan titik ptmat gempa dan ratusan gunungapi yang pemah dan terus 

berpotensi unruk menjadi ancaman. Gerakan seismik yang kemudian menimbu lkan 

gempa bumi tektonik disebabkan oleh pergeseran di dnlam perut bumi. 1-'usat gcmra 

ilangkal (0-85 Km) ba.rtyak terdapat di Pulau Surnatera, Jawa, Nusa Tenggarct, Sulawe~i, 

Ma~uku dan Irian Jaya. 

.. 
Pusat gempa dengan kedalaman sedang (185-300 Km) terbentang di Pulau Sumatera, 

Ja\\ a, Nusa Tenggara, l\tfuluktt dan Irian Jaya. Sedangkan pusat gempa yang dalam 

terdapat di Pulau Sumatera clan Jawa. Bencana gempa bumi yang terjadi di laut dapat 

tnengakibatkan gelombang besar (tsunami) yang menghantam. pemukiman di pesisir 

.. pantai. 
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Di herbagai daerah paratai, gempa bwni kerap kali diikuti tsunami seperti yang terjadi 

di Flores pada Desernber 1992 dan di Biak pada tahun 1996 yang mengakibatkan 

ban~:aknya korban jiwa dan kerusakan harta benda. 

Letusan Gunungapi 

Rangkaian gunungap~ membf:ntang dari Pulau Surnatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. 

Dar: kepulauan di Laut Banda sampai bagian utara Pulau Sulawesi merupakan daerah 

gunungapi terpanjang di dun.ia. Tida.ldah .rnengherankart kctlau bencana akibctt 1etusan 

gunungapi merupakan salah satu bencana yang sejak dulu menjadi ancaman yang 

· sewaktu-waktu dapat berubah menjadi ancaman bagi Indonesia.Di Indonesia terdapat 

129 gunungapi aktif, 70 buah diantaranya berancaman dan 500 buah tidak aktif. 

Ran6kaian gunungapi ir.i mer,tanjang 7.000 km dari Aceh hingga Sulawesi Ut-ara. 

Sebrlgi,m penduduk, t.ing-xaJ di .c;ekitar daerah ancarnan gunungapi. 

Angio Topan dan Badai 

Karakler klimatologi dan m~ieorologi Indonesia menimbulkan pertukaran musim yang 

diwamai depresi tropis sampai dengan badai dan angin topan. 

Banjir 

Tatanan geologi ini pula ycmg menjadikan permukaan alam Indonesia bergunung­

gunung dan lembah dengan berbagai ngarai can sungai sehinggn berpotensi u~.1tuk 

mengalami banjir, 1ongsor, erosi dan . Banjir pada umumnya terjadi di wilayah 

Indonesia bagian Barat y:ing menerima curah hujan lebih banya~ dibandingkan dengan 

w~dyah Indonesia bagian Tirr.ur. 

Daerah rawan banjir ini mak.in d.iperburuk dengan adanya penggundulan hutan atau 

perubahan tataguna lalum yang kurang mempertimbangkan daerah res..lpan air. 

Perubahan tataguna lahan dan tataruang yang kertt!ldian berakibat menitribu1kan banjir 

• ·dap::tt dibuktikan di daerah perkotaan sepanjang pantai terutama yar,g dilintasi aliran 

sungai. 

.. 
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·-
Bencana tanah longsor sering terjadi di daerah yang memiliki deraja~ kemiringan tinggi, 

yang diperburuk oleh per..ataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Longsor 

umumnya terjadi pada mu.,im basah di mana terjadi peningkatan curah nujan. 

Berdasarkan catatan kejadian bencana, daerah yang sangat rawan tetjadi bencana 

longsor adalah sepanjang pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan pegunungan di 

Jawa dan Sulawesl, dan di Nusa Tenggara. Longsor yang menimbulkan korban juga 

terjadi di terov10ngan atau sumur pengeboran di areal pertambangan. Tanah longsor 

juga terjaJ.i setiap tahun, terutama di daerah-daerah yang tanahnya tidak stabil Hampir 

sebagian liesar ta.11..1h-tanah di daerah tTfJpis mempunyai sifat mudah Jongsm·, terutama 

· pada daerah yang mempunyai k~miringan yang curam. 

Kekeringan 

Ancaman alam yang laht adJ.lah kerawanan pangan yang berlangsung pada saat musim 

kemarau panjang, terutama tetj?cli cli kawasan timur Indonesia.Kondisi '"e.rsebut 

diperparah oleh gejala El-Nino (tahun 1997 di Irian Jaya· bagian tengah dan tahun 19S8 

di I<alimantan Timm). 'Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau 

panjang di daerah-daer.:th tertentu terutama . kawasan Timur Indonesia seperti NTo, 

NIT serta beherapa wilayah di Sulawesi, Kalima'ltan dan Irian Jaya. Dampak dari 

kemarau panjang ini mengakibatkan kegagalan panen hasil pertauian.. 

Kehakaran Hutan dan Laban 

: Kebakaran hutan dan lalum sudah terjadi sejak dulu, baik disebabkan oleh faktor alatn .. 
maupun dJsebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan lahan. Kesejahteraan 

dart pendidikan penduduk di sekitar dan di dalam hutan yang masih r . .mdah dapat 

merupakan penyebilb kebakaran hutan dan 1ahan, atau para pengusaha/ pemegang hak 

penguasaan hutan yang tidak bertanggung jawab Beberapa bencana yang diakibatkan 

1oleh ulah manusia diantaranya adalah kebakaran baik pemukiman maupun hutan dan 

lahan. Kebakaran pemukiman merupakan peristiwa kronis dengan kerugian sangat 

'besar, a_.,tara lain yang terjacii di Palangkaraya pada tahun 1998. I<ebakaran hutan dan 

'lahan pada area jutaan hektar berlangsung sejak pertengahan tahun 1997 di seba~~an 
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besar propinsi dan tahun 1998 di Kalimantan Timur telah menyebabkan aneka kerugian 

yang tidak ternilai besamya. 

Hama Penyakit Tanamao 

Hai:1a dan per.yakit tanaman dapat menyerang tanaman secara besar-besaran sehingga 

mengakiba tkan kerusakan tanaman pertanian dan kegagalan panen, seperti ham a 

be la t.ang di Lampung. 

EpiJemi, Wabab, Kejadian Luar Biasa 

EpidemL Wabah dan I<.ejadian Luar Biasa merupakan ancaman yang diakibatkan oleh 

menyebamya penyakit menuJar yang berjangkit di suatu daerah tertentu. Pada skala 

besc-r, epidemi/wabah/KLB dapat mengakibatkan korban jiwa dan meninghtnya . 

jum !ah penderita penyakit 

Kecelakaan Transportasi 

Beb~rapa kejadian dapat terjadi pada berbagai mode transportasi darat, laut m;,upun 

udara. I<ece1akaan yang t.etjadi terutama pada sarana transportasi umum, (kapal laut, 

pesawat terbang dan angJ...--u;Cin darat termasuk kereta api) dapat mengakibatkan l:orban 

jiwa yang cukup hesar. Sektor utama dalatn penanganan bencana akibat kecelakaan 

trar-;portasi ada1ah !)e.kior r·erhubungan. 

Kegagalan Teknologi 

Pada era kemajuan tekmJ)ogi yang sangat pesat saat ini, banyak dijumpai kec~lakaan­

ICecf>lakaan yang diakibntkarr oleh J:ela.Jaian maupun kesalahan desain teknologi. filibat 

dari semua ini dapat mertgakibatkart jatuhnya korban jiwa, misalrtya kebocoran yang 

terjadi di pusat nukli;: Chernobyl Rusia. Kegagalan teknologi transgenik juga 

merupakan salahsatu ancaman potensial bergenaan dengan posisi Indonesia sebagai 

pasar terbuka transgenik. 
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Pencema ran Lingkungart 

Di negara kita pertumbuhan industri melaju dengan pesat. Akibat dari munculnya 

industrl-industri barn, limbul masaiah pencemaran yang dihasilkan dari limbah industri 

yan~ dapat mencemari lingkungan, baik melalui udara, tanah maupun air. 

:kerusuhan Sosial 

Pada paruh kedua tahun 90-an, telah terjadi konflik vertikal dan lonflik horizontal di 

hel~rapa daernh di Indonesia yang ditandai dt>ngan timhulnya kPrusuhan sosial, 

misalnya di Sambas Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Poso dan berbagai daerah lainnya 

dan berdampak mengungsinya sejumlah penduduk hingga mencapai lebih dari 1 juta 

jiwa tersebar di 20 propiJmL 

Konflik antar komunitas maupun unit sosial di atasnya terjadi apab~la secara langrnng 

maupun tidak langsung ada upaya saling mengambil aset-aset atau mengganggu prosf~s 

rnengakses aset-aset pengh.idupan tersebut di atas~ Pengambilan ~set rnaupun gangguan 

a:ta::> akses penghidupan dapat dipicu oleh permasalaha.n lingk~ngan. Aktifitas 

komunitas maupun unit sosfa] di atasnya yang memunculkan permasa~ahan lingkungan 

akan menjadi ancaman. bagi pihak lain apabila aset-aset penghidupannya dan akses 

penRhidupannya te.rganggu. 

2. Maksud dan T1J}uan 

2~ 1. Penullsan Naskah Akademik 

Maksud penyusunan naskah akademis Rancangan Undang-Undang Penanganan 

"&ncana adalah untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang tingkat kerawanan 

wili'yah Indonesia terhadap timbuJnya bencana bail; yang d.isebabkan oleh gejala aJam 

maupuri akibat kegiatan man.usU:-. serta kompleksitas yang memerlukan penangana.n. 
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N&kah Ahrdemi:~ RU U Pe111mgm11t11 Bem,'ttmt 

Tujuan penyusurtan Naskiih Akademik RUU PB adalah untuk menjadikan bahan 

masukan dalam me!.lJ'USun landasan ilmiah Rancangan Undang-Undang Penanganan 

,Bencat1a 

2.2. Penyusunan RUU-PB 

2.2.1. Mak.sud Penyusunan RUU-PB 

1 Matsud penyusunan RUU-PB adalah mendorong penggeseran cara pandang terhadap 

masalah bencana di Indonesia, yaitu: 

1. Dari respon dart.'.rat ke manajemen resiko: pergeseran ini mendorong perubahan 

.. adikal cara pandang. Tadinya, penanganan bencana dipendang sebagai rangkaian 

tindakan khusus terbatar, pada keadaan darurat, dilakukan oleh para pakar saja, 

kompleks dan mahal, rlan cepat Sekarang, penanganan bencana harus dilihat 

sebagai sualu paket kegiatan baik ada kedaruratan ataupun tidak. Titik beratnya 

:~ukan lagi bagaimdn;l merespon kedaruratan melainkan bagaimana melakukan 

~anajemen resiko sehingga dampak merugikan dari suatu kejadian dapat dikurangi 

iltau dihilangkan SiU''.T1'l ~ekali. Aspek-aspek penanganan bencana harus dipadukan 

dalam kesehatian aft~k-as pek pembangunan dan hil.jat pemerintahan justru pada 

saat 'keadaan noril".al'. Dengan demikian, penanganan bem.:ana membuka diri 

terhadap peranserta masyarakat dan dunia usaha pada berbagai tahdp penanganan . 
• 

bencana. 

2. Perlindungan rakyat sebagai perwujudan kewaiiban pe~erintah berupa 

perlindungan sebagai hak azasi rakvat. Tadinya, perlindungan diberikan s~bagai 

bukti kemurahan penguasa untuk rakyatnya. Waktu itu, keputusan-kepulusan 

tentang perlindtmgan mutlak berada ditangan pemerintah pusat yang sebagian 

dipercay...Jcan kepa.da dan dilaksanakan melalui pemerintah daerah. Dengan 

Jemokratisasi dan otonomi daerah, akuntabilitas pemerintah daerah be.rgeser lebih 

dekat kepada konstituen Pernerinta.h daerah adalah pihak yang diberi mandat oleh 

12 

ARSIP
 D

PR R
I



·-
... 

Naskalr Ak11de111ik RUU Pemmgmum Ce:ru.'mm 

konstituennya untuk, antara lain, ·mendptakan dan membagi kesejahteraai,, dart 

memastikan perlindungarL Pergeseran ini mengharuskan pemerintah daerah untuk 

melihat perillldungan seba&ai suatu mandat yang sama dengan mandat ekonomi 

dan kesejnhteraan. Deng.in demikian memperluas kltasanah penanganan bencana 

sehubungan dengan !"..ajc\t hidup dan pemerintahan yang lainnya. 

Pem\nganan be1~canc1 rnerupclkan salah satu perwuju<lan fungsi pemcrintah cfalam 

perlindungan ::akyat Oleh karenanya rakyat mengharapkan pemerintah dapat 

melaksanakan penan~n bencana sepenuhnya. 

H11k atas kesela111afm1 dnp!lt dirlefi11isikm1 secarn sederlm11n sebngni berikut: "St'finp orn11g 
memJllmyni lmk 11tns sl1111dar perli11d1mg1111 ya11g $efi11ggi-titrggi11yn d11 ri m1c11111n11 
be11cn11a bnik ya11g disebabkn11 oleh mauprm dari 11lal1 111m111sia". Defi11isi ini i!idukrmg 
olell hnk-lmk ekcnomik, sosinl dn11 lmdnyn seperti tercn11t11m pndn pirm1ti·pirm1ti /111k11111 · 
link nznsi i11temnsio11nl. Seperti juga luik-l1ak yn11g lain, llllk ntns kt~selnmat1111 j11g:1 
membnwn kewnjibmi - pndn mmmmyn dnri pemeri11tnl1, tetnpi jugn pnrn pelnk11-pelnlm 
lni11yyn - 1111t11k mc11g11mbil limgknh·la11gknli 1111111,'' ml!1.m1j11dkm111y11. (Tc1jt11111/11111 l7t•b11s 
dnri: Twigg, 2003)1 

Seperti juga kesejahteraan sosial dan kesehatan, suatu keselamatan yang :nutlak 

Hdak ada dan tidak akan pernah tercapai Keselamatan tiaak juga dapat 

riidefinisikan s·ecdra penis karena masing-masing interaksi antara ancaman, 

kerentanan dan kemampuan penanggulangan bencana akan menghasilkan tingkat 

kese]amdt.an yang berbeda-beda. Oleh karena tingkat keselamatan tidak dapat 

dibakukan, ntaka yang layak :nenjadi sasaran adalah tercapainya tingkat 

keselamatan yan~ '':>etin~gi-tinG"ginya" sehubungan dengan masing-masinp, konteks 

risiko bencana yang ad:a pada . masyarakat tertentu. Hak atas setinggi-~gginya 

tingkat keselart'lata1\ ini berhadapart dertgart kewajiban untuk memenuhi hak 

tersf:but, yaitu kewajiba.n untuk memberikan sebaik mungkin perlindungan dari 

risiko bencana. 

3. :Oari tanggung iawab pemerintah menjadi urusart bersattta manrarakat. Ini berkaitan 

dengan bagaimana membawa penanganan bencana dari ranah pemerintah kearah 

urusan kemaslahatan bet'Sama, dimana semua aspek penanganan bencana, mulal 

t - The Right to Safety: Some Conc!f>tual and Practical Issues; John Twigg Benfield Hazard Research Centra 
Disaster Studies Worlcing Paper 9 [)Qcarnbet 2003) 
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dari kebijakan, kelembar;aan, koordinasi da.n mekanisme harus diubah sesuai 

sedemikian rupa sehirgga menggalakkan peranserta masyarakat lnas dan dunia 

usaha. Praktik semacam ini termasuk misalnya penanganan bencana berbasis 

masyarakat, dan praktik tanggung jawab sosial korporasi bisnis, dan sebagainya. 

; 2.l.2. Tujuan Penyusunan RUU PB 

Peraturan adalah suatu ur\Sur penting dalam Penanganan Bencana. Hal ini da pat 
·. 

dijelaskan jengan beberapa alasan penting, yaitu : 

1. Peraturan adalah s'1lah satu wahana yang efektif untuk seca.ra proaklif 

mencegah masyarakat dari melakukan kegiatart atau investasi yang· pada 

akhirnya menimbulkan atau meningkatkan ancaman bencana. Contoh dari 

peraturan semacam ini adalah. larangan untuk menggali batu pasir, larclllgan 

pembalaka.n, dsb. 

'2. Peratumn juga dapat m.mcegah masyarakat dari ancaman hencana yanr, ny,1ta­

nyata atau diperkirakan ada. Contohnya adalah kewajiban untuk inelakuk&n 

terasering pada bukit yang terjal rawan longsor, pemasangan bronjong pada 

aliran sungai yang rawan banjir, dsb. 

3. Dari sudut pandang ketentartan, perah.trart dapat rnemfasilitasi atau bahkan 

memaksa masyarakat uutuk merubah karakteristik, kebiasaan, dan kegiatannya 

yang berpotensi untu.k meningkatkan kemungkinan mereka terpapar pada suatu 

ancaman ben~ana.. 1\-li'ia.lnya larangan bertempat tinggdl di kawasan-kaw~san 
• berbahaya seperti alirnn sunga~ tepi pantai rang rawan tsunam~ kawasctn 

g~mpabumi, d.o;b. 

4. Khusus mengenai perundang-undangan, peraturan ini dapat mendorong atc'lu 

mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk me1akukan investasi-investasi 

untuk perlindungan rakyat; melakukan pengaturan-pengaturan kelembagaan 

dan prosedural untuk memastikan pengawasan pelaksanaan peraturan clan 

penyiapan tanggap kedaruratan yang Jebih efektif. Pemerintah juga dapat 

mengatur dan memastikan hubungan dan hak kewajiban antara satu pelaku 
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dengan lainnya dalain hal penangana bencana. Selain itu juga ketersediaan 

sumberdaya unhtk pelalr.sanaan penanganan bencana. 

Dalaln kaitan itu, maka tujuan penyusunan RUU-PB adalah: 

• Me~berikan dasar formal untuk tindakan penar.ganan bencana. Undang-undang 

memberikan dukung1n resmi untuk rencana-rencana, penalaan-penalaan 

kelembagaan, tim:h1kim·-tind;1kan kesiapan, tindakan tanggap darurat, dsh. 

• Membagi tanggung jawab secara hukum; dan Jni membantu memastikan bahwa 

tanggung jawab tersebut akan dUaksanakan secara benar. 

• Menhnbulkan efek nasional, sehingga memastik:m bahwa semua tataran struktur 

penanganan bencana mendapatkan manfaat dari dukungan yang disediakan; 

• Menyed~kan kemntutan b~rpikir terhadap hal-hal yang diperlukan untuk 

renang-a.nan bencana; 

• Memberikan kewajiban yang luas kepada pemerintah untuk memikul 

hnggungjawab untuk sejauh mungkin melindungi negara dan wa.rganegaranya dari 

akibat bencana dan kepada organisasi-organisasi dan orang-perorangan yang 

mungk.in terkena berbagai dampak hencana; 

• Memberikan jamitl4in alJs hak-hak yang melekat pada warga negatanpt, yang 

c'imungkinkan hilang ata u lepas pada saat terjadinya bencana. 

3, Metodologl Penulisan Naskah Akademlk 

3.1 .. Teknlk·teknlk yang dlgunakan 
Adapun teknik-teknik yang <.ligunakan dalam penulisan Naslah Akademik adalah : '· 

a. Pengkajian literatur dan dokumen. Pengkajian Ini dllakukan dengan 

mengkaji_berbagai literatur baik terkait dengan teoritis, ;ituran 

perundang:u'1- dokumenkenegaraan, dokamen departemen untuk 

mendapatkan kajian lebih menda1am atas penanganan bencana. 
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a. Sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk rnendapatkan input atau 

masukun dari berbagai pihak atas draft naskah akademik yang telah 

disusun. Sosiallsasi dllakukan melalui pertemuan, hearing, d !skusL 

emru.L t.alkhow dfan roadsow, dan Jainnya. 

b. 1-':orkshon. Wor~hop tersebut membahas tentang berbagai pandangan 

bencana dari berbagai elemen masyarakat,, bail< dari pemerintah, NGO, 

akademisi, clan anggota DPR 

c. Focused Group Discussion FGD ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 

2005 dengan tujuan untuk merumuskan pokok-pokok argumen yang 

sistematis tentang- unsur-unsur tersebut yang dituangkan dalam naskah 

akademis dan mengupayakan kesepakatan arah kebijakan penanganan 

bencana daln:n bentuk RUU Bencana yang didahului dengan 

penyusunan r.askah akademis. 

d. Working Group. Kelompok kerja irti merupakart tiin yang meJakukart 

finalisasi atas draft NA dengan dasar masukan dari berbagai pihak yang 

didapat darl berbagai proses. 

e. Kunjungan Japangan. Kunjungan lapangan dilakukan oleh tiin ke 

berbag-al lokasi bencana dan meng-ambil 1easson learn dari kunjungan 

tersebu.t untuk d.imasukkan dalam NA 

f. Analisi.1 data dan fakta. Ar..alisis bmi lakukan untuk mendapatkan 

kesimpulan daii apa yang telah terjadi di masa sekarang dan mencari 

solusi agar tidrJk terjadi dimasa yang alcan datang. 

• 
3.2. Pengertian dan Batasan yang dlgunakan 

a. Ancaman: kejadian·kejadian, gejala atau kegiatan manusia yang 

berpotensi u nf:uk menimbulkan kamatian, Iuka-Iuka, kerusakan harta 

benca, gnnggu1n sosial ekonomi atau kerusakan lingk~mgan 

b. Bencf!IUI: suatu gangguan serius terhadAp keberfungsian suatu 

masyarakat sehingga menyebablutn kerugian yang meluas pada 
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kehidupan ma9lusia dari segi materi, ekonomik atau lingkungan · dan 

yang melampaui kemampuan masyara~t tersebut untuJ.: mengata.si 

dengan men.ggunakan sumberdaya-sumberdaya mereka sendlrl 

~ Kedantr-~tan: suatu keadaan krisis yang terjarll dengan cepat dimana 

kehidupan dan atau kesejahteraan su_atu masyarakat akan terancam 

kalau tidak diambil upaya-upaya yang segera, luar biasa dan besar­

besaran, 

d. Penanggulangan Kedaruratan: tindakan segera dan tepat yang ditujukan 

untuk menyelnmatkan jiwa, emmastikan perlindungan, dan memulihkan 

kesejahteraan masyarakat1• 

e. Kemamr.uan: gualu gabungan antara semua keakuatan clan sumberdaya 

yang tersedia. dalam suatu masuara.kat atau organisasi yang dapat 

mengurait~p Hngkat reisiko atau akibat <lari bencana 

L. Ke1·entanan: kundJsi-kondJsi yang dJtentukan oleh faktor-faktor atau 

proses-proses fisil<, sosial ekonomik clan lingkungan hidup yang 

meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap dampak ancaman 

bencana 

~ Kesiapan: kegfatal'-kegiabtn dart upaya-upaya yang diambil setitta dini 

untuk memar;tikan penanggualngan yang efektif terhada p d :unpak 

ancaman, tennasuk penerbitan peringatan dini yang cepat daP efektif 

serta penyediaan evakuasi orang dan barang dari lokasi-lokasi yang 

terancam bencarta. 

h. Mitigasi: upaya-upaya struktural dan non-struktural yang diambil untuk 

membatasi dampak ancaman bencana. 
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i~ PenaµgaJ]!\..!l_Ben~ana: serangkaian kegiatan baik sebelum maupun 

sesudah tt:rjarli bencana yang dirancang untuk mengendalikan risiko 

bencana dan untuk memberikan kerangka kerja yang membantu ora.ng­

perorangan atau masyarakat berisiko terktna bencana untuk menghidari, 

menguonp,i atau memulihkan diri dari dampak bencana. 

1. Penanganan risiko bencana: pengguruan secara sistematis keputusan­

ke pu h1~an a<lministratif, ketrampilan dan kemampuan organisasional 
. . 

dan operasional untuk melaksana.kan kebijakan, strategi-strategi dan 

kemampuan mengatasi masalah dari suatu masyarakat untuk membatasi 

dampak buruk dari ancaman bencana. 

.l;~ Pencegahan: k~giatan-kegiatan untuk menghidarkan samasckali dampak 

anc<~mart dan ca.ra-cara untuk mertgurangi bertcamt yang diakibatkannya. 

L. Risiko: .suatu peluang dari timbulnya akibat buruk, atau kemungkinan 

kerugian dalam hal kematian, Iuka-Iuka, kehilangan dan kerusakan harta 

benda, gangguan kegiatan matapencaharian dan ekonomi atau kerusakan 

lingkungan _vang ditimbulkan oJeh interaksi antart.l ancaman bennrna 

dan kon<lisi k€·1·entanan 

3.3. Tahapan Penulisan 

Meg~tan-kegiatan yang tela1:i dilaksanakan sejauh ini antara lain adalah: 

t Lokakaiya Pra-Penyusunan Draft Rancangan Undang-undan3 Penanggulangan 

Bencana (3 Pebruari 2005). Worshop tersebut membahas berbagai panciangan 

tentnag bencana dari berbagai e1emen masyarakat, baik dari pemerirttah, NGO, 

· akademisi, dan anggota DPR. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah 

konfirmasi diperlukannra suatu Undang-Undang sebagai kebiji"\kan dasar yang 

mengatur penanganan bencana. 
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'2 ... Diskusi Kelompok Terfokus/Focused Group Discussion (17 Maret 2005) yang 

bertujuan merumuskan pokok-pokok argumen yang sistematis tentang umur-unsur 

yang dituangkan dalatn naskah akademis yang akan menjadi pijakan kesepakatan 

arah ~ebijakan penanganan bencana dalain bentuk RUU penangnan Bencana. 

l'enyu~unan drait na.r;kah akademis yang sehenarnya dilakukan oleh tim kerja 

Naskah Akademik dan Legal Drafter dari berbagai sektor yang beketja bersama 

untuk merumuskar .. dan merevisi draft 

3. Piskusi Kelompok lI!.tensi•j Intensiflied Group i)iscussiort (30-31 Maret 2005) yang 

f.'lelibatkan anggo~a Panja Komisi VIII, Staff Ahli DPR, Litbang DPR, pnrn pakar 

penanganan bencana da.n fvlPBI. Pertemuan tersebut menyandingkan draft Na~k<'h 

Akademis dan Naskan RUU versi MPBI dan versi DPR. Setelah eksplorasi materi, 

substansi, istilah clan lainnya draft :MPBI kemudian diadopsi oleh Panja Kon:isi VIII 

dan akan dijadikan acuan dalam penyusunan RUU lebih lanjut. Selanjutnya 

dibentuk tim ketja bersama staff ali1i DPR, Liatbang DPR dan Panja DPR Kondsi VIII 

bersama MPBI untuk ntemperbaild Naskah Akademis dan RUU. Peketjaan ini 

cukup penting untuk dila:<Sanakan karena pada Awai Maret 2005, Baleg (Badan 

Legislatif l"'PR-PJ) telah menyatakan bahwa Ra.rtcangdn lJU Penanggulangan 

Bencana telah masuk daJam urutan ke-e.mpat dan akan segera dibahas dalam Rapat 

Panja. Panja Komisi VIII ktmudian ditunjuk oleh plPno DPR tanggal 3 Maret 2005 

sebagai Paniti.1 Ketja yang menyusun Rancangan Draft Naskah Akademis dan RUU 

Penanganan Benear.a. Panja ini bekerja dan menyusun draft Naskah Akademis dan 

RUU Penangartan Ba.nc:i.na sebagai irtisiatif DPR. • 

4. Diskusi Kelompok Terlokus dengan NGO (5 April 2005)_. Diskusi irti dilaksanal:an 

dengan mengunJang berbagai NGO yang terkait untuk mendapatkan dukungan 

dan memba1,gun stret@gi kampanye bersaina, sehingga ,masinng-1ttasing NGO 

berperan sesuai dengan kemampuannya. 
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BAB II. KAJIAN 

1. Kerangka Teoritis 

1.1. Pengertian Bencana 

Pembahasan tentang bencana biasanya diawa.li dengan, disatu pihak, adanya suatu 

fenomena yang mempu.nyai pol'ensi ANCAMAN terhadap hidup d'ln kchidupan, 

ke;~jahteraan dan asset--ass.et rnanusia (Smith, 1992:6"; Carter, 1991;Jlii). Beberapa 

ancaman mempunyal peluang lebih tinggi dari yang lainnya untuk benar-benar menjadi 

suatu peristiwa. Di pihak lain masyarakat mernpunyai .I<ERENTANAN , yaitu keadaan · 

dan dri-ciri tertentu yang mempertinggi kemungkinan mereka untuk terce~erai oleh 

ancarnan-ancarnan pada saat benar-benar menjadi suatu peristiwa ye::ng tnerusak 

Pert-:?muan dari ancaman dari kerentanan inilah yang disebut dengan peristiwa bencana. 

Sirtgkatnya, alcun semesht dart isirtya irti sejatirtya bersifat rtetral (Cuny, 1983:13i"), hanya 

pada saat tertentu ketika .ancaman itu menjadi s4atu peristiwa dan peristiwa itu 

berdarnpak merugikar1 marmsia maka peristiwa itu disebut sebagai suatu bencarta. 

'· 

Be~1ctpa penulis seperti Lyons (1999) mengklasifikasikart bencana ke dalam dma jenis 

yaitu bencana a]am (1111f11mi disnster) yang disebabkan kejadian alam (1111/urnl) seperti 

gempa bumi dan gunung meletus, dan bencana buatan manusia (1111111-made disaster) 

yail°'J hasil dari tindakan secara 1angsung atau tidak langsung manusia seperti perang, 
. . 

konflik antar penduduk, teroris, dan kegagalan teknologi. Rice (1999) menambahkan 

satu kategori lagi yaih1 bencana teknologi. 

Carter(l992)" membagi penyebab bencana menjaca dua, yailu 'ancaman tradisional' 

seperti gejala-gej~la aJami ~rmasuk gempabum~ angin topa~ letusan gunungapi, 

• tsu:iami, keonkarnn hutan, banjir, tanah longsor, dan kek~ringan. Sementara itu timbul 

pula 'ancaman baru' s~perti kekerasan sosial, serangan terror, kerusuhan sosial dan 

sebagairtya. Dalam kate~ori ini juga didapati a.ncaman dari penyimpanan, transportasi, 

~mrosesan dan pernbu.mgan limbah bahan·bahan berbahaya (hazardous materials), 
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ancamart nuklir ba~ d.alam konte.k$ penggunaan untuk tujuan damai maupun 

peperangan. 

Sek:·etariat Str-.1tegi !ntemasional untuk Pengurangan Bencana / International Strategy 

for 9isaster Reduction Perseri.katan Bangsa-Bangsa (lSDR, 2004), menggeser penekanan 

pad.:i pemaknaan iJencana dari yang tcidinya bertumpu pada "sebab musabab" suatu 

kejadian menjadi sucitu pamlangan yang menekankan pada"dampak" kejadian tersebut 

pada manusi:i, dan menyusun suatu definisi standar tentang bencana yang 

d!imutakhirkan pada tanggal Jl Maret 2004, sebagai berikut 

sualu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu [masyarakat) 
sehingga menyebahkan [kerugian] yang meluas pada kehidupan manusia 
dari segi materi, ekonomi atau Jingkungan dan yang melampaui 
kemampuan [masyarakat] tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan 
sumberdaya mereka sP.ndiri (A serious disruptiot1 of the fu11ctiot1ing of a 
co1111111mily or a ~ociety causing widespread lu1111a11, mr.teri11', eco110111ic or 
e11viro11111e11tnl losses wl1id1 exceed tile nbilihj of tile affected co1111111mity or sociely 
to cope ushtg its cum resources).(ISDR, 2004) 

Def .:nisi standar internasional ini Hdak terlalu mempersoalkan perbedaan bencana alam 

dari bencana sosial atau bencana teknologi, selama suatu kejadian menimbulkan 

dampak seperti yang didefinisikan, maka kejadian itu disebut sebagai bencana. 

Dalcun alur pikir yang sama, De Guzman (ca 2002)tti ~rargumen bahwa semua bencana 

pada hakekatnya adalah akibat dari tindakan atau kl?tidakbertindakan manusia. Lebih 
+ 

jauh dia menganalisis bahwa suatu peristiwa katastropik, baik yang ditimbulkan oleh 

gejala ala.µ-1 ataupun diakibatkan o1eh kegiatan manusia, baru menjadi keadaan bencana 

ketika masyarakat yang terkena tidak mampu untuk mP.nanggulangi. Kerentanan 

rrianusia terhadap dan1pak gejaJa alam sebagian besar ditentukan oleh tirtdakan atau 

ketidak-bertindakan manusia itu sendiri Bahkan peristiwa kekacauan iklim yang 

" dihubungkan deng-an pemba!tan iklim global sekalipun kalau dirunut i:tkhirnya 

mengacu pada perbualan manusia. 
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Nd$kal1 Akndetnik RUU Penangttt11t11 Bf!1Lt..:1ma 

Dilinjau dari'dainpaknyi't, khususnya di Indonesia pada kurun dekade terakhir, banyak 

bencana yang menimbulkru1 dampak pengungsian. Untuk itu dipandang perlu unh~ k 

menyajikan suatu definisi pengungsi internal sebagai berikut 

orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau 
terpuksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat 
mereka dahulu biasa tinggal, terutama · s.ebagai akibat dari, atau dalam 
rangka menghindarkan diri dar~ dampak-dampak konflik bersenjata, 
situasisituasi ta-wan yang ditandai oleh maralmya tindak kekerasart 
secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana­
bencana aJam, atau bencana-bencarta akibat ulah manusia, dan yang 
lidak rnelintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional2 

Defiu.isi pengungsi internal ini tantu saja harus dibedakan dari definisi pengungsi 

intemasional yang didefinisikr n sebagai berikut: 

.. 
Setiap orcl.rtg yang berada diluar negara asal.rtya dan yang tidak bersedid 
atau tida~ rlapat untuk kembali [kesana] ataupun untuk menempatkan 
dirinya ctibawah perlindungan [negara tersebut] disebabkan adanya rasa 
ketakutan yang sungguh ada sebagai akibctt dari alasan ras, keycik.inan 
agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atan 
pends.pat pclitik; atau suatu ancaman terhadap kehidupan atau 
keamanan :;ebag-cli hasil dari persengketaan bersenjata dan bentuk-bentuk. 
kekPrasan yang meluas lainnya yang secara serius mengganggu 
ketertiban umum3 

1.2. Kerangka ldeolog;s 

Secara ideoJogis, penanganan rencana muncul dari keyakinan bahwa hidup manusia 

pad.l hakekatnya adalah berhl'.rga. Ditempatkannya hidup dan kehidupan sebagai hak 

dasar setiap manusia mempunyai implikasi bahwa semua lang~'ah harus diambil demi 

inencegah atau meringanksn penderitaan manusia balk itu diakibatkan oleh konflik 

. maupun bencanavu. Berpasangan dengan hak tersebut adalah adanya tanggungjaw<lb 

'l Prinsip Prinsip Panduan Bagi Pengur.gsi lntsrna~ Office for the Coordination of Htimanitarian Affairs (OCHA) 
JakBrta, ca. 2002, pp iv. 
3 Terjemahan bebas: Handbook of ErM1geney, UNHCR Geneva, ca. 1998. pp. 12 
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Nc;sknl; Akademik RUU Pcnm1gm11m Benctt11a 

pihak lain untuk m~ngf\mbil langkah-langkah ya.ng mencegah dan meringankan 

penderitaan semacam itu. f ersirat didalamnya, apabila pihak tersebut tidak dapat 

memenuhinya, maka merekA bertanggungjawab untuk Hdak menghamaba~ 

menghalangi atau ffit~nggagalkan pihak-pihak lain yang beritikad untuk 

menyediakannya. Prinsip J-Jlah }'ang mettjadi salah s~.tu pijakan tindakan 

kemanusiaanvm. 

Pencarian makna tanggun~iawab negara terhadap perlindungan rakyat terdapat dalaxn 

kon~ep Social Compact yang d iperkenalkan oleh Jearl Jacques Rousseau yang pada tahun 

1762 menulis: 

'~!\fa~alahnya ada!ah hagaimana menc.ui suatu bentuk persekutuan yang 
ilkan mempertahankdn dan melindungi dengan kese!uruhan kekuatan 
bersarna terhad.1p orang-orang dan barang daJam pesekutuan itu, dan 
dalam mana masing-masing sementara menggabungkan diri ke dalam 
pers~kutu,rn d<mgan s~mua orang, masih dapat mematuhi keinginannya 
send.iri, chm t-etap 1-rehas seperti sediakaJ,1" (Tlte problem is to fi11d a form c!f 
tiss.xialio11 which r~.rill defmd a11d protect with tire wlto/e co11111101l force tlte fJerso11 
a11d goods of cnch n.;st1cit1fe! am: which each, while 1111iti11g lrimself with nll .. mn.y 
still obt~y l1imst·~f nlcme., and m1uii1111s free ris before)ir. 

Rou.iseau melunc1.ukan 1=1.1gasan kedaulatan modern bukan sebagai suatu kekuasaan 

yan~ berupa mandat ilahiilh, mela.i:nkan hasil dari kesepakatan te;itang beberapa hak 

pribadi untuk diatur l)leh negara dan pemerintah. Sebagai imbalannya, negara 

bert.mggungjttwab uhtuk memberikan pertahanan · dan perlindungan. Dalam J;aitan 

itulah negara dan pemerintah menjadi penanggnngjawab pertama dan utama dari 

perlindungan, termasuk didalamnya ad]ah penanganan ~ncana. 

I<onsep kedaulatan negara dalam kaitannya dengan hak rakyat at~s keselamatan dan 

lceamanan dalam konteks penanganan ben.ca.Ild ini sudah semakin operasional. Sidang 

K:omisi Hak-Hak Ekono.mi,. Sosial dan Budaya di Perserikat~ Bangsa-Bangsa pada 

ta: :un 1999", menyataka.11 bahwa hak rakyat harus dhvujudkan secara progresif ka.rena 

setiap negara ditugasi dengan 'suatu kewajiban hakiki untuk mengambil langkah-
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Jangkah seperlunya untuk rn~ngurangi dan meringankan ... ". Dalam kaitan itu negara 

mell"punyai tiga tinekatan tanggungjawab yaitu: untuk menghargai, untuk melind11ngi 

·martabat, dan untuk mem~nultl hak rakyat Anaioginya dalam konteks penanganan 

:bencana adalah sebagai berJmt: 
'· 

a. tanggungjawab negara untuk me11gl1nrgni kiat-kiat d<"n . strategi-strate~i 

penanganan bencana yang dimilild oleh rakyatnya, dan negara tidak melakukan 

tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan terganggu atau terhentinya kiat 

dan strategi semacam ltu. 

b. tanggungjawab negara u-.,tuk 111eli11dm1gi kiat dan strategi penanganan bencana 

rakyatnya <lan oJeh ka1-ena.nya negara d1tuntut untuk memastikan bahwa tidak 

ada pil-.ak-pihak atau orang-orang yang akan menganggu atau menghambat 

rakyat da ri melakukau kiat dan strategi penanganan bencana 

c. tanggungjawab negara untuk 111e111t~mtlii hak berarti meliputi pula kewajiban 

untuk 111e11111dnhkm1 dan kewajiban untuk meuyedinkm1 apa yang diperlukan. 

Memudahkan berarti melakukan kegiatan-kegiatan untuk menguatkan kiat clan 

strategi serta penggunaan sumberdaya dan cara-cara yang memastikan daya 

tangkal dan daya lr.11ang mereka sendiri. Dalatn hal orang perorangan atau 

kelompok masyarakat tidal< mampu, atau karena sebab-sebab diluar kekuasaan 

mereka, tldak dapat m~lakukan perllndungan sendiri, ma.ka negara diwajibkan 

untuk secara Jangsung atau tidak langsung 111e11yedinkn11 pemenuhan hak 

terse but. 

Apabila karena saru dan lain hal negara tidak mampu atau tidal mau untuk mefnen.uhi 

kewajiban tersebut, ma.ka negara wajib untuk memperbolehkan, tidak mengh~bat, 

~rta memberikan kemudahan-kemudahan akses bagi,. pihak-pihak la~n dari berbagai 

aras (nasional-regbnal-intemasional) baik pemerintah maupun non-pemerintah yang 

beritikad baik untuk mP.mberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan. 
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. 1.3. Kerangka Epistemologi 

Salah salu pendekatan mutakhir dalam w~cana 

medudukkan risiko liencana pada peranan sentr Jl. 

dirumuskan sebagai berikut: 

penanganan bencana, yaitu 

Pendekatan ini biasanya 

'• 

AxK 
R 

m 

Dimana kerawar.an suatu masyarakat, die.kspresi.kan dengan tinggi rendahnya R (risiko 

· terjadhtya bencan-t), actllah fungsi dari suatu A (ancaman) dengan keadaan K 

(ke;;·entanan) yaug sendiri-ser .. diri atau bersama-sam3 dapat dirubah oJeh m 

(kemampuan). Mf'ngacu pada · perlstilahan standar yang ditetapkan oleh Sekretariat 

Strategi lntemasional untuk Pengurangan Bencana (ISDR, 2004), adalah sebagai berikut: 

• Ristko: suatu peJuang dari tir.1bulnya akibat buruk, atau kemurgkinan kerugian daJam 

ha.I kematian, Iuka-Iuka, kehilangan dan kerusakan harta benda, gangguan kegialan 

mata pencaharian dan ekonomi atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

interaksi antara ancaman betteana dan kerentanan. 

• 
Ant:amarc kejadian-kejadian~ gejala atau kegiatan manusia yang berpotensi untuk 

menimbu~an kamatian, luka-luka, kerusakan harta benca, gangguan sosial ekonomi 

atau kerusakan lingkungan 

· Kerentanare kond~ i-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor a tau proses-proses fisik, 

sosiaL ekonomi dan J.ingkungan hidup yang meningkatkan kerawanan suatu .. 
mm;yarakat terhadap dampak ancaman bencana. 
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Kemampuan: suatu gabungan antara sernua kekuatan dan sumberdaya yang tersedia. 

dalatn suatu masyarakat atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko bencana. 

1.4. Kerangka Tele'Jlogi I Aksiologi 

Tujuart dari Penanganan Bentarta adalah mertgurartgi suatu gartgguan serius terhadap 

keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada 

kehidupan manusia dati segi mater!, ekonomlk atau llngkungan dan yang melampaui 

kemcunpuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya­

sumberdaya mereka ~ettdirl 

Hal .au dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu : 

llPengenalan dan pemantauan risiko benca.na 

• PeugenaJan risiko bcncana 

• Pemantauan risiko bertc:arta 

• Pencegahan 

• Tit1dakan sh,.i.ktural (membuat bangun fisik dalam rangka in~ncegah dcin 

mengurangi damp.~k) 

• 

• 

• 

Tindakan non-struktural (peraturan dan pengaturan, penataan wiJayah, 

analisis risiko bencana sebagai salah saht prasyarat kegiatan pembangurian) 

Pembuatan dan pl:?ttguatkuasaan peraturan pengurangan -~isiko bencana 

Penyuluan dan pendidikan inasyarakat (penyuluhan dan kurikulum 

pendidika!l) 

3. Kesiapan penanggukngm kedaruratar. 

• Kesiapan umum 

• Perencanaan kontinjensl 

• Pelatihan dan gladi 

4.: Peringatan dini 
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• Pe~;gaturan keleinbagaan 

• Alur peringatan dini 

5. Penanggulangan Kedaruratan Bencana 

• Pengaturan kewenangan 

• Aktivasi Pusat Pengendallan Operas! Tanggap Kedaruratan 

• Jalur pengendalinn operasi tanggap darurat 

• Kekuasaan dan kewenangan pemerinta.h pada darurat bencana 

6. Pemulihan dari dampak bencana 

7. rembangurian kcmbaJi akibat dampak bencaIUJ 

Gambarl 
Seccu:a singkat siklttS penanganan bencana dapat d.igambarkan sebagai berikut : 

I. I f I • 

Pra-bencapa !, ' 1·>cnanggul.angah • 

Perencanaan Pengkajian 
erencanaan 

'• 

/ anggap darurat 
Peringatan dini/' 

( Koordinasi 

Pcngkajian 

Kesiapan 

\ 1+t 
Manajemen Info 

ehabi I itasi 

Pen~urangan ~~ 

' pen~egahan 

I,. h 1 I • I f . ·encega an·"-~, ; . 11 ,, 
1 

' I I ,,, I I 

pcnguranga'1 ,',
1 

1 
- • I• ,, ' 

Penggerakan Sumber 

Pembangunan 
kembali 

t t 

Pasca-bcncana. 
I . ' 

' . 
' ' 
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1.5. I~erangka Tekno!ogi (ketrampilan, penerapan) 

Kegiatan-kegiatan Penanganan Bencana .. 

Salah satu cara untuk menyederhanakan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan 

penanganan bencana adalah dengan manyusunnya menjadi suatu daur. Contoh dari 

daur penanganan bencana adalah speerti digambarkan oleh Nick Carter (1991, op cit.) . 

Gambar-1: Daur Penanganart Bencarta · 

Kesiapsiagaan 

Mitigasi 

<____, 
Pencegahan 

Penanggulangan 
kedaruratan 

D Pemulihan 

Pembangunan 

Gambar daur penanganan bencana ini dibarengi dengan catatan bahwa ia biasanya 

digambarkan dengctn betbagai cara yang lain, dan menggunakan juga perislilahali yang 

berlainan (Guamizo, 1992:96; Cigler, 1988:7; Waugh and Hy,1990:19xi; Cuny 1983:205; 

Sinith, 1992!21). Faktor yang terpenling adalah bahwa format yang dimaksud 

me:o:tunjukkan bahwa bencana dan penanganannya adaiah suatu kontinuum dari 

kegiatan-kegiat.an yang sating berkaitan, dan bukaranya suatu urutan kegiatan yang 

mempunyai awal dan akhir yang tegas. 
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Masing-masing keg-Iatan ini akan dije1as~an secara serba singkat sebagai berikut: 

Pencegahan adalah langkah-lanJ5kah yang dilakukan untuk menghilangkan sa~sekali 

at.au menguranRi secara dra.stis aldbat dari a.ncaman melalui pengendalian dan 

pengubahsuai;ln fisik Jan li11gkungan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menekan 

penyebab anca111an <lengan cc.ira mengurangi tekanan, mengatur dan menyebarkan 

energi atau materi.11 ke wilayah yang lcbih luas atau melalui waktu yang lebih panjang 

(S'miU1, 1992:81). Cuny fi98~:206) menuduh bahwa pencegahan bencana pada masa lalu 

cen-:fenmg didorong oieh l~erercayaan diri yang berlebihan pada ilmu dan teknoJogi 

pada tahun enampuluhan, dan oleh karenanya cenderung menuntut ketersediaan 

mo-.ial clan teknologi. Pendekatan ini semakin berkurang peminatnya dan kalaupun 

m.ru;ih dilakukan, maka kegiatan r-encagahan ini diserap pada kegiatan pembanGUnan 

pada arus utama. 

Mitigasi adalah tindakart· tindakan yang memfokuskan perhatia.n pada pengura.ngan 

dampak dari ancaman sehingga dengan demikian mengurangi kemungkinan d;t11lpak 

negatif kejadian heracana terhadap kehJdupan. (ADB, 1991:41) dengan car-a-<.:ar-a 

altematif yang lebih dapat d~terima secara ekologi Kegiatan-kegiatan mitigasi ternasuk 

tin~akan-tindakan non-rekayasa seperti upaya-upaya peraturan dan pengaturan, 

pei"nberian sanksi dan penghargaan untuk mendorong perilaku yang lebih tepat, dan 

upaya-upaya penyuluh.an dan penyediaan informasi untuk memungkinkan orang 

mengambil . keputu.ian yang berkesadaran. Upaya-upaya rekayasa termasuk 

par~anaman-penanaman modal untuk bangunan struktur tahan ancaman benca~la dan / 

ata'n perbaikan stn~ktur yatr.g sud"h ada supaya lebih tahart ancrutlan bencana (Smith, 

1992:84-86). Cuny (1983:206) berargumen bahwa kegiatan-kegiata.n utama mitigasi 

bertcana, ·terutama tatamang dan peraturan bangunan, sulit berhasil di negara-negara 

sedang berkembang karena mereka memerlukan upaya-upaya yang kompleks. dan 

kurang praktis. Uraian-uraian rang lebih rind tentang mitigasi ;uga terdapat dalctm 

hllisan-tulisan Kelompok ~fitigasi Bencana BPPT tahun 19991Cii, 

Kesiapan respons kedaruratan bencana adaJah perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan 

· yang akan timbul kalatt tetjadl kedantratan bencana dan pengenalpastian sumber ... 
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sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dart dengan demikian, memhctwa 

pehduduk di daerah rawan bencana ke tataran kesiapan yang relatif lebih baik untuk 

etnnghariapi bencana. Berda~ar penerimaan bahwa kerusakan akibat peristiwa bencana 

memang tidak terhindark;in, kegiatan kesiapan meletakkan pengaturan-pengatur:m 

penanggulangan kedarurab:Hl sedemikian rupa sehingga lebih efektif. Termasuk 

didalamnya adalan hgia.lan penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan 

kedc.ruratan, mengor~anisasL. memasang dan menguji sistem peringalan dinL 

penggudangan dan penyiapan barang-barang pasokan pem~nuhc~n kebutuhan dJsar, 

pelatihan dan glad t penviapan mekanisme alarm dan prosedur-prosedur tetap 

(Flemming, 1957). 

Penanggularzan K(•(hvuratan adalah tindakan-tin<lakan yang dilakukan 5eketika 

sebelum dan atau setelah terjadinya kejadian bencana. Tindakan-tindakan pada fase ini 

terlnasuk pengenalpasli1m iok.:tsi tetjadinya peristiwa bencana, pengkajicm cepat 

terh:1dap kemsaka.n dan sum.berdaya yang tersedia untuk menentukan dengan cepat 

kebutuha.n yang seger;:: h.a.:us dipenuhL Bersamaan dengan itu kemungkinan juga 

dilaJ.~ukan tindakan pencar;an dan penyelamatan korban, pertolongan pertama pada 

kecelakaan, evakuasi, pPnriapan penampungan massal beserta pelayanannya, 

_pert.bagian bantuan darurat clan pelayanan medik, penggerakan sumberdaya d,m 

pemulihan dengan segern ~arana-sarana kunci seperti komunikasi, transportasi, listrik · 

dan air, serta berbagai ~ar~1ma publik lainnya. 

Pemulihan adalah tind.akan-tindakan yang bertujuan untuk membantu masyar~kat 

menC:apatkan kembali apa yang hilang dan meml"'angun kembali kerudupan mereka, 

serta mendapatkan. kembali kesempatan-kesempatan mereka. Ini dicapai melalui 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memuEh.kan sarana-sarana untuk berfungsi 

kewbali, pembangunan kembaJ.i atau. perbaikan sarana-sarana. menyiapkan kembali 

kemampuan-kemampu~1 scsiaJ ekonomi idealnya pada tataran yang sama atau lebih 

?ai.k ketimbang sebelum te1iadi bencana sambil memp'?rkuat daya kenyal mereka untuk 

menghadctpi c1~1cctmcm l>t.·ncc1na yang akan datang. 
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2 .. Kaj;an Peraturati Perunda'1g .. undangan 

2.1. Dasar Hukum RtJU PS 

Nlandat atau wewen mg (bev·oegheid) suahl lembaga untuk membenluk RUU ini 

r.ebagaimana terdapclt dal.t!m: 

1. UUD 1945 Alin.ea ke IV dari Pembukaan Vndang-undang Dasar 1945, yang 

menydtakan "Kemudian daripada itu untuk mem~ntuk suatu pemerintah 

negara Indonesi<' yang meli11d1111gi segennp bnngsn lndo11esi11 dim se/11rull t11111p11/1 

da rail I 11d011esic;, .•.•••• dan seterusnya". 

2. Pasal 5 ayat (1), ~2) l!UD 1945 amandement ke IV 

3. pasal 12 : PreskJ~n menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya 

keadaan bahd~·a ditetapkan dengan undang-undang. 

1. pasal 33 ayal 3: Bumi dan air dan kekayaan a:am yang terkandung di dalamnya 

dikuasdi t,1,~h ner,-cucl dan dipergunakan m1tuk sebesar-bes,ir kem<Jkmuran 

rakyat. 

5. pasal 34 meny,1takan l:iahwa: 

(1) Fakir miskin d:m a11ak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 

(2) Negara mP11gembM1gkan sistem jaminan sosial bagi .;elurnh rakyat {hm 

memhcnlay.:tkan rnasyarakat yang Iemah dan tidak mampu sesuai dengan 

(3) Negara ber~anggung jawab 'ltas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas p.elayanan umum yang la}''ill<. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang­

undang. 

Sementara aturan yang lainnya terdapat pada UU · No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pr':Tlbentukan Peiaturan Pervndang-undangan, dalam pasal Pasal 8 disebutkan bahwa: 

materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur 

lebih lanfut ketentudn 'Cn·_ic.ng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

JI 

\ ARSIP
 D

PR R
I



Naskalt Akadcmik RUU P~mmgmza11 Bmc:ct:w 

'• 

2. Hak dan kcwajiban warga negara; 

3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan neg-a.ra serta pembagian kekuasadn 

negara; 

4. Wilayah m?gara 1.ian pembagian daerah; 

5. Kewarga.,t?garaan. d~in kependudukan; 

6. Keua'.tgan neg:ua : b . .Jiperintahkan oleh suatu Undang-Undang untak diatur 

dcngan lT.ndaitg-Undanp:. 

2.2. Kajian Perundang-undangan 

Prasyarat br1gi efoktifny d rr?nanganan bencana adalah adanya drah dan komitmen 

politik yang tercerm.in pa.di kebijakan bai.k yang konstirusional, perundangan, 

peratt.mm daerah, maurun k1!bijakan eksekutif maupun unsur sektoral. Tanpa ada 

kebijakan yang jela-;, maka tidak ada norma yang dapat digunakan untuk menentu ki.lil 

tujuan, meneta pkan kaid.":?h tenta1tg cara-cara mencapai tujuart terse but, dan rn.ernclivasi 

perilaku polilis-birokr,ltis untuk mencapainya. ~<omitmen pemerintah terhadap 

penangana11 benciirta dap~t dinilai dari kodifikasi dan pelafalan kebijakan ... kebijakannya 

sehubungan dengan resikc bencana yang ada. 

Behrapa issue yang diasumsikan dalam naskah akade111is ini adalah bahwa di 

Indbnesia belum ada kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang yang secara 

koheren mengatur renangananbencana. Kerangka kerja kebijakan yang ada sekarang 

tida.k lagi relevan dengan konteks demokrasi dan kerangka otonomi daerah. 

Secar-a materi.. kebifakan-kebijakan yang ada bersifat sektoral dan l'erpecah-pecah. 

Sebagiart besar bergantu.n~ pada kebijaksanaan eksekuti.f dan paradigma yang 

digt.n.:1kan mrtsih lt~rfokus p·:tda penanggukmgan darurat 
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Dalam baghm ini dila.'..c11kan kajian dan analisis untuk menunjau pe.raruran perundang­

undangan yang menyungku t bencana. 

2 .. 2 .. 1. UU No.23/ PRP/ 1~59 tentang k .. adaan bahaya LN 1959 No .. 139, diubah UU 
No. 52/PRP/J 96G LN 1060 No.170 

Dal.am Bab I Peratw·an Umum Pasal 1 ayat (1) Presiden/Panglima Tertinggi 

Angkatan Perang me.n_'r'cltakan seluruh atau sebagian dari wiJayah Negarn l~epublik 

Inddnesia dalam keadaan ba11ayt. dengan tingkat.an keadaan darur.it sipil atau keadaan 

daru'.rat militer atau keadamr perang, apabila: 

• Keamanan atau 1.:dei-tihan hukum di selunth wilayah atau disehagian wilayah 

Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan 

a'tatt akibat- l~t'\cana illam, sehingga dikhawatirkan tid.lk dapat diatasi oleh alat-alat 

.,erlengkapcm sec,1rd bia.;il; 

• ~irttbul perartg atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosart.r'l wiJayah Negara 

Republik Indonesia dcngan cara apapun juga; 

• Hidup Negara berada. daJam keadaan bahaya atau dari kea_daan- keadaan khusus 

· temyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan 

hldup Negara. 

Sementarc1 dalam cl)'Clt (2) Penghapman keadaan bahaya dilakukan oJeh Presiden/ 

Panglima Tcrtinggi Angkatan Perang. 

Perisawa-peristiwa yang membolehkan pemyataan sebuah tingkatan ada tiga jenis, 

yaitu: 

Kenyataan-kenyataan sel'taGai pemberontakan, k~rusuhan atau akibat bencana alam 

yar,g :mengancam keamarian atau ketertiban umum sehingga dikhawatirkan keadaan 

tidak ,dapal diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. (Yang dimaksud dengan 

"pemberontakan" ialah kenrsuhan-kerusuhan bersenjata. 
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Kenyataan-kenydlaan ptng- langsung atau tidak langsung mengakiba~kan perang. 

Den6an ini, maka ayat 1 an~ka 2 juga mengandung kemungkinan akan terjadinya 

pertikaian dengan negt~rl lain sebagal alasan untuk menyatakan sebuah tingkatan 

keadaan bahaya, sedangkan perang saudara tidak ~er:nasuk kenyataan-kenyataan yang 

disebutkan oleh ayat 1 angka 2 akan tetapi disinggung oleh ayat 1 angka 1. 

•. 

Hidup i1egara berad,1 daLun keadaan bahaya karena sebab apapun juga, atau dari 

keadaan-keadaan klmsus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejaJa-gejala yang dapat 

membayakan hidup negara 

Int~ dari beberapa ketentu.an dalam pasal ini yaiht, Presiden dapat menyatakan 

keadaan bahayCt jika terj..Jdi bencana dengan syarat2 lertentu 

2.2.2. UU No. 11 fo 196".' kctentuan pokok pertambangan LN 1967 No.22 Tentang 
Ke~entuan ... ketentuara Pokok Pertambangan. 

Pasal JO menyebutkan bahwa: 

~pabila selesai melakukan penambangan bahan galian ada suatu tempat peketjaan, 

pemegang kuasa pertan·.hangan yang bersangkutan diw-1jibkan mengembalikan 

tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahtiya 

lahmya bagi masyarakat sekitarnya. 

Pasal ini memandatk;m kepada pemegang kuasa pertambangan untuk melakukan 

tin1 takan pencegalt.1n timbulnya penyakit diwilayah tanah yang pergunakan 

pertambangan. Ketentuan hti terkait dengan timbulnya bahaya penyakit dan bahaya 

lainnya yang diakibatkan oleh kegiatart perta.mbangan 

2.2.3~ UU tentang Pokok ... ;>okok Kesejahteraan Sosial 

D&Jam Bab II ketenluan Tugas dan Usaha Pemerintah £asal 4: 

1. Usaha-usaha Pemerinta.h di bidang kesejahteraart so~ial rneliputi: 
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• Bantuan sosfal kepada Warganegara baik secara perseorangan maupun dalam 

kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban 

akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial mat:pun alamiah, atau pedstiwa­

peristiwa la in~ 

• Pemeliharaan ta:af kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu s1stim 

jaminan sosial; 

• Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosiaL termasuk d~ dalamnya penyaluran 

ke da]am masyaraka 1·, kepada Warganegara baik perorangan maupun dalam 

kelompok, yang terp,anggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, 

y<irtg terlantm atau ynrtg tersesat; 

• PengembanKan d3.n penyuluhan sosial untuk meningkatkan p~radaban, 

perikemanusi.aru1 ddil kegotong-royongan. 

2. Pelaksanaan usaha-usaha Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, 

dengan Perahm\Ii Pt>mndang-unriangan. 

dialur 

Ketentuan dalam UlJ ini sccara mendasar menjelsakan tentang peran Pemerintah 

(DEPSOS) dalam menangani benc.ana dengan cara memberikan Bantuan dan 

kesejahteraau sosiaJ, bimbingan clan penyuluhan 

2.2 • .a.. UU Undang-undan.g Nomor 20 Tahon 1982 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pertahanan Kearnanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, 
TalD:bahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor l Tahon 1988 (Lembaran Negara Tabun 1988 Nomor 3, 
Tar.1bahan Li~mbaratt Negara Nomor 3368), sebagaJmana reJah dJubah dengan 
Undnng-undrmg Nomor 3 T11hun 2002 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3; 

Pcldd Pasctl 9 ctyc1t (2) : Keikutsertaan warga negara dalam upaya beht negdm 

disclenggarakan rr.elalui: pengabdian sesuai dengan profesi. 

Dalam penjelasannya yang dim1ksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah 

pengabdian warga negdra yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan 

pertahanan negara rermasuk dalam menanggulangi dan/ atau memperkecil akihat rang 

ditimbulkan oleh perang, beucClna alam, atau bencana lairmya. 
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Pa~:ll 10 Ayat (3) tenta1'g opera~i militer. Dalam penjelasan disebutkan bahwa Operasi 

militer selain petang, antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civic mission), 

perbautuan kepadCI Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas 

kea .. nanan dan ketertibar. mas rarakat, bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan 

pelayaran/ penerbangan, batltuan pencarian dan pertolongan (Search And Resque), 

bantuan pengungsian,, dan ~·enanggulangan korban benrana alaln. Operasi militer selain 

i>erang dilakukan berdasurka.:1 perm.intaan dan/ atau peraturan perundang-undangan. 

Inti 'dari ketentuan ini adalah keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara 

melalui pengabdian dafam menaggulangi bencana alam, sementara bantuan ope::asi 

militer dibutu.hkan .i ik.1 ketentuannya diatur oleh UU. 

2.2.5. UU No. 23 Tahuu 1992 tentang Kesehatan 

D~lam Bab I Ketentuar, Umum Pasal 1 : Dalam U'1dang-undang ini yang dimaksud 

dengan. 

1. Kesehatan adalah kE:adaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setfap orang hidup produktif secara sosial dan ekonornis. 

2 Upaya kesehatan aC.alah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehdtan yang dih· • .kt:ka11 oleh pemerintah da11 atau masyarnkat 

3. Jaminan pemelih.-uaan kesehatan mnsyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan 

pemeliharaan.. kesehatat., yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan 

kekeluargaan, vang berkesinan:tbungan dart dengan mutu yang tetjamin serta 

pembiayaan yang dilaksanakan se~ara praupaya. 

Sementa:ra ~a lam Bab III ter~ta.Df, hak dan Kewajiban HAK DAN KEW A JI BAN 

I'asal 4 : Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam. memperoleh dercljat 

kesehatan yang optimal. 

Pasal S : Setiap orang berkewajiban untuk ikut sert-cl dalam memelihara dan 

• :nenin.gkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. 
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Dafrun Bab IV tenta.11g Tmgas dan Tartggurtg Jawab Pasal 6: Pernerintah bertugas 
'• 

menga'.:ur, membind, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. 

Pasal 7: Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang mera~a dan 

~etjangkau oleh masyarakat. 

Pasal 8 : Pemerinta:r l>ertugas menggerakkan pe1 an serta masyarakat dalam 

?enyelengg;~raan dan pemt~iayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial 

sehingga pelayarnm kese.hatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap tetjamin. 

Pasal 9 : Pemermtah bertanggung jawab untuk menh1gkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. 

Beberapa ketentuan ini sec?ra mendasar menjelaskan tentang pentingnya Kesehatan, 

upaya kesehatan dan jaminan kesehatan bagi warga negara dan pemerintah 

bertanggung jawab untuk pen:yelenggaraannya. 

2.2. 6. UU No. 23197 ttg Lingkungan Hid up 

Dal.tin Ketentuan Ta11ggunr, Jawab Mutlak, yakni dalam Pasal 35 No 2 : Penanggung 

jawab usaha dan/ atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi 

sebagaimana di.maksud paaa ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan 
. . 

bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu 

alel!Jan di bawah ini: 

a. Ada;.lya bencana alam atau peperangan; at-au 

b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau 

c. Adanya tindakan. pihak 1<etiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran 

dan/ atau pPntsi:lkan linf:kLingan hidup. 

37 

ARSIP
 D

PR R
I



Naskah Akademik RUU Pemingamm Berwma 

Inti dad pasal ini hanya menjelaskan bahwa sebagai bagian dad pertanggung 

jawaban mutlak sebuah usaha dan/atau kegiatan jika tetjadi pencemaran lingkungan 

hidup maka pembayaran ganti kerugian akan ditiadakan jikd bisa membu.ktikan 

bahwa pencernaran hanya disebabkan oleh salah satunya bencana alam dan atau 

peperangaa 

2.2.7. UU No 32 th 2004 pemerintah daernh LN th 2004 No.125 TLN No. 4437 

Pasal 164 : (3) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimctksud pada ayat (1) 

merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerinlah <laerah unluk mendana.i 

keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yany, tidak dapat 

ditanggulangi APBD. 

Dalam penjelasan Ayat (3) menyebutkan bahwa Yang 1..linMksud dengan "pcristiwa 

tertentu" antara lain hen.cana alam. 

Pasal 165 ayat (1) Keadaan yang dapat digolongkan sebctgc.1i peristh-vcl lertcntu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) dilt:'tapkan (h;-ngan Peraturan Presid~n. 

(2) Besamya alokasi dana damrat. ditetapkan oleh ~lenleri Keuangan dengan 

memperhatikan pertimbangan ~fonteri Dalam Negeri dan ~lenleri Leknis lel'kait. (3) 

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dart.ii-at 

diatur dalam Peratura11 Pemerintah. 

Ketenh.tan ini menjelaskan tentang jika terjadi peristiwa tertentu dalam kategori 

bencana dan dalam penanggulangannya membutuhkan pendanaan dari APBD dan ,. 
APBN maka kewenangan itu ada pada koordfnasi (perHmbangan) antar menteri. 

2.2.8. UU No.33 th 2004 perimbangan keuangan LN th 2004 No.126 TLN No.4438 

1. UU No.25 th 2004 sistem perencanaan pembclngunan nasional LN th 2004 No.104 

TLN4421 
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DaLun Bab II mengenai Asas dan Tujuan. Pasal 2: (1) Pembangunan Nasional 

diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, 

berkeadllan, berkelanjutan, beiwawasan lingkungan, serta kemandiria.n dengan 

menjaga keseimbangan ker£1ajuan dan kesatuan Nasional. 

(2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terara~1, terpadu, 

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 

(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan b.?rdasarkan Asas 

Umum Penyelenggaraan Negara. 

(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: 

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar 

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pcrcnGllle:hm, pcngangy,aran~ 

pelaksanaan, dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 

e. menjamin tercapai.nra penggunaan sumbcr d(l}"d St'l\H,\ d°i.c;it·n, t'fektif, l"erl...t"&tdilcHl, 

dan berkelanju tan 

Ketentuan inl menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembangunan nasional secara 

konsisten antara perencanaart, penganggaran, pelaksanaan da.&1 pengawasan. Namun 

terminologi bencana dan penartggulangan.nya belum masuk menjadi salah satu 

mainstream dari kegiatan pembangunan baik pusat maupun daerah. 

2.2.9. UU No. 4 tahun 1984 tentang Penyakit MenuJar 

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 

deng-an: a. Wabah penyakit menular yang selanjutllya <lisebut wab<lh a<lalah kejadian 

betjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya 

meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah 

terlentu serta dapat menirnbulkan malapetaka. b. Sumber penyakit <H.ialdh manusia, 

hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/ «tau tercemcU bibit 
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penyakit, serta yang dapat men.imbulkar'l wabah. c. Kepala Unit Kesehatan adalah 

I<epala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah. d. Menteri adalah Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang kesehatan. 

Sementara dalam Bab I Ketentuan Umurn Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadia..~ 

berjangkitnya suah.1 penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah 

penderitanya meningkat secara nyata rnelebihi dari pada keadaan yang lazim 

pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkal'1 mdlapetaka. 

b. Sumber penyakit adafah manusia, hewan, tumbuhc1n, dan bt:Jnda-bendd yang 

mengandung dan/ atau tercemar bibit penyakit, scrta yang dapat mcnimbulkan 

wabah. 

c. Kepala Unit Kesehatan adaJah Kepala Pertmgkat Pelayanan Kesl\hatan Pemerintah. 

d. Menteri adalah M.mleri yang bertanggung jawab di bidang kesehalan. 

Sementara Bab II tentang Maksud dan Tuju,m. Pasal 2 : Maksud dan tuju<m Umfang­

Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapelaka yang ditimbulkan 

wabah sedini mungkin, dalam rangka menmgkatk,m kemampuan masyarakat untuk 

hidupsehat 

Selartjutnya Bab IV mertgenai Daerah Wabah. Pasal 4 : (1) tvlenteri menetapkart 

daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah "'labah 

Pasal 10 : Pemerintah bertanggung jawab untuk rnel,tkscttMkctn upaya 11ertctnggul.cmgan 

wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

Ketentuan ini menjelaskan mengenai bahwa penyakit menular yang selanjutnya 

disebut wabah adalah kejadlan berjangkitnya sualu penyakit 1t1enular dalam 

masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada. 

keadaan yang lazirn !..)ctda waktu dan daerah t~rtentu serta dapat menimbulkan 

malapetaka sementara sumber penyakit/wabah adalah berasal dari manusia, hewan, 

tu.mbuhart, dan bertda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, 
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serta yang dapat menimbulkan wabah. Namun ketentuan ini belunt memiliki relasi 

dengan benc:ana yang secara inheren akan menimbulkan penyakit. 

2.2.10. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Kcnakeragam:m Hayari dan 
Ekosistem 

\ 

Dalam Pasal 2 : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan 

pelestarian kemampt:an dan pemanfaatan sumber daya c11am hayati dalam 

ekosistemnya secara se4·asi dan seimbang. 

Pasal 3 : Konservasi sumber daya alam h,1yati d,rn 1:1kosistemnya hertujuan 

mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan 

ekosistemnya sehingga dapat 1ehih mendukung upaya pen::ngkatan kesejahteraan 

Ihasyarakat dan mutu kehldupan manusia. 

Pasal 4 : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung 

jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. 

Pasal 5 : Konservasi surnber daya ttlam hayati dan ekosistemnya dilakukan rnelalui 

kegiatan: 

a. perlindung-an sistem penyangga kehidupan; 

b. pengawetari keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa besertd ekosistemnya; 

c. pemanfaatan secara lestari sumber daya <llami haycHi dan ckosistemnya. 

Selanjubtya Bab II mengenai Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan. Pasal 6 : 

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati 

dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. 

P~al 7 : Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujuka.n bagi terpeliharanya 

proses ekologis yang menunjang kelangsung-cu\ kehidupan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. 

Pasal 8: 

(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah 

menetapkan: 

a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; 
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b~ pola dasar pembinaan wilayah perlindurtgan sistem penyangga kehidupan; 
' c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kchidupan. 

(2) Ke~ntuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Pasal 9: 

(1) Setiap pemegang hak atas tanah clan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah 

sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan 

wilayah tersebut. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah 

mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pcngelolaan 

tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dal•im wilayi:lh perlim.lurtgan 

sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ctyal (2) dilciksandkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan ycmg berlaku. 

Pasal 10 : Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mcngalami kerusakan secara 

alami dan/ atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebah-sebab lainnya diikuti 

dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan. 

Inti dari ketentuan lni adalah Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan 

di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga 

kelartgsungart fungsi perlirtdungart wilayah tersebut. Sementara daJam rangka 

pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta 

melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan 

hak pengusahaan di perairan yang terletak dalan:: wilayah perlindungan sistem 

pe!tyangga kehidupan. Ini pasti akan sangat relev an dengan bencana. 

2 UU No. 24 Tahun 1992 Perencanaan Tata Ruang 

Dalam Penjelasan pasal 7 Ayat (1) disebutkan : Termasuk dalam kawasan lindung adalah 

kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, 

\ 
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sempadan sungai, kawasan sekitat danau/waduk, kawasan sekitar mat-d air, kawasart 

suaka aJam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan 

bakau, taman nasional, taman hutan raya dan t-aman wisata alam, kawasa.n cagar budaya 

dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana alam.. 

Pengertian pasal clan penjelasan ini hanya sebatas mempertegas bahwa kawasan yang 

rawan terhadap bencana alam adalah kawasan hutan lindung 

2.2.11. UU No. 41tahun1999 Tentang Kehutannn 

Pada Bab 1 Ketentuan Umum UU Kehutanan, Bagian Kesatu Pengertian Pasal l No. 8 

disebutkan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yan!~ mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangg,1 kehidup<111 untuk rm:ng&ttur tc1ta air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mcncep,ah intrusi air laut, dan memclihara 

kesuburan tanah. Pasal 47 hurup a menyataka1l bahwa perlindungan hutan dan 

kawasan hutan merupakan usaha untuk: mencegah dan membatasi kerusakan hutan, 

kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan deh perbuatan manusia, ternak, 

kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Pasal 'ni culmp rclev,m dengan UU 

Tata Ruang yang telah disebutkan diatas, yakni hut,m lindung h~rfung~i sebagai sistem 

penyangga kehidupan dalam menjaga dari tetjadinya bencana. 

2.2.12. UU No. 22 tahun 2001 Minyak dan Gas 

Dalam ketentuan Umum : Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh 

wilayah daratan, perairan, dan landas kontincn Indonesia; 

Wllayah Kerja adalah daerah tertentu di dalclm Wil~=tyah Hukum Pt-rtamh~ngan 

Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi 

Sementara dalam Bab II mengenai Azas dan Tujuan. Pasal 2 : Penyelenggaraan 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diah.1r dalam Undang-undang ini 

berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, kcseimbangan, 
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pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rak-yat banyak, keamanan, 

keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. 

Selanjubtya Pasal 40 : 

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin stamlar tli:Ui mutu yang berlaku 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

menerapkan kaidah ketek.nikan yang baik. 

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan d,m kesehatan kerja 

serta pengelolaan lingkungan hidup dan mcnaati ketentuan pcraturan 

perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas 

Bumi 

(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dit1·Mksud dalarn ayat (2) berupa 

kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulcm}~Cln pencemaran serta 

pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungcm hidup, Lermclsuk kewc1jiban 

pasca operasi pertamhangan. 

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksdnak1.m kegialan us<lhJ (vlinyak 

dan Gas Bumi sebagaimana dir.aaksud dal~m P<lsal 5 hctrus mt•nf~lll<Hnakan 

pemanfaatan tenaga ketja setempat, barang. jasa, serta kemampuan rekayasa dan 

rancang bangun dalam negeri secara transparnn dan bersaing. 

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang meJaksanakan kegiatan usaha !'vfinyak 

dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bcrtanggung jawab 

dalam mengembangkan lingkLingan dart masyarakat setempat. 

(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayal (2) <.iic:1Lur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

. Seeara khusus ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan 

pencegahan dan penanggulangan pencemaran · serta pemulihan atas terjadinya 
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kerusakan Ilngkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan. Ini 

relevan dengan ketenhtan UU Tam bang serta UU Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2 .. 2.13. UU No. 2 tahun 2002 Kepolisian RI 

Pasal 14: (1) DaJarn meJa.ksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daldm Pasal 13, 

I<epolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 

h. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli tcrhadap 

kegiatan mas.yarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

i menyelenggaukan segala kegiatan daJain mcnjamin kcamanan, kctcrtiban, 

dan kelancaran lalu lintas c.li jalan; 

j. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan wcuga m.:'lsyarakat terhch.fap hukum dan 

peraturan perundang-und,mgan; 

k. turut serta dalam pembi.naan hukum nctsionctl; 

l. memelihara ketertiban tfan menjamin keama1Mn umum; 

m. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan LeknLc; terhadclp 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipH, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 

n. melakukan penye1idikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

la inn ya; 
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o. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan . tugas 

kepolisian; 

p. melindungi keselamatan jiwa raga, harta bendil, me1syc1rakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

q. melayani kepentingan warga masyarakat unh1k sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang; 

r. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai denr,an kepentinr,annya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundan.g-undangan. 

(2) Tata cara pelaksanaan ketenhlan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 

diatur lebih lanjut dengan Peratutan Pemerintah. 

Menegaskan tugas kepolisian unhik melindungi keselarnatan jiwa raga, harta benda, 

masyarakat, dan Iingkungan hidup dari gangguan ketertiban danfatau bencana 

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia; 

2.l.14. UU No. 9 Tahon 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang juntco PP 
No. 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangao juntco 
KepMenSos No. 1/PUK/1998 tentang Kuntpulan Sumbangan untuk Korban 
Bencana. 

2.2.15. UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air 

Pada Bab II UU Sumber Daya Air mengenai \\!ewenang dan Tanggung Jawab lel'Utama 

Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah di atasnya dclpat mengambil peran 

penyelesaian masalah dalam pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan ARSIP
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swnberdaya air oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 

dalam hurup a. Tetjadinya bencana a]am berskala nasional yang terkait dengan air; 

atau ... 

Pasal irti mertcoba rttertegaskan bahwa j ika penterintah daerah tidak dapat 

melaksanakan tugasnya dalant hal terjadi bencana al..tm maka pemerintah yang 

diatasnya dapat mengambil alih peran terSebut. 

Sementara Pasal S3 menyebutkan kembali soal pencegahan kerusakan dan bencana 

akibat daya .rusak air antara lain terdapat dalam ayat 4 : Ketentuan mengenai 

pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur Jebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Selanjutnya pada Pasal 54 diatur tentang penangguJangan <.faya msak air dengan cara 

mitigasi bencana, aktor serta pengaturan lebih Ianjut dalam turunan UU ini, antara lain: 

(1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana yang dimaksud dalam. Pasal 51 ayat 

(1) dilakukan dengan mitigasi bencana. 

(2) Penanggulangan sebagairnana yang dirnaksud dalam ayat (1) dilakukan secara 

terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui badan koordinasi 

penanggulangan bencana pada tingkat nasional, prm·insi, dan kabupaten/kota; 

(3) Badan koordinasi sebagimana dirnaksud dalam ayat (2) pada tingkat m1sional 

ditetapkan oleh Presiden, di tingkat provinsi oleh Gubemur dan di tingkat 

kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. 
\ 

(4) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat air 

sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih Ianjut dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal ini mulai berbicara tentang penanganan jika terjadi bencana yang terkait 

denganair. 
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Sementara itu pada Pasal 55 kembali ditegaskan seperti yang tertuang dalam UU 

Pengelolaan Ungkungan Hidup bahwa penanngulangan bencana aldbat air yang 

berskala nasional menjadi ytanggung jawab pemerintah dan diputuskan dalam 

keputusan presiden. i'erhatiakan ayat (1) ini : Penanggulangan bencana akibat air 

yang bers.kala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah. (2)Bencana berskala 

nasional akibat air ditetapkan dengan Keputusan PresidPn. 

Selanjutnya ketentuan yang relevan dalam mengacu RUU PB ini bisa dilihat juga pada 

Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang dan Menengah terutama 

pada bagian umum prioritas pembangunan nasional hal 5 paragraf 4 mcnyebutkan: 

Sementara itu pembangunan sosial masih dih1ufapk,m p1tdc1 permilsdl,1fom seperti 

kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, gejala disintegrasi sosial. rawan sosial 

ekonomi, ketunasosialan, keterlantardn, kec,tectldn, pl'nyimp,mgan perilaku, 

keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, yang berakibal pacfa meningkatnya 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) d.rn rnasy.-u-.\k,\t rt•nt~u1 laitmya. 

Tingkat kesejahteraan dan perlindungan andk, serta pcirtisipCisi dn<tk dc1W.m proses 

pembangunan juga masih rendah. Kebutuhan tumbuh kembang anak belum menjadi 

pertimbangan utama dalam perencanaan dan pe1aksanaan pembangunan, dan banyak 

kegiatan pembangunan yang be lum ped uli anak. 

:Masih pada RJPM 2004-2009 bidang pembangunan ekonomi menyebutkan pada po~t 4 

yakni pemerataan unh.Jk kesejahteraan masyarakat maka dikeluarkan langkah kebijakan 

antara lain tertuang dalam angka 1 hurup d : pemberian perlindungan sosial dan rasa 

aman (Enhancing Soci11l Protection) bagi masyar-akat miskit1, utamanya kelompok 

masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, kelompok jompo, anak terlantar, dan 

penderita cacat) dan kelornpok masyarakat rniskin yang disebabkdn oleh bencana alam, 

dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial. 

Masalah lain dalam pembangunan SDM adalah perrnasalahan sosial, seperti 

kemisk~ konflik sosiaL bencana alam, gejala disintegrasi sosial, rawan sosial 

ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilal.LI, 
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keterpencilan, dan eksploitasi, serta diskrim.inasi, yang berakiba t pada meningkatnya 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (P~vlKS) dan masyarakat rentan lainnya. 

3. Hukum dan Perundang-Undangan di Berbagai Negara 

Pada bagian ini akan dibahas beberapa perundangan di negara-negara lain sebagai 

bahan kajian terhadap unsur-unsur tertentu yang patut diperti.mbangkan dalam 

pembahasan RUU-PB sebagai bahan untuk mendapatkan sintesa dari Penanganan 

Bencana di Indonesia. 

3.1. Philipina 

Sejarah 
LahirnvaUU 
Bentuk 
Peraturan 

-
o Keputusan Presiden Penganti Undanr,-undang, dikeluarkan Martial Low 

(Hukum Ked,uuratan), Setarn dengan Undang-undant~ Settn¢kat i---_......-----1-------------------------------- ··--------1 
Tujuan 

Landasan I 
Dasar I 

I 
Struktur 

Kewenangan 

Pendanaan: 

o Memperkuat kemampudn negara unluk mengt>ndalikan bencana dan 
menetapkan prmr,rnm 11,1sional untu k kesiapcrn bencana masyarnkat. 

o Menyatakan kebijak<rn negclrn untuk mewujudkan kenrnndirian para pejabat 
<laerah dan rJ.kyat mert>kct ddlam meningkatkdn kesidpan terhadap, 
menan2ttulangi dkibcit, dan rnemulihkdn diri ddri, kejadian bencana. 

o Membentuk Dewan-dewa11 Koordinasi Penanganan Bencana dari pemerintah 
pusat, sub-nasionaJ, propinsi, kota, sampai dengan kampung. 

o Mewajibkan Penyusumrn Rcnrn1rn Nasional Kesi'1pan Pcnangguhmgan Bencana 
Rencana Pelaksanaan Penanggulangan Bencana oleh masing-masing 
departemen sektoral dan pemerinfi:'.h-pemerintah di tataran yang tebih rendah. 

o Memerintahkan pelaksanaan latihan-latihan dan gladi dari rencana-rencana . 
penanggulangan yang sudah disusun. 

o MeJahirkan mekanisme dimana pemerintah di tataran yang berbeda-beda dapat 
mendeklarasikan Keadaan Bennrna (the St<lle of Calamity) yang didasarkan 
masukan kebijakan dari Dt.'w,m Kot'rdinasi Pendng • .man Dencana ydng 
kemudian ditetapkan bcrscUll<l oJeh pihak cksekutif dan pihak le~islatif. 

o Mengharuskan pemerint<lh untuk menyisihkan 2% dart anggaran pemerintah 
untuk kepentingan penanggu lclngan bencclna. 

o Dalam pelakscmannny<1, Und,mg-Umicrng ["~merintahan Daerah (1991) 
mewajibkan pemerintah untut.. menyisihkan 5% ·dari pemasukan kotor pada 
anggaran pemasukan dan 1_)€fanja nasional dan daerah untuk keperluan 
penanggulangan k~daruratan bencana (Calamity found). Dana ini hanya dapat 

_____ __. ____ d ..... it?..._t_m_a_k_·_a_n_p::;....<_1_d_,_1 _s_a,_1t _ _!5.~_~1~f-~~~1~1-~~nc~~-~~tet!~~~~~~ bers~nla oleh ekse\~_t_if_d_a_n_, 
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3~2. Jepang 

! Nama 
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legislatif. Penggunmm dana ini 1uga dintur oleh Dewan Penanganan Bencana. 

o Apabila dana ini tidak hdbis terpdkai, maka pada cskhir tahun akan 
diperlakukan sebagai pemasukan pendapatan umum pada neraca akhir tahun 
untuk digulirkan pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian daripadanya, 
disisihkan Iagi 5% dari pem.'isukan kotor sebagai Calamity Fund tahun yang 
bersangkutan. 

o Disamping itu, UndanB-undang juga mengharuskan lembaga-lembaga 
pemerintah dan pemerintah (faernh untuk memrogramkan anggaran, diluar 
anggaran penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, untuk keperluan 
kegiatan kesiapan penansmul,1nRan bencana. 

o Peraturan ini sudah mencdnirn~kan kebijakan kesiapan penanggu1angan 
bencana berbasis masyM,,J..t1l j.1uh .'>t>belum para pclk,ar penilntmul,mp,an bencana 
mengajukan konsep berba.c,i.s m<ls_yM<lkat. 

----------··· - ... ... ·---------·- ·-·- ·-·-- ·--·------. 
0 Dasdr Penanp;k,1l<1n nt•m-.111,1 (Tlw Disastpr Co11ntermee1stm•s Basic Act) 

,_ _________ N_o_. __ 2_23--'-, _IS_N __ o~~.n_1_lyr 1.% I .. ·-·------·- -·- . 
5ejarah 
Lahirnya UU 1 

I 
Bent~ 

Pera tu ran 
5etingkat: 

() Nl_>~~·1rn Jep.rng l11l'ngund.111):k.rn p1•11.rng.11Mn lx'nf,rn,1 <;t''"'·'h mt.>ngalami 
typhoon yang men~~h<tnf,1m l"t>l11k 1st' pc1da tilhun 1959 ydng nwnirnbulkan 
kematian lehih dMi 5000 _ _<~~:·_1!1.~. 
Undang-undang 

-------------------------- --··- --- -----------
Posisi: 0 

c 

Undang-undang ini men;dmin keku,1t.m rencana penregdh • .m benrana dengan 
meletakkannya lebih tinggi ketimbang unsur-unsur penanggulangan bencana 
yang terdapat pada rencand-rencmrn bidang lain. 
Bila ada ketentuan yang bNbcda, maka rencana pencagahan bencana menjadi 
panduan dan unsur-unsur lai11 tersebut harus diubahsuai untuk 
mengikutinya. Beberapa renccrnd ydn~j dimaksud termasuk antara lain : 
Rencana pembangunan nctsiorMI. Ren(dna bidang kehutdnc1n, Rencana tenaga 
listrik dan energi nasion,d, Ren(dllcl pengeloltltln dcm p~mb,mgumm dam dan 
lwndungan, Rencana limd t.\h u 1Mn pl)tMnggulangan angin b,1dai dan Rencana 

r-------+----__.1_e_n_,1_n ........ .._u_l_a_nlJ"-''-n_t.~~" l~ .• ,J_'·''.n min y .,_k, ds!>. ____ _ 

1 

Tujuan Unddng-undang itu dinMbudk,111 untuk memperbaiki kclcmahcm kerangka 
kerja penanggulangan benc.rna yi:lng sudah ada saat itu dan mendorong 
usaha-usaha sist~matik dan i .nmpn~hensif dari pemerintah untuk mengurangi 
dam ak bencana. 1---'-----+-------L.--------------------------------

Landasan 
I Dasar 

C) Pemerintah sei:lagai pelaks,111cl utama penangcrnan bencana cf iberi mi-:-i untuk 
meJindungi negarn di.ln \A"MV,i.lnegarn, dan untuk itu mengerahkan '->emua 
upaya dan kemamplh\!l nwlc:tlui penyusunan rencana }'dng menjadi dasar 
untuk pencegahan, penanggulanp,an kedaruratan dan rehabilitasi setelah 
ke'adian bencana dctn melahscmdk.111 rem:ana tersebut melctlui u a a-u ·a a ARSIP
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~.ukum. 

o Undang·undang m1 ruga merupakan upayd untuk memastikan kinetja 
pemerintah dderah dan korporasi publik yang diitunjuk untuk menjadi 
penanggunag jawab penanggulangan bencand. Pemerintah juga ditugasi 
untuk melaksanctk,111 koordinclsi dim membdgi langgungjawab pembiayaan 
semcrata mungkjn di,mtcUa pihak-pihak 11ang terk<lil 

o Menjeldskan tanggmlgjawab penanganan bcnc.:anct dan mclaksanakan 
program-program yang mendorong kesiapan, pelaksanaan penangguJangan 
darurat dan pemulihan dari bcncana 

o Dalam hal pembagian tanggung jawab, undang-undang ini secara resmi 
menentukan tur,as dan memherikan kewencmr,an pada pemerintah daerah. 
Dimungkinkannya dua dtdU lebih pemerintah uaerah untuk bekerjasama 
daldm melaksanakan penanr,crnan b~ncana. Hubungan kerjcl antara pusat dan 
daerah juga ditentukan secara rinci, termasuk pel,1poran, penf,iriman dan 
permintaan lenaga pakar, pcmbiaya.1n, dsb. 

o Undang-undang memberikan kewenangan tagi pcmerintah untuk menunjuk 
korporasi - korporasi publik yang strategis sebagai bagin terpadu dari skema 
penanganan bencana. Korporasi-korporasi yang ditunjuk itu bertanggung 
jawah untuk nwnyusun n .. fll.ctnd 1wm·p1~..slMn h,•m·,111,1 dcm nwlciksctnakannya 
seuau dent~ilnkt»lentuan hukum. UersamcMn dt>ng.111 itu nwmberikan 
ker;as,una yang dipt>rlukan agar pt>nwrinh1h di herlMgai tcltcmlll dapat 
mt>l,1J...sandk.,rn pendngandn bencand st~l'Mc1 l.'fel...1if 

o UnJ,rng-um.fanr, ini mcmberntuk Dewc1n PPnn'J!,.c_il1e1n BPnC&HM Tingkat Pusat 
y1111g dikt>ll1c1i ulela Perdcand ~fo11leri diflllnlu ol<•h c1t1ggol,1 Vclllf~ c.IHunjuk oleh 
P~rddnu Mt>nteri didnldrd fMJ.. .r d<Hl or,,ng-or.1ng )1t1rlg bt.•rwentlng dclri 
dcapcJrtemrn dan lembap,a-IC'moar,n lain. dan mt>mht>nlul... wkn"tariat untuk 
mendukung fungsi Dew,rn. Dewan senMc,1111 ini jug.1 dihcntuk P'1lfa tatarnn 
sub-nasional ddn kota, atau <.fapat juga p;:1<.fa tatar,m beberapa daerah 
berSdllHl-SClOlf.l clpclbila situasi henri:lm:l mempengclruhi duel clldll lebih wilayah 
dtlministratif. 

o Dewan diberi kewenr:tngdn untuk menddpdtkan data, infomasi dan 
keterangan dari berbagai pihak yang dianggap perlu, dan berhak untuk 
memberikan rekomendasi dan arahan kepada Dewan Lokal atau Dewan 
Gabungan. Munakaf'1 terjadi, dtau dipandang mungkin akan terjadi, bencana, 
pemerintah berdasarkan konsultasi dengan Dewan Pencegahan Bencana pada 
tatarannya, membentuk suatu Pusat Operasi yang bekerjasama dengan 
Dewan dan pihak-pihak fain sesuai dengan ketentuan Rencana Pencegahan 
Bencana. 

o KepaJa pemerintahan sebagai ketua Pusat Operasi diberikan kewena:ngan 
untuk mengatur kesatuan polisi dan dewan pendidikan untuk kepentingan 
opernsi perMngguJ,rngcU1 bencanc1. Kewt>nan1~1111 ini it1J~il llt,rlc1lrn lerhadap 
ll'mbdgct-lembdg~• !,tin di d,tl'r,th ilu. 

o DaJ,1m ha) perisliwa bencand hesc1r-bestU";u1, l'erd,rnd Menteri diberi 
kewendngan untuk membentuk Pusat Opernsi Benrnnc1 Besar di kantor 
Perdana Menteri yang dikettrni oleh sah1h s.1tu menteri kabinet. Perdana 
Menteri jug" cfapat membentuk Pusat Opernsi B~nrnni:\ BesM dicfaerah. Dalam 
keadc\an semcKam itu mak,\ undang-undanr, tertentu seperti tentang 
pemerintah daerah, dsb., tid<lk diberl<lkukan. 

o Daldm keadaan sungguh terjadi kedaruratan, Perdana Menteri dapat 
membentuk Pusat Qperasi Darurnt yang berada langsung dibawah 
kendalinya. Kalau pada saat itu su.:fah terdapat Pusat Operasi, maka Pusat itu 
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tidcsk diberlnkukan lagi. Pusilt Operasi Darurat mengambil alih kenJali 
operasi dari unit·unit dan daerah yang terkena bencana, serta menerapkan 
rencana operasi yang sudah dda. 

o Dewan menyusun Rencana Pencegahan Benca_na yang ditinjau setiap tahun 
l">t"rcfosarkan kej,t<.iian benrnnc1 y<mg ter~1di tahun ilu, pt>rkembangan ilmu dan 
leknologi d,m pertimbangan-perlimbangan lain. Rencana itu lerdiri dari 
gnmbaran ancaman bencana, skenario kerentanan be1Kana, dan kapasitas 
penangguhmgan kedarurntan mist.lnya fasilitas, banmg, sumberdaya, 
pengaturan-pengaturan, dsb. Untuk kepentingan koordinasi, dewan nasional 
bertanggung jawab untuk menyampaikan rencana tersebut kepada Perdana 
Menteri, menteri-menteri terkait, kep"la-kepala daerah d.an pimipinan 
korporasi yang ditunjuk. 

0 Di tataran yang lebih rendc1h, kepala daernh, kementerian dan korporasi 
diwajibkan untuk menyusun Rencana Pencegahan 13encana dengan 
mempertimbangkan Rencana Pencegahan Benrnnu Nasional dan 

1--.....;_ ___ _. ______ ... l!leng~J:!!ba_!lgk~-~E~~~ana untuk ~~layah atau bidang k~rja masi_ng:ma~!_r:t_g.:... __ _ 

Kewenangan 

Pendanaan 

Konsep 
Penanganan 
Bencana 

Jepang 

Tu ju an 

Kewenangan 

·~· Mendorong usaha-usaha administratif yang sistermttik dan komprehensif 
kearah penanganan bennma yang lebih baik 

L) Memberikan prosedur penetapan keadaan darurat bencana 
·:) Pada fase pencegahan bencana pemerintah pusctt d,m daerah diharuskan 

untuk secara saksama memastikan bahwa st•mua tindak.an yang mereka 
l,1ksanakan sungguh menjt1di sumbany,sih pmh1 penn~1tahan bencana. 
Tinclitk,uHinddkcm ini termt1suk peneliti;rn d,m pt .. nge111hc1n~an, konservasi 
lingkungan, memdStikan keldJ'dkdn bdngundn, pemdllldudn illim ddn cuaca, 
kerjasama internasi0nal, perhdtidn khusus pada "clompok rentan, diseminasi 
g,·.gasan pencegahan benrnn<l, dsb. 

,. fvtenyediakan sumberdaya pembiayaan publik untuk menr,IMdapi bencand 
·-· Undang-undang ini menegaskan bclhwa keetrnli cH.fa penr,arahan yang lain, 

maka secara prinsip semua pembiaya<m untuk pencegahan, kesiapan, 
penanggulangan bencana dan rehabilitasi adalah rnenjadi tanggungan dari 
masinSt-masinR pihak yanR dituniuk sebagdi penclnggung jawab. 

o Undang-undang ini menyediakan definisi dan jurisdiksi tanggungjawab 
penanggulangan bencana dalam suatu sistem pencegahan benrnna. Pasal­
pasalnya juga mewajibkan pemerintah di berbagai tataran untuk menyusun 
suatu rencana penanganan bencana, mengharuskan tindakan-tindakan 
kesiapa~ serta menetapkan prosedur penanggulangan kedaruratan. 

o Masyarakat diwajibkan untuk melakukan kesiapan penanggulangan bencana 
serta ikut berperan secara sukareJa dalam kefompok-kelompok 
penan~.:ulan2an bencana. 

o Undang-Undang Bantuan Darurnt (No. 108, 18 Oktober 1947) 

o Tujuan dari t.indang-undang ini ddafah untuk melindunr,i korban bencana 
daru bahayd dan memenuhi kebutuhan dasar mert>kti; mt>njaga latanan sosiaJ; 
dan menyediakan dasar bctgi pemerintah untuk llt>kerj11scund dengan Palang 
Merah dan pihak -pihak lain serla nMysarakal unluk menanggulangi akibat 
bencana. 

c Mengharuskan pemerintah untuk senantiasa mengupayakan penyusunan 
rencana-rencana yang dipcrlukan untuk mclctakkan suatu organisasi 
penanggulangan bencana yang cukup berkew~ndn~cm, untuk menyediakan 
sumberdaya manusia, kemudahar,-kemudahan, pernlatan, pasokan-pasokan, 

...._ ________ .. dan pendanadn untuk menldstikan ~egiatan·kev.iatan penane:.eulan~an van~ 
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efektif. \ 
o Memberi kewenangan bagi pemerintah untuk memerintahkan pihak-pihak 

lain (yang menghasilkan, mengangkut, menjual, mendistribusi, menyimpan) 
untuk menyirnpan, menangani, atau menyediakan pasokan-pasokan yang 
diperlukan untuk melakukan tindakan tanggap darurat. 

o Pada Ease ke,iapan penanggulangan bencana, pemerintah diberi kewenangan 
untuk melal<Ukan pemeriksaan terhadap pusat-pusat penyimpanan stockpile 
dan mewajibkan pihak·pihak yang benanggung jawab tersebut untuk 
memberikan laporan kepada pemerintah. 

o Dalam pelayanan darurat, kepala daerah diberi kewenangan untuk 
rremerintahkan para pekerja atau lembaga pelayamm sept»rti kesehatan, 
teknik rekayasa, transportasi dan konstruksi untuk memberikan pelayanan 
atau untuk melaksanakan ?erintah yang diturunkan dari pemerintah pusat. 
Pelayanan semacam itu dikemudicm hari akan dibay<lr sesuai dengan harga 
ydng berJaku. 

o Pemerintah juga dimungkinkan untuk r.teminta koordinasi pihak-pihak yang 
melaksanakan bantuan darurat penanggulangan bencana. Bahkan dalam 
keadaan darurat, pemerintha dapat mengua·sdi penggunaan rumahsakit, 
kJinik, tempat-tempat peni~irrnp<tn dan prnsarnrM-prasarnna lainnya termasuk 
lahan, bangunan atau pasokan. Dalam rangka memaslikan ketersediaan 
bantuan darurat, pemerinldh dapat mernerintahkan pihdk-pihak sektor 
pemerintah maupun swasta untuk menyediakdn pasokan darural. Sektor 
telekomunikasi dan tr,msportdsi jugd ddpal diletdl...kdn dilMwdh penguasaan 
pemerintah apabila dalam kcadaan daruart bt•m«ma . 

.. --·- ···---·-·- _,,. -.. -·-····-·-.. - ----------~ 
o pemerintah pusat dapat memcrinlahkan pemerintah satu propinsi untuk 

membantu propinsi lainnya. Sf.'mentarn penwrintha dal"rnh dapat meminta 
bantuan pusat dan atau pemerintah daerah tertentu yang dipandang dapat 
membantu pelaksanaan tan)~g"pan darurnt. 

o Pembiayaan untuk pt>ntlnJ~~~ulangCl.1 kedaurntan ditetapkdn oleh undanr,­
undang, yaitu dialol...ctsil...crn d,ui pt.•n1<1sukctn fMjctl.. rutin tcthunan. Apabila 
biayd yang diperluk~rn t1tau t,1y,iht1n st'tddh opcr,1si pen,rni.mul,rngi.m bencanu 
ternyata melebihi kapasit~1s pcmerint~1h <.faernh, maka disusun suatu 
perimbangan pembiayaan a..ntara pusat dan daera_· 1_1. __________ __. 

o Ketentuan pidana pada undang undang ini menyebutkan kemungkinan 
pemidanaan terhadap anttira lain orang-orang yang gagal meJakukan 
kesiapan sesuai tanggungjawabnya. Mereka yang menolak untuk diperiksa 
kesiapan penanggulangan bencanany<l, tidak melaporkan atau memalsukan 
laporan kesiapan be 11Cana. 1\.lereka yang terbukti menerima e1tau memberikan 
bantuan darurat yang buk,rn h~1l...ny~_j~g~1 dian~--~_1!!_.!lUk1!m'rn pidana. 
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3.3. Malaysin 
Tabel 3 Ilustrasi penentuan kriteria gradasi bencana4 

Tahap 1 
f<elua opg: 
Polili Reser 

Waki: 
P9f"8dem 
~ 
OMf'lh 

Tahap 2 
KetuaOpa; 
Potisi Oaerah 

Walcil: 
Pemadam 
Kebakaran 
Propilwi 

Tahap 3 
Ketua Ops: 
Kapolri 

Walcil: 
Pemadam 
Kebakaran 

3.4. Sin tesu 

Kawasan 

l<ilwas<.1n kecil (1 
daerah) 
Tidak hl!rpnll~nsi 
untuk meluas 

Kawasun lchih 
luas ( lrbih 2 
daerah) 
Potensi untuk 
Qtt!lUdS 

K&IWilSclll h•hih 
Ml•lu.is l.h•ngan 
Sdl1J~lll lu.as 
(h~hih 2 m·11,ilrn 
b,1,~iJn) 

Sifat 

Tidak kompleks 
dan Lerkendali 
Temroh singkat. 
Lidak 
herkeranjang.in 

Kompleks dan 
sukar 
diekndalikan 
Berkepenjengen 
agak lama 

Amat kompleks 
dan sukar 
diekndalikan 
Bcrkepanjangan 
dan lama. 

Impak pada 
Ponf"f11f"f111.-

Juntlah penJuduk 
dipindahkan kecil 
Kt•hilanr,an nyawa . 
dJn kl!rusak.ln 
hartcihenJa kt!dl 

Pl'nuuuuk yilnl~ 
Jipindah dan harta 
liemid yan1~ musnah 
J~ak b~selr. 

Penduduk yang 
dipindah mmai den 
kehilangan nyawa 
dan kerusakan har1a 
benda / lnfrastruktur 
yang ekstensif. 

Ko~pt;k;tt~-~ -"·'"'""·"·'""'l 

Kerja-kerja 
operasi tidak 
menyulitkan 
Mampu 
ditani~ani oleh 

Kt•tja-k<•tja opt!riJsi 
mrnyuJilkan dan 
mc~merJukan 

I 
I 
I 
j 

I 
-1 

! 
kepakaran yant~ i 
St•J,!rhuncJ. ! 
MJmpu dilan~iuni I 
olt•h c11~t•nsi-c1t~tmsi Ji I 
Linr,kat Nc!f~ara I 
Bagian I 
Kerja-kerja operasi i 
a mat menyulitkan. I 
Memer1ukan 
kepakaran yang 1· 

tinggl. 
Memertukan ! 
bantuan luar negeri I 

.... i 

Dari keterangan Lersebut diatas ada beberapa pelajaran yang dapat ditarik adalah: 

o Negara menjddi penanggungjawab dari setiap bencana. 

o Ada koordinasi dan pembagian tugas dan wewenaang yang jelas dari pusat 1: 1~ 

daerah tanpa memperhatikan batas-balcts linlas departeman 

o Memberikan ruang partisipasi yang scmgat besar kepada masyarakat. 

o Adanya jaminan hukum atas pelaksanaan penanganan l~ncana 

o Menjadi undang-undang payung bagi aturan-aturan lainnya 

o Bersifat memperbaiki kelemahan kerja penanganan bencana sebelumnya 

o Menyediakan sumberdana bagi publik untuk penanganan bencana 

4 Arahan 20, Dewan Keamanan Negara Malaysia, Sahagian Keamal"lan Negara, Puttajaya, Malaysia 
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~- Kajian Kelembagaan 

Tatanan kelembagaan adalah pengaturan-pengaturan kelembagaan yang 

hi.encerminkan talanan kekuasaan dan bwenangan perangkal .. perangkat pemerintahan 

untuk secara efektif menangani bencana. Kerangka kelembagaan ini selayaknya dikaji 

tlan dilaksanakan dengan seksama. 

4.1. Tinjauan Tatanan Kelembagaan Yang Ada 

Kerangka kebijakan hukum yang ada memang menyebutkan aturan-aturan tentang 

penanganan bencan&i. Tetapi dalam. kenyata.c1r1.nya aturan tersebut tidak berkorelasi 

$ecara langsung dengan tatanan kelembagaan. Kondisi tersebut menjadikan upaya­

upaya penanganan b"'ncana tidak ~rakomodclsi dal,un kt:·giatart pemerintahan sehari­

hari 

Kerangka kelemhtlgilrlfl penanganan bencanc1 ycmg ada sekarang masih disusun atas 

dasar paradigma pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dalam sistem seperti ini peran 

pemerintith sangat dominan dan pemerintah pusclt mempunyai hubungan integralistik 
I 

dengan garis-garis instruksional ke daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari 

~ntralistik menjadi berbasis otonomi daerah memerlukan suatu pembaruan perangkat 

hukum tentang penanganan bencana untuk menentukan prinsip-prinsip dasar, struktur 

organisas~ perarmn dan tanggung jawab, prosedur clan mekanisme, serta kegiatan­

kegiatan penanganan bencana. Dengan tidak ajanya pembaharuan itu maka 

pemerintah dan negara dan masyarakat tidak dapat melaksanakan penanganan bencana 

secara lebih baik. 

Pengamatan terhadap tatanan keJembagaan pemmgamm bencana saat ini menunjukkan 

beberapa gejala seb,1gai berikul: 

a. Kerancuan tentang pengertia.n Badan Kordinasi. Badan Koordinasi Nasio~ 
Penanggul,mgan Dencana dan Pengungsi (BAKORNAS PBP) seperti disebutkan 
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oleh Keppres 111/2001 sejatinya adalah sualu kerancuan. BAKORNAS PBP yang 

dimaksud bukannya suatu 'Badan' yang biasanya berupa lembaga pemerintah 

n.on departemen melainkan suatu dewan menteri yang mempunyai fungsi 

pembuat kebijakan. Kebijakan tersebut, diatas kertas, akan dilaksanakan oleh 

departemen-departemen sektoral. Dewan menteri ini kemudia.n dilayani okf 

suatu sekretariat yang menyediakan unsur staff dan administrasi Dalam 

kenyataannya sekretariat ini berbentuk menjadi suatu instansi struktural yang 

mempunyai 4 pejabat setingkat deputi menteri dengan 16 biro dan 32 bagian 

dengan tiddk kurang dari 60 personil. Tidak pelak lagi, maka biro-biro dna 

bagian-bagian ini mulai menggelar uraian tugas masing-masing yang tumpang 

tindih dengan pekerjaan-pekerjaan sektoraL Dalam kesehariannya, tetjadi salah 

kerancuan ul,mg a]ik dimana sekretariat ini cenderung untuk mengartikulasikan 

dirinya sebap,ai Bakomas PBP, semenlartl publik, masyarakat LSM nasional dan 

internasiom1l danbahkan p<1ra sejdwat instansi penwrint<1h menganggap 

sekretariat ini sebagai Bakornas PBP. Pada akhirny~ yang terjadi adalah 

pengerdilan l3,1korncts PBP yang sebetldrnya d,\n, lebih pa.r,1h ldgi, mMginalisasi 

peran koordinasi dengan departemen-departemen sektoral. 

b. Alur pikir sentralistik. Fakta hahw,1 t,1tc1n,u1 lembaga pada aras provinsi disebut 

sebagai Satudn Koordinasi Pelaksand Pendnggulangan Bencana dan Pengungsi 

(SATKORLAK PBP) lagi-lagi adalah sisa logika sentralistik Orde Baru. Propinsi 

dianggap dan diperlakukdn sebagai 5,1rudn pelaksana dari suatu cetak biru dan 

inslruksi dari na.c;ional / pusat Lebih parah lagi, pada aras kabupaten/kota 

tatanan kelembagaan ini disebut Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan 

Pengungsi (SATLAK PBP) yang menyiratkan tidak adanya peran koordinasi 

Tt-ntu saja c\lur pikir ini sudah kedaluwarsit karena kebijakan otonomi daerah 

dan pilihan kepala daerah secara lanp,sung menis~ayakan suatu pemerintahan 

yang mamliri pdda masing-masing ants pemeri.nt~tl1cm. 

c. Pendekatan Penanggulangan Bencana. TatT'paknya tidak dapat diingkari bahwa 

tatanan kelembagaan di Indonesia adalah semata untuk menanggulangi 

kedaruratan. Sebagian besar, kalau bukan semua, lembaga-lembaga ini bergerak 
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dan beketja pada saat terjadi kedamratan. Sedikit sekali perangkat kelembagaan 

yang dirancang utnuk menguatkan kapasitas pengurangan risiko bencana. 

Berdasar argumen-argumen inilah maka diperlukan suatu penataan ulang Iembaga­

lembaga penanganan bencana. Untuk keperluan itu maka diperlukan modalit:as dan 

t.tnsur-unsur yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya. 

4.2. Modalltas dan unsur Lembaga Penanganan Bencana 

Terlepas dari tatanan pragmatik yang akan disusun oleh pemerintah, khusus untuk 

situasi di Indonesia seyogyanya mempunyai modalitas setidaknya sebagai berikut: 

a. Koordinasi terpadu: mengingat besarnya masalah penanganan bencana dan 

keterbatasa.n kemampuan penanganan, tatanan kelembagaan harus memungkinkan 

kemampuan koordinasi berhe1gai potensi d,m kemampuan departemen sektoraJ, 

LPND dan BUl\-lN dan unsur nldsy,uak,1t luas. Fungsi-lungsi sekto1·al harus 

merasuk kedaJcun pelodksanc1r1n mamfat d<111 tugc1s sehdfi-lrnri. Dalam kaitan dengan 

perihal tertentu, misalnya lataruang, kebiajkan dasar dan sebagainya, koordinasi 

berubah menjadi gugus kehijakn dm1 gup,us kerja. P,1da Scli:lt-saat tertentu p~ia 

seperti kedaruratan, terutama yang melibatkan beberapa sektor atau wilayah 

pemerinthan dcterah dan atctu berkaitan dengan kepentingan .nasional, maka 

koordinasi berubah fungsi menjadi struktur komando yagn diatur oleh undang­

undang. 

b. Meilyeluruh: sesuai dengan pendekatan penanganan bencana maka tatanan 

kelembagaan harus mencakup pekerjaan dikeseluruhan daur penanganan bencana 

yaitu pengtmm~,m risiko benGmd, pen<1nggul,mgm1 kedamratan dan rehabilit-ctsi 

dan atau penguatan kembali setelah terjadi bencana. 

c~ Otonomi daerah: sesuai dengan era otonomi daerah, ma~ tatanan kelembagaan 

penanganan bencana harus dilandaskan pada prinsip bahwa pemerintah 

mempunyai akuntabilitas pada konstituen terdekatnya, dan oleh karenanya semua 

talanan hams mt»ncerminkan dinamika ini. Sebagai sisi lain dari kedaulatan yang 
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dihasilkan dari pemilihan umum, pemerintah rnempunyai kewajiban untuk 

memberikan perlindungan umum. Arah, tatanan dan bentuk perlindungan itu pada 

prinsipnya dit:entukan oleh konstituen. Garis vertikal ke aras pemerintahan regional 

dan pusat hanya berlaku sejauh urusan penguatan kapasitas teknis kepakaran atau 

sejauh perihal yang menyangkut jurisdiksi pemerintahan lain disekitamya. 

Pengambilalihan kewenangan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang 

terbatas, dengan parameter yang jelas diatur oleh undang-undang. 

d. Peranserta masvarakat sebagai pengejawantahan demokrasi dan hak a.zasi 

manusia, maka masyarakat mempunyai hak dan kewajihan yang melekat pada 

hidup den kehidupan mereka. Tanggungjawab akhir dari kes~lamatan adalah pada 

tangan masing-masing individu, keluarga dan mdsyarakat DaJam pengertian itu 

maka tatanan kelembagaan harus memasukkan unsur peranserta masyarakat yang 

diekspresikan haik melalui Palang Mt>rah Indonesia, lemhai~a-lemhaga swcu.iay~y 

lembaga-lembagcl nirlaba dan non-pemerintah serta lembaga-lembaga intemasional 

~telah membahas modalitas tat:anart kelembagailn, hagian ini akan memapal'kan unsur­

unsur yang diperJukcJn dalam tatanan ke1embagaan. 

a Unsur pimpinan dalam bentuk suatu ctewan dengan mandat yang jelas dan 

dipimpin lctngsung oleh pemegang kekuasaart eksekutif tertinggi dan oleh 

karenanya mempunyai kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan 

politis-birokratis yang mengatur unsur-unsur teknis. · Disamping itu, juga 

mempunyai akses terhadap legislasi sehingga dapat mempengaruhi kebijakan. 

Keanggotannya bisa berupa deparlemen-departemen teknis, lembaga dtau lembaga­

lembaga non depdrtemen, baddn dldu l1<1dan-bddan bdtlc:in us<1ha milik negara yang 

memainkan peranan kritis, dan penvakilan masyarakat termasuk Palang Merah 

Indonesia, LSM dan organisasi masyarakat. Di daerah, Dewan ini bisa berupa suatu 

dewan daerah yang diketuai oleh kepala daerah atau orang yang ditunj•1knya. 

Mungkin dalam kesehariannya deawn semacam ini dilaksanakan oleh seorang 

pejabat yang menjadi ketua pelaksana harian (kalakhar) yang membawahi suatu 
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pengurus harian. Dalam keadaan tertenh1, .mungkin juga dibentuk tim-t:Un 

manajemen teknis atau kelompok-kelompok ketja internal di dewan sesuai 

keperluan. 

b. Unsur sektoral y .. mg berkewenangan dan kompeten yaitu kelompok-kelompok 

gugus tugas yany, terdiri dari unsur-unsur pemerintah, masyarakat sipil, maupun. 

masyarakat luas sesuai dengan bidang-bidang kf'tja khas. Misalnya xnenurut 

pembagian fungsi pencegahan dan mitigasi, kesiapan,. tanggap darurat dan 

pemulihan, serta rehabilitasi, dan / atau pembagi.an sesuai sektor peketjaan seperti 

kesehatan dan air bersih, pelayanan sosial, bantuan pangan, penampungan - hunian 

- dan bantuan non pang-an, perlindungan dan keamanan, dsb. Mereka inilah yang 

bertinda.k seperti 'gugus departemen teknis' daJam konteks keJembagaan untuk 

penanganan bencana. Apapun bentuknya, unsur sektoral ini adalah pihak yang 

melaki;anakan penanganan bencana sehari-hari sesuai dengan bidang dan 

kepakarannya. Dengan dem.ikian penanganan bencana menjadi bagian dari 

arusutama (mainstream) kehidupan pemerintahan sehari-hari 

c. Unsur Sekretariat merupakan suatu unsur pendukung yang menyediakan 

pelayanan staf dan adm.inistratif kepada dewan penanganan bencana. Sekretariat ini 

seharusnya kecil dan effisien daJam memastikan gerakan Dewan. 

d. Unsur peJaksana yaitu suatu 1emb.tga non deoartemen khusus yang ditunjuk dan 

bertanggungajawab langsung kepada Presiden dan diberi kewenangan untu.1< 

menjadi pusat syaraf penanganan bencana. Dengan kedudukannya yang setingkat 

departemen, maka unsur ini menjadi anggota inti Dewan Penanganan Bencana. 

Tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas-tugas khusus penanganan benc:ana 

terutama tugas yang bukan tugas spesifik dan kewenangan departemen dan badan 

sektoral 

e. Unsur pusat kendali adalah suatu tempat, tergabung atau terpisah dari sekretariat, 

yang seca.ra fisik menjadi pusat kendali semua kegiatan penanganan bencana. Pada 

saat tetjadi peristiwa darurat, maka pusat kendali ini dirubah dengan cepat menjadi 

pusat kendali operasi 
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1if. Unsur gerak cepat darurat adalah ~uatu unit ~husus yang dibentuk untuk menjadi 

perespon garda gerak cepat yang pertama, walaupun bukan selalu utama, dalam 

keadaan darurat Biasanya unsur ini diposisikan dibawah perintah penguasa 

tertinggi ~ntuk dapat digerakkan setiap saat. Fungsi-fungsinya dapat meliputi 

pencarian dan penyelamatan, kajian kilat, telekomuni.kasi darurat, pembentukan pos 

koordinasi operasi lapangan, dsb., yang pada saatnya setelah suatu satuan tanggap 

darurat yang lebih lengkap terbentuk maka fungsinya akan diserap, dan pasukan 

seperti ini kembali ke markas unluk siap merespon keadaan darurat berikutnya. 

Sebagai perbandingan, disajikan suatu tabel yang menjajarkan kerangka penanganan 

bencana di negara-negara ASEAN yang disusun berdasarkan beberapa sumber: 

Tabel 4 Matriks Tatanan I<elembagaan Penanganan UencaM di ASEAN 
: 

\ Kekuasaan Tertinaai Pimpinan Sekretariat Landasan hukum 
Brunei Kantor Perdana Menteri Mendagri Biro Pemadam Kebakaran, UU Pertindaungan Kebakaran 

Depdagri 
Cambodia Komnas Penanganan Perdana Sekretariat Keputusan Kerajaan Februari, 

Bencana Menteri _<!~~ Sub-KepubJsan April 2ooi --·-·- ·-·- ··----· ---·-· ........... - .. -· .... -· ··-· - ···--· ·-- .... -·--------
Indonesia Baden Koordinasi Wakil Sekretariat Keppres 

Penanggulangan Bencana Presiden 
dan Pengungsi 

Laos Komnas Penanganan I Perdana j Kantor Penanganan Keputusan Perdana Menteri 
: Bencana) Menteri Bencana Nasional, Oepsos No. 158, 23Aaustus1999 

Malaysia Komisi Bantuan Perdsna BahaqiBn I( esefamatan Ketetapan Dewan Keamanan 
I Penanggulangan Bencana Menteri Negara, Kantor Perdana Nasional no 20: 
i r.Jienteri I 

Myanmar Komisi Penyiapan, Bantuan Wakil Biro Pananggulangan, dan UU Pertind~ngan Kebakaran 
Penanggulangan dan Men sos Penempatan Kemba6, 1997 
Penempatan Kembai Depsos 

Philippines Dewan Nasional Koordinasi Menhan Kantor Pertahanan Sipil, Keppres Pengganti Undang-
Penanqanan Bencana Dephan undang No 1566of1978 

Singapore Departemen Dafam Negeri Mendagri, Angkatan Pertahanan Sipil· UU Pertahanan Slpll, 1986 
Komisioner Singapore, Depdagri uu Per11ndungan Kebakaran 

1993 

' 
UU Penempungan ~ertahanan 

I Sipil, 1997 ~ 
Thailand Komnas Pertahanan sipil . Perdana Biro Pencegahan dan UU Pertahanan Sipil 1979 I Menteri Pengurangan Bencana (Set 

K omnas Pertahanan Sipil} 
', Depdagri 

Vietnam Komisi Sentrsl untuk Menteri Biro Pengelolaan Dam oan UU Penanganan Banjir dan 
Penanganan Banjir dan Senior Pengendalian Banjir, Deptan Pengendafiam Angin Ribut 

' 
PenQendalian Anc1in Ribut dan BanQdes 1946 
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Seperti dapat dilihat pada tal">el ini, sebagian llesar negara-negara ASEAN menganut 

' sistem kolegial, yaitu suatu komisi atau dewan tingkat nasional Pada umumnya struktur 

ini juga dibentuk pada tingkat su b-nasional dan tingkat daerah. . 

\4.3. Model-Model Kelembagaan Penanganan Bencana 

\ Dalam pembahasan tentang kelembagaan penanganan bencana, terdapat model-model 

:.yang menggambarkan penerapan pengaturan di beberapa negara saat ini. 

~.3.1. Dewan Nasional Dengan Sekretariat 

~fodel ini mengasumsikdn bahwa pemmg,man bencana merasuk daJam tugas dan 

fungsi departemen sekloral dan yan.g diperlukan adalah koordinasi semata dari fungsi­

fungsi sektoral. Model semacam ini biasanya berprofil tinggi (higlr profiled) yang 

ditandai dengan mandat komprehensif dan Jangsung berada dibawah kendaH pimpinan 

finggi/tertinggi eksekucif. Dengan demikian dewan dapat mengeJuarkan artikulasi 

kebijakan yang cukup bertaraf tinggi seperti keputusan-keputusan eksekutif. 

KANTOR PRESlDEN. 
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Model ini biasanya mengalami masalah dengan lemahnya komitmen departemen 

seUoral terhadap garis kebijakan yang diambil oleh pimpinan eksekutif. Pada 

gilirannya, kehidupan dewan bertumpu pada sekret-d.riat yang sei:iarusnya berukuran 

kecil dan hanya menyediakan dukungan staf dan administrasi. Akibatnya sekretariat 

~empunyai kecenderungan untuk menampilkan itikad untuk melakukan semua tugas 

penanganan bencana termasuk tugas dan fungsi departemen-departemen sektoral 

Bagaimanapun, tanpa legitimasi, kewenangan dan sumberdaya yang memada~ 

5ekretariat tidak dc1pat melaksanakan tugas dan justru menimbulkan marginalisasi 

l:>eran departemen sektoraL Maka yang dihasilkan bukannya koordinasi malahan 

fragmentasi. Model ini dapat dilihat di Cambodia clan Indonesia, 

4.3.2. Departemen I Badan setingkat Departemen/Lembaga Dibawah Departemen 

~fodel ini mengasumsikan bahwa bencana adaldh suatu jurisdiksi yang bersifat lintas 

sbktoral tetapi sedemiki.an rupa sehingga memerlukdn dibentuknya suatu lembaga 

Khusus untuk tataJakscJn,mya. Jni dd pal beru pa sucth.J dep<1rtemen di kabinet seperti 

halnya di Bangladesh, suatu otorita federal seperti di Amerika Serikat, atau suatu 

direktorat seperti di Prancis dan Brunei Darussalam. Lembaga khusus ini diberi mandat 

yang cukup spesifik dibandi:ng dengan departemen sektoral Pada saat tetjadi 

k~daruratan, lembaga ini dapat diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan 

menggunakan asset lembaga lain demi menanggulangi kedaruratan. 
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I KANTOR PRESfDEN I 
I 

./····--··'"'·---.......... . 
.------.....---"'----~---: .. ----.__, \ 

/ DEPT/ \ 
! SADAN I n \ PB j 

~ lv ... N .. ·1 @) 
'· ......... _. ___ .. ~····/ 

\ 

1 Biasanya model ini mempunyai kesulitan dengan terjadinya gesekan-gesekan 

, kewenangan, tugas dan fungsi dengan dan diantara departemen-departemen sektoral 

'. dengan Jembaga khusus pemmgi:lnan benccme1. GejaJa Jain yang juga diamati adalah 

', benturan antara kewenangan lembaga khusus dengan pemerintah daerah. Model ini 

~juga menuntut suatu penanarnan modcd ycmg intensif dalam haJ kewenangan, 

\ketrampilan leknis dan sumberdaya yang harus disediakan untuk melaksanakan 

imandat lembaga khusus seperti yang dirnaksud. Tidak terpenuhinya prasayarat 

tersebut akan mengakibatkan mandulnya lembaga penanganan bencana justru pada 

lsaat departemen-departemen sektoral menjauhkan diri dari urua.n penar.gana.n be.ncana. 

~.l.J. Campuran 

Model campuran adaJah gabungan diantara dua model yang pertama · tetapi dengan 

logika yang dibalik. Pada keadaan sehari-hari pihak yang memegang kewenangan 

penanganan bencana adalah suatu badan yang ditunjuk khusus untuk itu. Misalnya 

Singapore Civil Defence Force (SCDF) dan Emergency Management Australia (EMA) 

adalah badan yang dibentuk untuk menjadi pengemban tugas penanganan bencana. 
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KANTOR:J>RESIDEN 
.............. ---- -...... ___ 

... ---... , , / '1>ewnn ' 

Dept./ 
Sadan PB 

' ' I l'Uli I 'l0tR I 
' ' ' 

\ \ Perumgwwn ) 

\ Ikncana / ....... __ 
\ 
\ 

' ' l 
I 
I 
I 
I 

' J ,.,, 

balarn keadaan tertentu, misalnya bahaya bencana atau ked'1ruratan yang lain, maka 

pemerintah mengaktifkan suatu dewan yang menjadi pembuat kebijakan tertinggi dan 

sekaligus arena tatalaksana penanggulangan kedaruratan. 

4.3.4. Dewan Nasional Dengan Departemen/Dadan 

Niodel terakhlr adalah juga gabungart kedua model pertama menjadi suatu hybrida, 

:r:aitu adanya suatu dewan yang terdiri dari departemen-departemen sektoral dibawah 

pimpinan eksekutif tertinggi. Disamping ittt, mereka juga menunjuk, sebagai 

sekretariatnya, suatu departemen, kementerian atau direktorat tertentu yang fungsinya 

niernang melaksanakan beberapa atau keseluruhan fungsi penanganan bencana. 
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!'Model ini mengatasi masalah kemadulan mandat dan gesekan fungsi yang biasanya 

, dialami oleh suatu sekretariat dewan. Keunggulan dari model ini adalah bahwa 

walaupun koordinasi antar lembaga tidka betjalan <:4.engan lancar, kegiatan penaganan 

: bencana masih tetap mendapat porsi yang memada~ dengan profil yang masih cukup 

'!, tinggL Negara-negara yang menggunakan model ini misalnya adalah Philippines, 

lMa.Jaysia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Jepang. 

!Berdasarkan karakteristik dan keperluan yang ada di Indonesia dewasa ini, maka model 

terakhir, yaitu Dewan Nasional Dengan Depa.rtemen/Badan/ Kantor merupakan model 

yang lebih tepat untuk dipertimbangkan secara serius. Merujuk kembali pada 

modalitas tatanan kelembagaan, maka model manapun yang akan digunakan harus 

8apatjuga dibentuk pada aras provinsi dan kabupaten/kota. 
\ 

6. Kajian Mekanisme Penanganan Bencana 

. Sementara tatanan kelembagaan adalah kajian tentang struktur statik dari penanganan 

bencana, maka kajian mekanisme a tau prosedur adalah pembahasan mengenai tatacara 

gerak didalam dan diantara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana 

dan dengan masyarakat luas. 
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6.1. Kajlan Terhadap Aspek Mekanisme yang Ada 

Cembaran yang paling mewakili keadan yang ada di lndonesw. pada tahun 2005 ini 

kdalah bahwa penanganan bencana dilaksanakan dengan cara yang berfokus pada 

~enanggulangan kedaruratan Keluhan yang paling gencar dilontarkan oleh publik 
i • 

htaupun .rnitra-mitra intemasional adalah kesulitan untuk mengenalpasti pejabat at<l\t 

lrutansi yang paling bertanggung jawab untuk menjadi titik tumpu atau focal point 

llalam suatu kejadian kedarurat"dn. Kelemahan koordinasi juga menjadi suatu bahan 

~eluhan yang paling sering disuarakan oleh media massa. 

Publik mengenal adanya suatu artikulasi kebijakan pejabat tinggi Indonesia yang 

menetapkan masa tmrggap dnmrnt, biasanya tiga bulan, yang mewakili suatu episode 

pengerahan aset c:ldn prosedur utnuk memherikan tanggapan terhadap sualu keadaan 

darurat. Akhir-akhir ini Presiden juga menetapkan suatu kejadian bencana sebagai 

suatu bem:mw propi11si yaitu suatu bencana d.iimma, dfosumsikan, tanggung jawab 
I 

utama untuk menanggapinya terletak dipundak pemerintah daerah. Kalau 
I 

diperhatikan, kedua artikulasi ini mempunyai dasar dan parameter yang kurang begitu 

dipahami secara luas. 

~engerahan sumberdaya untuk penanggulangan kedaruratan adalah juga suatu titik 

kelemahan dalam mekanisme logistik penanganart bencana di Indonesia. Lebih sering 

ketimbar~g tidak, aset-aset yang diperlukan untuk menanggapi keadaan bencana tidak 

tersedia di lokasi, dan kalau dieprlukan untuk dimobllisasi, mengalami kesulit-an akses 

yang berkepanjangan sehingga menguraki efektifitas penangguJangan kedaruratan. 

Ptiblik mendengar adanya dana ko11ti11je1tsi, dn11n bi1tta11g, d1111n taktis dan berbagai 

pkristilahan lain yang mewakili danayang disisihkan untuk keperluan menanggapi 

situasi yang tidak dianggarkan, tetmasuk keadaan bencana. Tetapi belum ad.a 

rriekanisme yang mengharuskan pemerintah untuk menganggarkan dana untuk 

~enangani bencana. 

Pengurangan risiko bencana rupanya juga masih jauh dari khasanah bemegara dan 

pemerintahan di Indonesia. Belum ada mekanisme yang mendorong atau 
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mengharuskan pemerintah unruk secara koheren dan berkala mengenalpasti menilai 

dan memantau ancaman-ancaman bencana. Tanpa itu, pemerintah tidak pemah berpi.kir 

, w1tuk mengumumkan kepada publik dan mendoron.g mereka untuk memperhitungkan 

: ancaman-ancaman tersebut dalarn pelaksanaan hajat hidup sehari-hari Yang tetjadi 

: adalah suatu masyarakat yang tidak melek ancaman bencana dan bahkan perilaku 

'pembangunan dan keseharian mereka cenderung meningkatkan kerentanan mereka 

' terhadap bencana. 

1 Penguatkuasaan perah~ran hukum (law e1~/orceme11&) j11p,a menjadi suatu titik kelemahan 

: yang memnimbulkan dampak yang berantai Sejatinya banyak perahlran dan standar 

i yang dima.ksudkan untuk memastikan keselamatan publik. Misalnya peraturan tentang 

pendirian bangumm, pendayagunaan alam sekitar, tataruanp, dan sebap,ainya. Tetapi 

'mekanisme penguatkuasaannya mengalarni banyak kelemahan sehingga tidak 

.memberikan sumbangan yang berarti kepada pengurangan risiko bencana di Indonesia . 

. Belum adanya mekanisme program perencanaan juga menjadi suatu cahitan dalam 
! 

:pembahasan penanganan bencana. Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia 

1 temyata tidak mempunyai satu paragraf sekalipun tentang penanganan bencana. Unsur 

lini dibahas secara sambil lalu dalam kalimat-kalimat yang dihubungkan dengan sektor-

1sektor dalam perencanaan pembangunan tetapi samaskali tidak mendapat alokasi 

iperhatian. Tidak mengheran.kan bahwa jarang sekali, atau mungkin ma1ah tidak pemah 

kiiketemukan, suatu rencana penanganan bencana yang koheren. Beberapa pemerintah 

\propinsi seperti Bali, Yogyakarta clan DKI Jakarta mungkin mempunyai beberapa 

spesien perencanaan semacarn ini tetapi ini jelas statu pengecualian dan bukan norma. 

Perencanaan kontinjensi juga masih merupakan kosa kata yang masih asing dan Belem 

htenjadi suatu praktik. 
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i 

612. Hustrasi Mekanisme-Mekanisme Penanganan Bencana 

Bag·fa.n i.ni aka.n mengemukiikan bebei·apa iluslrasi dari mekan..isme-mekan.isme ya11g 

patut dipertimbangkan oleh sistem penanganan bencana di Indonesia. Ini termasuk 

te'ta pi tidak terba tas pad a: 

d. Penalafaksanaan d11can1an bencana. Mekanisme .ini mengharuskan peinerintah 

dan masyarakat untuk mengenalpasti, mengkaji, dan memantau ancaman­

ancaman unsur-ureur, agen-dgen, clan k,uakteristik-karakteristik yang menjadi 

mengancam masyarakat dan wilayah tertentu. Oleh karena ancaman bencana 

bersifat dinamis seiring dengan n1<\ng dan waktu, maka hal ini harus 

dilaksanakan secara sadar, sistem.tttis dan berka;a. Salah satu mekanisme yang 

dapat dipertinllidngkan ddcllcth penghdruS<Ul untuk memuatunsur ,tnCcllllcln 

bencana dalam proses dan keluaran perencanaan pembangunan yang 

dilaksanakan secara berkala. Cara yang lain adalah dengan memerintahkai~. 

semua pihak yang merencanak,111 df,rn mel,1ksdnc1kan pendirian bangundn, 

prasarana, penambangan lingkungan, penggunaan sumberdaya alam dan 

pariwisata, untuk melaksanakan smth.1 A1111/isis Risiko Bt•11c111111 sebagai prasyarat 

seperti halnya mereka diharuskan untuk melaksanakrut Analisis Dampak 

Lingkungan. 

: b. Pengurangan risiko bencana {mitigasi) . Ini adalah serangkaian tindakan yang 

memastikan bilhwa risiko bencana yang telah dikenalpasti sungguh 

ditatalaksana sehingga mengurangi risiko tetjadinya bencana. Mekanisme yang 

paling dapat diandalkan adalah dengan mengarusutamakan mitigasi dalam 

program kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan. 

c. Kesiapan penanggulangan bencana. Bt:-rbagai kegidtan perlu dilaksanakan utnuk 

meningkatkan kesiapan dan kesiagaan segala unsur yang akan dikerahkan 

dalam penanggulangan kedaruratan. Mekanisme berupa program kesiapan 

perlu dicanangkan dan dilaksdnakan secara berkaJa. Berbagai bentuk 

perencanaan lermasuk rencana kontinjensi dan rencana operasi adalah contoh 

dari kesiapan. Termasuk juga didalamya adalah penyiapan prosedur-prosedur 
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tetap baik internal dalam instansi maupun antar instansi, bain sektoral maupun 

rencana umum. 

d. Pendeklarasian keadaan bencana. Kepala pemerintahan perlu diberikan 

kewenangan hukum untuk secara formal mendeklarasikan dan memberlakukan 

keadaan bencana (state of calamihJ). Tindakan hukum ini akan membawa 

beberapa implikasi penting termasuk penguasaan aan penggerakan rencana dan 

pengaturan-pengaturan tanggap darurat termasuk penguasaan dan 

penggerakan dSet-dset baik milik pemerintah maupun pihak lain. PendekJarasian 

juga mempunyai irnplikasi mobilisasi kemampuan dan fasilitas tanggap bencana 

yang kadang-kadang d.isertai dengan pemberian kewenangan luar biasa kepada 

pihak tertentu. 

e. Gradasi tataran bencana._Kepala pemerintahan juga perlu diberikan kewenangan 

untuk menetapkan gradasi tataran bencana, yaitu apakah sualu bencana 

diperlak""Ukan sebagai bencana daerah (kabupaten / kota), propinsi, ataukah 

nasional Penyediaan parameter yang jelas dan operasional besertqa modalitas 

yang tegas akan sang-at membantu mekanisme ini lmplikasi dari penetapan 

gradasi bencana adalah penguasaan dan penggerakan aset dan sumberdaya dan 

penggunaan kewenangan ant:ar ar-as pe•nerintahan. Pada suatu bencana 

propmsi, misalnya, maka sistem tanggap darurat pada kabupaten­

kabupaten/kota-kota dibawahnya dapat diambil alih sedangkan sistem tanggap 

darurat nasional berada dalam posisi siaga. Pada penetapan bencana nasional, 

maka struktur-struktur dibawahnya akan diambil alih oleh aras nasional 

Bersama dengan itu maka de:ngan sendirirtya garis tanggungjawa b dart 

akuntabilitas juga diharapkan menjadi lebih jelas. 

1 f. Pengerahan sumberdaya. Sebagai konsekuensi dari pendekatan penanganan 

bencana, kepala pemerintahan perlu diberikan kewenangan, tetapi juga 

diharuskan, oleh undang-undang untuk menyisihkan sebagian kecil dari 

pendapatannya untuk kepentingan penanganan bencana. Ada negara yang 

mengundangkan penyisihan 5% dari pendapatan kotor dari anggatan 

pendapatan dan belanjanya untuk kepentingan penanganan bencana. 

Daripadanya, sebagian digunakan untuk kepentingan kegiatan pengurang-an 
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risiko dan kesiapsiagaan sedang sebagian lainnya khusus untuk kepentingan 

tanggap darurat. Dalam hal mana dana tersebut tidak haabis dipakai pada tahun 

yang bersangkutan, maka ia akan diperlakukan sebagai pemasukan pada 

anggaran pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya untuk kemudian, 

keseluruhan anggarannya, dieknakan lagi 5 % dana penanganan bencana. 

g. Tatalaksana bantuan darurat. Sebagian besar energi dalam tanggap darurat 

adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana dan 

pemulihan sarana-sarana kunci wilayah yang terkena bencana. Harus juga 

diakui bahwa bantuan bencana adalah juga lahan paling rawan salahguna 

penyalahgunaan. Oleh karenanya diperlukan mekanisme yang jelas berkaitan 

dengan tatalaksana bantuan darurat 

Demildanlah contoh dari beberapa mekanisme yang perlu dipertimbangkan untuk 

diundangkan sehingga memberikan jaminanyartg lebih bail< terhadap penanganan 

bencana di Indonesia. 

7 J Kerjasama lnternasit'nal Dalam Penanganan Bencana 

Salah satu mekanisme penanganan bencana yang juga penting adalah kerjasama 

intemasional Kemungkinan besar kegia tan kerjasama regional dan intemasional dalam 

kegiatan penanganan bencana yang bukan dalam konteks penanggulangan kedaruratan 

dilangsungkan dafam kerangka arus utama kerjasama pembangunan yang diatur dal~ 

kaldah-kaidah hubungan intemasional biasa. 
\ 

Pada konteks ASEAN, Indonesia mempunyai beberapa komitmen regional dalam 

bidang penanganan bencana. Termasuk diantar·anya adalah: Komitmen kepada tujuan 

· dah keperluan ASEAN seperti dicanangkan dalam De klarasi Bangkok 8 Agustus 1967, 

terinasuk diantaranya untuk mendorong kerjasama regional dalam semangat kesetar-aan 

dan kemitraan dan dengan demikian memberikan sumbagnsih kearah pencapaian 
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kedamaian, kemajuan dan kesejahteraan di region. Komitmen ini ditegaskan oleh 

. Indonesia pada saat menandatangani Deklarasi ASEAN Concord-1 pada tanggal 24 

! Februari 1976 bahwa sejauh dimungkinkan oleh kemampuannya, anggota ASEAN 

harus memebrikan bantuan utnuk meringankan anggota lain yang tertimpa bencana. 

Semangat in idiperkuat Iagi pada tangal 7 .Movember 2003 ketika Presiden Indonesia 

menandatangani Dekfarasi ASEAN Concord-2 yang menyatakan bahwa Indonesia akan 

beketjasama untuk m.engatasi masalah-masalah, termasuk penanganan bencana, untuk 

mencapai kemajuan di ASEAN. 

: Setelah kejadian Tsunami, pad atangagl 6 Januari 20('5, para pemimpin ASEAN clan 

', pimpinan negara-negara lain mengeluarkan deklarasi aksi temasuk diantaranya 

menignkatkan kemampuan penanganan bencana, dan dalam hal terjadi bencana besar­

besaran, memberikan bantuan berdasarkan pennintaan negara yang bersangkutan. 

Pe.tjanjian regional yang secara formal mengatur kerjasama penanganan bencana adalah 

Perjanjian Polusi Asap Lintas Batas tanggal 10 Juni 2002 yang meng-atur ker-angka 

kerjasama u tnuk mencagah, memantau, mengurangi dan menanggulangi polusi asap 

lint-as batas dalam kerangaka pembangunan berkelanjutan. 

':Petjanjain regional tentang Bantuan Pencarian Kapal Terbang yang rvlengalami 

1.I<esulitan dan Penyelamatan Korban Kecelakaan .· Udara tanggal 14 April 1972, dan 
i 

iPetjanjian regional tentang Bantuan Pencarian Kapal Laut yang Mengalami Kesulitan 

!dan Penyelamatan Korban Kecelakaan Laut tanggal 15 Mei 1975 yang menyebutkan 

;kerjasama pencarian dan penyelamatan serta kemudahan lintas batas untuk para 

iprofesional yang terlibat operasi penc,irian clan penyelamatan. 

i 

Indonesia juga menandatangani Perjanjian regional tentang Persediaan I<eamanan 

Pangan tanggal 4 Oktober 1979 yang mendorong upaya-upaya terkoordinasi utnuk 
I 

htemastikan keamanan pangan termasuk diantaranya utnuk kepentingan. 

penanggualangan bencana. 
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Akhir-akhir ini Indon~ia kjuga memainkan pera~1an aktif dalam Program Regional 

Penanganan Bencana ASEAN yang melibatkan pelaksanaan berbagai proyek dan 

· proyek prioritas tennasuk pembentukan Rencana Penanggulangan I<edaruratan 

;Regional 

Penggunaan Aset Militer Negara Lain Dalam Penanggulangan Bencana 

::Pengalaman di Aceh dan Sumatra baru-baru ini menunjukkan betapa suatu bencana 

~ang luar biasa akan meniscayakan penggunaan aset militer negara lain. Seorang 

pejabat tinggi Indonesia menyatakan bahwa belum ada aturan bagaimana hal ini 

tiilakukan. 

Sebagai acuan, terdapat The "Guidelines on the Use of MiJitary and Civil Defence Assets 

in Disaster Relief" {Oslo Guidelines) yang disusun pada tahun 1994 berdasarkan Charter 

PBB dan resolusi Majelis Umum PBB. Oslo Guidelines (Pedoman Oslo) adalah suatu 

panduan yang tidak mengikat tetapi menyediakan suatu model kerangka kerja hukum 

penggunaan aset (personil, peralatan, barnng dan jasa) militer untuk keperluan 

penanggulangan bencana alam, teknologi dan lingkungan serta bencana kompleks 

dalam konteks keadaan damai dan inelibatkan suatu pemerintahan yang stabil. 

Bantuan internasional dapat tneliputi barang, personil dan jasa pelayananaygnb 

clisediakan oleh masyarakat intemasionaJ kepada suatu negara penerima utnuk 

mem.enuhi keburuhan mereka yang terkena damapk bencana. Ini termasuk semua 

tindakan yang diperJukan untuk mengijinkan dan memudah.kan gerakan diatas 

W.ilayah, termasuk kawasan perairan dan udara, dari negara tansil Bantuan ini bersifat 
\ 

semata-mata kemanusiaan dan berciri tidak memihak. Mereka didasarkan pada prinsip-

psinsip kedaulatan negara dan dilaksanakan tanpa membedakan ras, wama kulit, 

. je'.nder, bahasa, politik maupun keagamaan. 

Bantuan aset militer adalah personil, peralatan, pasokan barang, dan pelayanan yang 

disediakan oleh anp;katan militer dan pertahanan sipil dari negara lain untuk operasi 
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kemanusiaan penanggulangan bencana. Berdasar kon v-ensi Geneva 1949, aset semacam 

itu diberikan kekebalan dari proses hukum terhadap tindakan mereka selama dalam 

tugas resmi dalam menyampaikan bantuan internasional, dan pengecualian dari bea 

dan pajak langsung maupun tidak langsung. Kemudahan semacam ini berlaku ketika 

aset m.iliter memasuki wilayah dan berada dalam payung kendali operasi intemasionaL 

Negara penerima dapat meminta negara pembantu untuk menarik aset militernya 

kapansaja. 

Prinsip-prinsip bantuan aset militer dalain operasi internasional adalah 

• Berdasarkan permintaan atau atas persetujuan negara penerima 

: • Tidak menimbulkan ongkos pada negara penerirna 

i, • Merupakan dukungan terhadap penanggulangan bencana setempat 

Merupakan unsur penambah atau pelengkap dari pemerintah setempat 

Berdasarkan kebutuhan, tidak berpihak, dan tidak membedakan 

Tidak bersenjata dan mengenakan seragclrn nasionaJ 

\ 
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BAB Ill ANALISJS STRATEGIS 

Logika analisis ini didasarkan pada beberapa hal diantaranya adalah mencatat issue dan 

contoh gejala, mengenalpasti kekuatan-kekuatan penentu, pengenaJpastian unsur­

b.nsur, analisis lapangan kekuatan, penentuan rekomendasi strategi dan perumusan 

fujuan dan sasaran. 

Analisis strategis Penyusunctn RUU Penanganan Bencana ini dilandasi oleh: 

• 
• 

Visi : Bangsa Indonesia yang diliputi rasa keselaatan dan aman dari bencana 

Missi: Untuk mengurangi resiko dan menekan bencana terhadap bangsa Indonesia 

\ 
\ 

1'.. Issue-Issue Pokok dan Gejala -Gejala 

Sesuai dengan pembahas,m-pembahasan di atas, issue-issue yanp, dfamati dalam 

pembahasan-pembahasan tentang pengananan bencana di Indonesia adalah 

• 
• 

• 

Aspek Kebijak<m: belum clda hukum formal y,mg koheren sebagai aturan dasar 

Manajemen: kurang jelasnya arah kepemimpinan dalam issue bencana, kerancuan 

penataan kelemhagaan, belum <tda mekanisme-mekanisme y<tng baku, kelemahan 

program dan belum ada kegiatan yang koheren 

I<apasitas: kurangnya kemampuan teknis, keterbatasan alokasi sumberdaya, potensi 

masyarakat belum dikerahkan secara optimal 

Adapun gejaJa-gejaJa yang diamati adaldh: 

1. Ancaman tidak dikenalpasti dan dipantau secara berkala 

2 Tidak ada agenda, progntm, dan rencana penanganan bencana nasionaJ 

. 3. Belum ada pengharusan perencanaan penanganan bencana sebagai bagian 

perencanaan rutin pembangunan dan pemerintahan 

4. Peringatan dini lemah dan tidak mencapai masyarakat yang rawan bencana 

5. Belum ada program mitigasi yang jelas baik struktural maupun non struktural 

6. Penguatkuasaan (enforcement) p~raturan pencegahan bencana kurang jelas 
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\ 

7. Belum ada pelatihan dan gladi nasional penanganan bencana 

8. Keberadaan lembaga/ organisasi penanganan bencana bersif at sporadis 

terg-antung ke bijakan e kseku tif 

9. Bencana helum dimasukkan dalam kurikulum pendidikan 

10. Belum ada keharusan kesiapsiagaan untuk penanggulangan kedaruratan 

11. Belum ada mekanisme pendeklarasian keadaan bencana dan tatarannya 

12 Tumpang tindih dan kesenjangan koordinasi penanggulangan kedaruratan 

13. Jatuhnya korbcn yang seharusnya dapat dicegah 

14. Penyelesa.ian pemulihan dan rehabilitasi dampak bencana berlarut-larut 

15. Kurangjelas arah dan agenda kerjasama regional dan internasional 

2. Karakterlstlk dan Skenario Indonesia Pada Tahun 2010 

Ada berbagai aspek secara langsung rnempengamhi bangsa Indonesia dctlam 

r'enanganan bencana, baik dari aspek nasional, rep,ional dan intemasional Hal ini akan 

merubah kondisi dan karakteristik bangscl lndonesicl. 

I<arakteristik pada tahun 2010 terutama dari aspek: 

• Ekonomi (semakin tergantung kepada struktur ekonomi globaJ) 

• Politik (terjadi penurunan partisipasi politik dan peningkatan peran birokrasi) 

• Fokus pembangunan (pembangunan ekonomi tetapi dengan penurunan sektor 

ekstraksi dan perdagangan dan _p·eningkatan .~ektor jasa) 

• Kerentanan penduduk (kondisi lingkungan memburuk, ancaman bencana 

meningkat, kemampuan tetap lemah) 

Jdirakteristik tersebut akan mempengaruhi Skenario Indonesia 2010 yang diperkirakan 
I 

iriemiliki beberapa perubahan, yaitu: 

1 

• Pada tahun 2010, ekonomi Indonesia akan semakin terintegrasi dengan ekonomi 

pasar bebas global. I<egagalan dalam persaingan bebas membuat Indonesia 

semakin rentan terhadap krisis ekonomi dunia. Basis ekstraksi sumberdaya alam 
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sudah sangat be rkurang sementara sektor iitdcstri clan perdagangan dikalahkan 

oleh negara-negara Asia Iainnya. Pasar domestik yang tersedia hanya pada 

sektor jasa. Sementara itu dalam bidang politik rakyat menunjukkan penurunan 

perhatian dan pengurusan negara diserahkan pada birokrasi yang dikontrol oleh 

parlemen. 

• Rakyat Indonesia secara umum menjadi semakin rentan terhadap bencana dan 

kemampuan penangkalan yang tetap lemah. Tetapi mereka mempunyai 

kesadaran yang Iabih tinggi tentang hak-hak mereka terhadap rasa aman dan 

keselamatan. 

\ 
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3. Kekuatan-Kekuatan Penentu 

Secara umum gambaran kekuatan dan kelernahan dari dalam dan luar bisa 

digambarkan sebagai berikut: 

'· 

" 
Penunjang Didalam Penunjang Diluar 

i 
1. Stabililas politik 1. Perhatian internasional 
2. Masyarakat yang tahan banting 2. lnisiatif global dan regional 
3. Oemokrasi dan suasena kererbukaan 3. Hubungan-hubungan suportif bilateral 
4. Eksistensi kebijakan dan kalembagaan PB 

4. Tersedia acuan pengetahuan dan praktik 
5. Momentum dalam masyarakat dan pemerintah 
6. Mandat konstitusional 

7. Pengalaman menghadapi bencana 

8. Kesetiakawanan masyarakat 

i I KEKUATAN-KEKUATAN l 
I PFNFNTtJ I 

Penghambat Didalam Penghambat diluar 
\ 

1. Olnarrika politik yang mudah bergeser 1. Tuntuan hutang luar negeri yang tidak selalu 
• 2. Befum ada kebijakan dasar sejalan dengan kebutuhan rakyat mendikte 

: 3. Kerriskinan dan keterbatasan kemampuan agenda permangunan dan pemerintahan, 

... Kelesuan penanaman modal 2 . Konspirasi antara kepentingan asing dan 
oportunis domestik rnenghambat upaya . 5. Kurang terbangun pengetahuan tentang PB pengendalian ancaman bencana terutafrfl 

6. Fragmentasi antar sektor pelaku PB bidang lingkungan, teknologi dan industri 
7. Menipisnya kepercayaan rakyat 3. Kengganan mP.mbantu terutama sehubungan 

dengan citra ketidakseriusan Indonesia dalam 
hat korupsi dan fokus perrbangunan 
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Ancaman dari luar 

1. Menurunnya animo bantuan 
2. Kepentingan tidak sejalan 

dengan kebutuhan rakyat 

3. Perekonomian bebas 
tingkatkan risiko bencana 

Nasknh Akademik RUU Penctngctncm Benczma 

Peluang di luar 

1. Perhatian dan bantuan 
internasional 

2. Kerjasama dan inisiatif global 

3. Peranan Indonesia di 
kawasan Asean dan Pasifik 
Sela tan 

.,.._ _______ _. PENGENALPASTIAN SWOT >-----------" 
Kekuatan di da'r'P, o'IT'l,,rr, ---..,.,-----..T'I!,~..,.,.., ~,,l"fll ahan di dal am 

1. T erdapat atensi dan 
momentum 

2. Resifiensi masyarakat 

. 3. Stabilitas pemeri ntahan dan 
demokrasi 

1.Seringterja~ bencana 
2. Kelemahan kebijakan, 

struktur dan mekanisme 

3. Keterbatasan sumberdaya 
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4 .. AnaJlsis Lapangan Terhadap Ancaman, Peluang, Kekuatan dan Kelemahan 

Analisis SWOT · 
Penilaian atas ciri-ciri stakeholders dipadukan dengan skenario dan kekuatan-kekuatan 

pen en tu 

ANCAMAN 
1. Turunnya animo bantuan 

2. Kepentingan tidak sejalan 
dengan kebutuhan rakyat 

3. Perekonomian bebas 
tingkatkan risiko bencana 

KEKUATAN I 
1. Terdapat atensi dan 

momentum 

2. Resiliensi masyarakat 
3.Stabilitas pemerintahan 

dan demokrasi 

I 

I 

PELUANG 
1. Perhatian dan bantuan 

internasional 

2. Kerjasama & inisiatif global 

3. Peranan Indonesia di 
kawasan Asean dan 
Pasifik Selatan 

KELE MAHAN 
1. Sering terjadi bencana 

2. Kefemahan kebijakan, 
struktur dan mekanisme 

3.Agenda Politik 
berjangka pendek 

Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas, ada beberapa analisis lapangan untuk 

rrtengurangi resiko dan menekan dampak bencana terhadap masyarakat yaitu: 

1.! Menggunakan kekuatan didalam untuk mengatasi ancaman dari luar (spesialisasi,, 

in1tensif ikasi). 

• Menggalang animo masyarakat untuk menetapkan agenda nasional 
. \ 

• Membantu pemerintaMenggh untuk menentukan prioritas penggunaan bantuan 

luarnegeri 

• Mengadvokasikan agenda pembangunan yang mengurangi risiko bencana 
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2.: Mengerahkan peluang diluar untuk mengoptimalkan Kekuatan didalam? (ekspan5~ 

diversifikasi) 

: • Menggunakan bantuan intemasional untuk memperbaiki sistem penanganan 

bencana 

• Meng-aitkan inisiatif regional dan global untuk mer ... tperkuat momentum 

masyarakat dan nasional 

• Menggunakan pengaruh untuk memer-ankan kepemimpinan Indonesia pada 

penanganan be11cana di ASEAN 

J. Memanfaatkan pelnang diluar untuk mengc1tasi kelemc1han didalam? (franchising, 

kolaborasi) 

• Menggalang dukungan internasional untuk mendoron~ agenda penanganan 

bencana jangka menengah dan panjanr, 

• Bekerjasama dengan aktor-aklor internasional untuk merumuskan UU-PB 

• Mendorong komitmen intemasional progrctm-program nctsional penanganan 

bencana 

4. Bertahc:m agar keadaan tidak bertambah buruk? (Streamlining,rasionalisasi) 

• Memfokuskan pada cU'\Caman-anc(uncll'\ yilltg pelting sering Lerjadi dan 

menimbulkan korban terbanydk 

• Memfokuskan aspek yang paling dapat dicapai dalam waktu singkat dengan 

dampak paJing luas seperti UU-PB 

• Arahkan pengaruh intervensi pada efek yang paling kentara (ketja media .. ) 

5. Pilihan-Pilihan Strategis 

oa!ri paparan tersebut, ada pilihan stratep,i yang diambil dianlara adalah: 

1. Menggalang animo masyarak,1t untuk c1gemla nasional 

· 2 Membantu pemerintah meprioritaskan penggunaaan bantuan luar negeri 

1 3. Advokasi agensa pembangunan yang mengur-angi tesiko bencana 

· 4. Gunakan bantuanintemasional untuk perbaiki sistem PB 

5. l<dit.kan in.isiatif regional dan glob,11 untuk memperkuat momentum ndsional 

80 

ARSIP
 D

PR R
I



Naskah Akndemik RUU Perumganan Bencana 

6. Memainkan kepemimpinan Indonesia pada penanganan bencana ASEAN 

7. Menggalang dukungan global untuk agenda jangka menengah dan panjang 

8. Kerjasama dengan aktor-aktor untuk merumuskan UU PB 

9. Mendorong komitmen intemasional untuk program nasional PB 

10. memfokuskan pada ancaman-ancaman paling sering dan serius \ 

11. Mengerjakan aspek yang cepat tapi berdampak paling luas seperti UU PB 

12 Hasilkan efek yang paling kent.ara lewat media dan penyuluhan 

Dari berbagai langkah stategis tersebut maka penyusunan RUU menjadi satu hal yang 

stralegis dan ~ntin~t unh1k segera clilaksanakdl't 

BAB IV LANDASAN-LANDASAN 

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menekankan pentingnra. dasar pemikiran atau 

argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis daJam pembentukan peraturan perundang­

ilndangan. 

1 ~ Landasan Filosofis. 

B~ncana pada dasamya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan 

penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secant filosofis, pembentukan UU 

Penanganan Bencana merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik 

ln(ionesia, yaitu melindungi segenap segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah 
I 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. 

Upaya melindungi segenap rak;rat dan bangsd dikuatkcln puJa dengan hak setiap orang 

atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormata, martabat, dan harta benda yang 

dibawah kekuasaannya, serta berhdk atas rasa dman dari ancaman keta.k'"Utan untuk 
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untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup 

sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang bail< 

dan sehat sert.a berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 

28 H ayat (1) UUD 1945. 

2. Landasan Soslologis 

Pertimbangan sosiologis menyangkut permasalahan empiris dan kebutuhan yang 

dialami oleh masyarakat berkaitan penanganan bencana. Oleh karena itu, secara 

' sosiologis, UU tentang Penanggulangan Bencana haruslah memberikan jawaban atau 

,solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penangan bencana. Ada tiga 

: pertimbangan sosiologis yang patut diketengahkan, yaitu pertama secara geografis, 

\demografis clan geoJogis, Indonesia merupakan negara rawan bencana, bail< bencana 

1.alam (11nh1ral disaster) dan bencana akibat ulah manusia (mn11 mnde disaster), seperti 

iakibat konflik dan terorisme. Pada decade terakhir (1994-2004) sebelurn gempa bumi 

idan tsunami di Alar, Nusa Tenggara Timur (NTI), N"abire (Papua), dan Nangroe Aceh 

IDarusslam (NAO) dan Sumatera Utara, bahkan terakhir di Palu, Sulawesi Tengah, 

ipenduduk Indonesia yang menjadi korban bencana telah mencapai 6, 8 juta orang. Pada 

tahun 2003 saja hampir 500. 000 (lima ratus ribu) penduduk kehilangan tempat tinggal 

dan terpaksa menjadi pengungsi, lebih dari 34.000 orang rang Iuka-Iuka dan 1300 orang 

ineninggal Angka korban bencana mengalam.i perubahan yang sangat drastis setelah 

gempa bumi Alor, Nabire, NAD, dan Surnut. Garnbaran korban gernpa pada decade 

terkahir, termasuk gemba bumi dan tsunami di NAO menunjukkan bah~·a 

sesungguhnya kebutuhan kerangka hukum yang kuat di bidang manajemen bencana 

sudah dirasakan sejak lama. Aspek sosiologis yang kedua, adalah bahwa 

perkembangan ihnu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi social masyarakat, telah 

menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan yang berakibat pada terjadinya 
i l'encana. 

Aspek sosiologis yang ketiga, adalah kondisi stmktur manajemen bencana itu sendiri. 

Kematian, cidera dan kerugian materi, serta masalah lingkungan dan ekonomi dapat 
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dikurangi apabila manajemen bencana telah dilakukan secara komprehensif yang 

mencakup pendekatan yang bersifat pencegahan (preve11til1e), pengurangaan risilco 

(preparedtress), tindakan tanggap terhadap bencana (respo11se), serta upaya pemulihan 

· (recuvery) yang dikenal dengan (PPRR). Di samping itu, pendekatan yang 

mengedepankan pentingnya partisipasi dari semua tingkat pemerintahan, baik 

pemerintah pusat dan daerah, mengambil peran yang aktif dalam menciptakan 

' manajemen bencana yang efekti.f. Serta pentingnya partisipasi public dan stake holders 

dalam penangdnan bencdncl. 
\ 

3. Landasan Yurldis 

Pertimbangan yuridis adalah menyangkut masalah-masalah hukum serta peran hukum 

1, dalam penanganan benncana. Hal ini dikaitkan dengan peran hukum dalam 

!pembangunan, baik sebagai pengatur perilaku (soci11/ co11trol), maupun instrument 

'Untuk penye1esaian masala.ha (dispute resolution). Hukum sangat diperlukart, karena 

ihukum atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian 

1(certt1illty) dan keadilan (fairness) dalam penanganan bencana. 

balain kaitan dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang 

terkait penanganan bencana di Indonesia adalah bahlva sesungguhnya, Pemerintah 

telah mengeluarkan berbag-ai per-aturan perundang-undang-an sebagai dasar hukum 

penanggulangan bencana. Namun, persoalan utama yang menjadi pertimbangan 

.Pentingnya undang-undang penanggulangan bencana adalah belum adanya · undang­

iliidang yang menjadi payung bagi semua pera turan mengenai penanggulangan 

bencana. Di samping itu, peraturan yang ada bersifat sektoral pa:sial, serta fokus 

pada pre.pare.dness, response dan kegiatan recovery. Hubungan antara peraturan 

?erundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang Iainnya 

pun kurang jelas, bahkan tidak konsisten dan l~rtentangan, bail: sec.:ara vertical maupun 

horizontal Dengan demikian, pertimbangan yuridis pembentukan UU ini adalah 

bahwa Indonesia l">elmn memiliki perangkat hukum yang meinadai yang secara 
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- i komprehensif dan integrative sebagai landasan hukum pelaksanaan penanganan 

··.bencana. 

~BAB V RUANG LINGKUP PENGA TURAN 

!1. Ketentuan Umum 

! 

Istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam Dalam Rancangan Undang-undang 

~enanganan Bencana ini adalah seperti berikut: 

I. Bencana adulah peristiwa at-cm rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam, manusia dan atau keduanya yang terjadi secam tiba-tiba atau 

per1ahan-lahan, mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerugian 

harta benda, kerusakan prasarana atau sarana, lingkungan, utilitas 

umum, hilangnya sumber-sumber kehidupan, baik sosial maupun 

ekonomi serta hilangnya akses terhadap sumber kehidupan tersebut 

2. Ancarnan (1111wrd) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyd 

potensi untuk menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau 

kerusakan lingkungan. 

3. Kerentanan (lllll11e.rabilihJ) adalah kondisi, atau karakteristik biologis, 

geografis, sosiaL ekonomi, politik, buda:i'a dan teknologi suatu 

masyarakat di suatu wi.layah untuk jangka waktu tertentu yang 

mengurangi kemampuan masyarakat tersebut mencegah, meredam, 

mencap,ii kesiapan, dan menanJ!,gapi dampak bahaya tertentu. 

4. Kemampuan (cnpncity) adalah penguasaan sumberdaya, cara, dan 

kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungki.nkan mere.ka untuk 

mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, 

meredam, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. 

5. Risiko (risk) adaJah kemung.kimm timbulnya kerugian pilda suatu 

wilayah dan kurun waktu tertentu yang timbul karena suatu bahaya 

menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa 
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terancam, hilangnya rasa amat1, rnengungsi, kerusakan atau kehilangit~ 

harta dan gangguan kegiatan masyarakat. 

6. Pencegahan (preventio11) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah 

tetjadinya bencana dan jika mungkin dengan meniadakan bahaya. 

7. Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang difakukan untuk mengurangi 

dampak bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan 

bangurum-bangunan fisik, maupun non fisik-struktural melalui 

perundang-undangan dan pelatihan. 

8. Kesiapsiagaan (preparedness) adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana, melaJui pengorgaPisasian langkah-langkc1h yang 

tepat guna dan berdaya guna. 

9. Peringatan Dini (early w1tmi11g) adalah upaya untuk memberikan tanda 

peringatan bahwa kemungkinan bencana akan segera tetjadi, yang 

menjangkau masyarakat (rzcce5iblc~), seger-a (i111111c~diate), tegas tidak 

membingungkan (colrerent), dan resmi (o.ffici11l). 

10. Tanggap Darurat (emergency respo11se) adalah upaya yang dilakukan 

segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi darnpak yang 

ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban d'1n harta benda, 

eva.kuasi dan pengungsian. 

11. Bantuan Darurat (relief) merupakan upaya untuk memberikan bantuan 

berkaitan dengan pernenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, 

tempat tinggal sementara, perlindungan, kesehatan, sanitasi dan air 

bersih. 

12. Pemulihan (recoven;) adalah proses 2emulihan kondisi masyarakat yang 

terkena bencana, dengan memfungsi.kan kembali sarana dan prasarana 

pada keadaan semula dengan melakukan upaya memperbaiki prasarana 

dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dll). 

1 J. Rehabilitasi (rehabilit11tio11) adalclh upaya yang diamhil setelah kejadian 

bencana untuk membantu masyarakat memperhaiki rumah, fasiJitas 

umum dan fasilitas sosial serta, dan menghidupkan kembali roda 

perekonomian. 
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14. Rekonstruksi (reco11struction) adalah program jangka menengah dan yang 

jangka panjang meliputi perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk 

mengemballkan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau 

lebih bail< dari sebelumnya. 

15. Penanganan Bencana (disaster ma11ageme11t) adalah seluruh kegiatan yang 

meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana, pada sebelum, 

saat dan sesudah terjadi bencana, mencakup pencegahan, mitigasL 

kesiapsiagaan, tanggap darurat,dan pemulihan. 

2. Asas-Asas Penanganan Bencana 

1. Asas bahwa Neg-ara adalah penanggung jawab utama dalam 

melindungi segem1p bangsa Indonesia cfan seluruh tumpah darah 

lndonesias. 

2 Asas kehidupan yang bennartahat6 

Asas ini berdasar dari pemahaman bahwa hak terhadap kehidupan, 

hak terhadap standara kehidupan yang layak dan bebas dari 

perlakuan atau penerapan huku:nan yang kejam, tidak 

berprikemanusiaan, atau merendahkan martabat manusia. 

Didalamnya juga terseirat kewajiban untuk tidnk menghambat, 

menghalangi atau mengagalkan penyediaan bantuan untuk 

menyelamatkan manusia. 

3. Asas pengarusutamaan (mllinstreaming) penanganan bencana dalam 

pemerintahan dan pembangunan. \ 

Bahwa kebijakan-kebijakan penanganan bencana menjadi perspektif 

dalam seluruh kebijakan-kebijakdn yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

4. Asas transparansi 

5 Pembukaan UUD 45 Alinea 4. 
6 Piagam Kemanusiaan dalam Proyek Sphere, Piagam Kemanusiaan dan Standar 
Minimum dalam R~spr)rts B~nc::ana, Ed. 2004. h. 25. 
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Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penanganan 

bencana dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik. Unh.tk 

menjamin partisipasi publik yang efektif maka perlu diberikan dan 

dilindungi hak dan akses publi.k atas informasi penanganan bencana. 

5. Asas partisipasi dan akuntabilitas publik 

Untuk menciptakan kebijakan penanganan bencana yang 

berorientasi pada kepentingan publik maka partisipasi rakyat dalain 

proses pembu.-itcin kebijak,m pt .. rlu dijamin. Partisipasi terhuka pada 

seluruh proses penanganan bencana mulai dari identifikasi, 

inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantau~}1 

dan evaluasi Pelaksanaan penanganan bencana perlu didasarkan 

pada persetujuan masyarak,1t temtama kelompok ycu1g rentan 

terhadap ancaman bencana. Persetujuan dimaksud dilakukan secara 

bebas clan didahului denit«tn pemheri,m informasi ydng benar 

mengenai penanganan bencana. Dcngan semangat perlindungan 

pada: kepenting-an publik mdka pend.nganan be1Kcl1la hcirus pula 

bertanggungjawab (account.1bility) kepada publik. 

6. Asas kesetaraan gender 

Asas untuk meningkatkan kesetaracm antara laki-laki dan perempuan 

dalarn berbagai proses penanganan bencana. · 

7. Asas holistik 

Penanganan bencana bersifat utuh dan menyeluruh, penanganan 

bencana tidak dibatasi oleh kewenangan sektoral dan administratif, 

melainkan didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan. Penanganan 

bencana perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan 

keberadaan dan kebudayaan masyarakat yang mendiami wilayah 

tersebut Pelaksanaan penanganan bencana memerlukan koordinasi 

dan keterpaduan antar sektor dan daerah~ 

8. Asas kehati-hatian dini 

Sistem Peringatan Dini (ntrly w11mi11g systC'm) ctc.falilh upaya untuk 

memberikan tanda peringatan bahwa kemungkinan bencana akan 
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segera tetjadi, yang menjangkau masyarakat (accesible), segera 

(immedinte), tegas tidak membingungkan (collerent), dan resmi 

( offic=al), sehingga penanganan bencana harus dilakukan secara hati­

hati melalui sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko jatulmya 

korban yang banyak. Kehati-hatian ini dilakukan sebelum diketahui 

dampa.k bencana. Ketiadaan temuan, rembuktian ilmiah, infonnasi, 

dan pengetahuan maupun daerah konflik .tidak dapat dijadikan 

alasan untuk menunda upaya pembuatan sistem peringatan dini. 

Meskipun demi.kian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

tetap dimungkinkan bahkan perlu didorong untuk mendukung 

praktik penangan bencana. Karena itulah maka penanganan bencana 

dilakukan dengan mengambil risiko yang paling kecil. 

9. Asas masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai 

fasilitator. 

Bahwa masyarakat adalah pelaku utama dalam penanganan bencana 

sedangkan pemerintah bertindak sehagai fasilitator dalam 

penanganan bencana yang terjadi di Indonesia. 

10. Asas pluralisme hukum 

Praktik penanganan bencana oleh ~rbagai kelompok masyarakat 

meru pakan bagian dari pengejawantahan nilai-nilai budaya lokal 

sebagaimana terwujud dalam berbagai pranata kehidupan, termasuk 

pranata hukum. Untuk melindungi kearifan lokal dalam penanganan 

bencana perlu diakui keanekaragaman hukmn lokal tennasuk yang 

berkaitan dengan penanganan bencana. 

11. Asas pengurangan risiko bencana 

Penanganan bencana mengutamakan tindakan-tindakan 

pengurangan risiko bencana. 

12 Asas respon kedaruratan secara efektif 

Respon kedaruratan haruslah dilakukan secara efektif, bila risiko 

terjadinya bencana tidak bisa terhindarkan Iagi. 

13. Asas perlindWlgan kelompok rentan 
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Segala upaya harus dilakukan untuk memberikan Iebih banyak 

perhatian dan perlindungan pada kelompok rentan, termasuk anak­

anak, perempuan dan ibu menyusui, para lanjut u~ia, penyandang 

cacat, dsb. 

14. Asas jaminan keamanan dan pemenuhan Hak-Hak Masyarakat/Warga 

Negara (Sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Seringkali 

bencana mengakibatkan banyak kerugian di masyarakat, dan bahkan 

terkadang ha.k-hak yang melekat pada diri masyarakatpun ikut 

hilang atau tidak je1as lagi kebendaannya seiring dengan tetjadinya 

bencana. Sehingga negara harus menjamin keamanan · hak-hak 

masyarakat bail< atas propertynya,sumber-sumber penghidupannya 

maupun jaminan terhadap pemenuhan hal-hak masyarakat oleh 

negara. 

15. Asas Anti Utang 

Keadaan yang darurat akibat tetjadinya bencana seringkali menjadi 

justifikasi negara untuk segera membuat konsesi utang baru. Padahal 

beban pembayaran utang berada di tangan masyarakat. Sementara 

kesepakatan konsesi utang luar negeri tanpa pernah herkonsultasi 

dengan publik. Di sisi lain, banyak lembaga dan negara lain yang 

memberikan dana hibah dalatn jumlah besar untuk penanganan 

bencana. Asas ini dimaksudkan untuk seminimal mungkin 

mengurangi beban yang diderita rakyat Indonesia 

16. Asas Kelestarian Fungsi Lingkungan : Bahwa dalam penanganan bencana 

maka harus selalu dipertimbangkan kelestarian lingkungan, ekosistem 

dan keanekaragaman hayati demi masc: depan. 

17. Asas Manfaat : Bahwa undanp,-undang ini harus memberikan manfaat 

kepada seluruh masyarakat 
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3. Maksud dan Tujuan Penanganan Bencana 

Penanganan bencana bertujuan unruk mengurangi risiko dan menekan dampak 

bencana terhadap masyarakat Oleh karena itu pada akhimya Undang-Undang 

Penanganan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat 

dari ancaman bencana, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, 

berkualitas, dan sejahtera. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang 

:akan inenjamin terselenggaranya penanganan bencana secara terencana, terpadu, dan 

:terkoordinasi, serta menyeluruh. 

l4. Hak dan Kewajlban 
a. Setiap warganegara berhak mendapat perlindungan atas hak hidup dan 

penghidupannya dalam sebuah negara yang berdaulat dan berkeadilan sosial. 

b. Setiap warga negara berhak atas kehidupan yang bermartabat yang memiliki 

standar kehidupan yang lay<~k dan behas dari perlakuan atau penerapan 

hukuman yang kejam, tidak berprikemanusiaan, atau merendahkan martabat 

manusia apapun kondisinya. 

c. Setiap orang atau kelompok masyarakat mempunyai hak untuk tidak 

kehila.ngan sumber-sumber kehidupan, baik sosial maupun ekonomi serta hak 

atas asetdan akses terhadap sumber kehidupan. 

d. Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum berhak untuk 

mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, utamanya bagi kelompok 

masyarakat rentan terhadap bencana. 

e. Setiap warga negara yang dikarenakan bencana kebutuhan dasamya tidak 

terpenuhi berhak atas bantuan kemanusiaan. 

"f. Setiap orang atau kelompok ffiitsyarakat berhak berpartisipasi dalctm 

pengambilan keputusan berkaitan dengan penanganan bencana terutama yang 

berkaitan dengan diri dan komunitasnya. 

g. Setiap orang atau kelompok masyarakat berhak mempunyai akses dan 

mendapatkan informasi yang benar tent-ang ~enanganan bencana. 
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h. Setiap orang atau kelompok masyarakat berhak melakukan pengawasan 

sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanganan bencana. 

i. Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum berkewajiban untuk 

terlibat dalam penanganan bencana. 

j. Setiap orang, kelompok masyarakat, at-au badan hukum yang mempunyai 

hubungan hukum dengan ancaman dan bencana wajib memberikan informasi 

clan bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan penannganan 

bencana. 

k. Lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah yang bertanggung jawab 

membuat kebijakan dan melaksanakan penanganan bencana wajib 

menyampaikan secara terbuka infonnasi tentang seluruh kegiatan yang 

meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana, pada sebelum, saat 

dan sesudah tetjadi bencana, mencakup pencep,ahan, mitigasi, kesiapsiagaan, 

tanggap darurat,dan pemuliha.n. 

1. Setiap orang atau badan hukum yang berencana meJakukan penanganan 

bencana di suatu daerah wajib memberikan informasi yang benar dan 

berkonsultasi dengan kelompok masyarakat setempat. Dalam hat kegiatan 

penanganan bencana akan mengenai kepentingan dan atau merugikan 

masyarakat setempat maka badan hukum ataupun perorangan tersebut wajib 

meminta persetujuan dari masyarakat setempat ~etelah memberikan informasi 

yang benar tentang kemungkinan kerugian tersebut. Persetujuan masyarakat 

setempat ini perlu diberikan secara bebas ta.npa paksaan. 

Wewenang Pemerintah dan Kelembagaan 

Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam penanganan bencana yang 

terjadi di Indonesia yang bertu;uan untuk mewujudk,m keadilan (;,\n 

keberlanjutan. Pengaturan pcnanganan bencana oleh Pemerintah di1akukan 

dengan berkonsultasi, mendapat persetujuan dan melibatkan publik, 

terutama kelompok yang rentan terhadap risiko bencana. Kelvenangan 

pengaturan penanganan bencana meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengawasan, insentif dan disinsentif, penegakan hukum, dan pelaksanaan 

pengawasan dan akuntabilitas publik. Unluk menjaga dan menjamin fungsi 

91 

ARSIP
 D

PR R
I



\ 
I 

Naskah Akademik RUU Pemtngttttm1 Bencmta 

penanganan bencana maka perlu pengaturan kelembagaan yang 

melaksanakan wewenang pemerintah bersifat terpadu dan mempunyai 

kewenangan koordinatif antar sektor dan daerah. Le~baga pemerintah di 

tingkat nasional daerah yang bertanggung jawab membuat kebijakan dan 

melaksanakan penanganan bencana harus menyampaikan secara terbuka 
\ 

kebijakan penanganan bencana kepada publik. \ 

5. Pengawasan 

Mekanisme Transparansi dan Demokratisasi Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan oleh pemerintah yang berkaitan dengan 

penanganan bencana harus dilakukan secara terbuka, melaJui konsultasi 

kepada publik terutama kelompok masyarakat yang berpotensi menerima 

kerugian atau dampak. Hcak publik untuk mendc1patkan informasi 

penanganan bencana harus diberikc:m d,m dilindunp,i .. 

'· Mekanisme Pengawasan dan A.kuntabilitas Publik 

Publil< berhak melakukan penga\\.·ascln dar1 meminta tanggung jawab dari 

pelaksanaan penangamm bencana. Pelaksdnacm hak melc1kukan pengawasan 

dilakukan melalui penyampaikan koreksi dan keberatan secara Iangsung 

kepada pelaku penanganan bencana, fomm khusus yang difasilitasi pihak 

ketiga yang independen, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab 

melakukan pengawasan, at-au gug-at-an melc.lui pengadilan. Pelaku 

penanganan bencana berke""·ajiban menyampaikan perkembangan 

kegiatannya kepada publik termasuk ancaman yang mungkin lerjadi serta 

upaya-upaya untuk melakukan pencegc1h<m dini. Peny,1mpc1ie1n ini difakukan 

melalui media yang terjangkau oleh publik dan dapat diakses secara mudah. 

· 6. Mekanisme PenyAlesaian Sengketa 
Sengketa dalam penanganan bencana yang timbul karena salah · persepsi, 

akses atau kebijakan penangamm benccrncl deng,m masyarakclt lokal bisa 

diselesaikan dengan menggunakan lembaga pengadilan atau lembaga 
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altematif lain di luar pengadilan. Keputusan yang diambil berdasarkan 

kesepakatan para pihak dan tidak bcrtentangtln dengan kepatutan serta asas 

hak terhadip kehidupan yang benna;:tabat. Jasa piha.k ketiga yang 

independen dapat diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa 

penanganan bencana di luar pengadilan. Pemerintah dan masyarakat dapat 

membentuk lembaga penyed.ia jasa pelayanan penyelesaian sengketa ini. 

7. Sanksi Ganti Kerugian dan Administrasi 

Kegiatan penanganan bencana yang justru menimbulkan merugikan 

kepentingan orang/ pihak lain mewajibkan pelaku/ penanggung jawabnya 

untuk membayar biaya pemulihan kehidupan masyarakat serta mengganti 

kerugian. Selain sanksi perdata tersebut kepada pihak yang melakukan 

pelanggarnn dapat dikenak,m sctnksi <1dministrcltif berupc-1 pencdbutan izin 

usaha dan/ atau kegiatan dalam penanganan bencana. 

· 8. Ketentuan Pidana 
Setiap OJ"ang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan 

tetjadinya bencana diancam pidana penjara se lama . . . tahun dan denda 

sebesar .... Setiap orang yang karena kelaldiannya melakukan tindakan yang 

mengakibatkan bencana diancam pidana selama ... dan denda sebesar ... 

Sanksi administrative bisa dikenakan kepada pemerintah jika tidak 

melaksanakan perintah-perintah yang diamanatkan dalam peraturan 

perundang-undangan ini. 

9. Subyek Hukum 
\ 

Subyek Hukum dalam Ketentuan Pidana, sangksi kerugia·n dan administrasi 

serta penyelesaian sengketa dalam ketentuan RUU PB adalah 

1. Pemerintah 

2. Badan Hukum (Corporate) 
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· 3. Orang - pen>rang 

Yang masing-masing sangksi terhadap mereka bertingkat-tingkat 

1 ~. Ketentuan Peralihan 

Pada saat diber.ta.kukannya undang-undang ini, maka peraturan perundang­

undangan lain yang mengatur tentang penanganan bencana selarnbat­

lambatnya lima tahun harus mi2nyesuaikan dengan asas-asas penanganan 

bencana yang diatur dalam undang-undang ini. Peraturan pemerintah untuk 

melaksanakan undang-undang ini sudah harus -dibuat selambat-lambatnya 

lirna tahun sejak diberlaku kannya undang-undang ini. 

11. Ketentuan Penutup 

Undang-unda,1g ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orar..g 

mengetahui pemberlak-uannya maka undang-undang ini perlu dimasukkan 

ke dalam Leml°'aran Negara Republik Indonesia. 

DAB VI PENUTUP 

'\/.... KESIMF·Ut..AN 

:1. 1. Penyusun~n RUU Penanganan bencana ini merupakan mandat dari : 

1. UUD 1945 Alinea ke IV dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang 

tnenyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 

hdonesia yang melind~mgi segenap ba11gsa Indonesia dan sel11ml1 tumpall dara/i lndo11esia, 

.:, ...... dan seterusnya". 

2. Pasal 5 ayat (1), (2) UUD 1945 amandement ke N 

. 3. pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadadn 

~ahaya ditetapkan dengan undang-undang. 
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4. pasal· 33 ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang t~rkandung di dalamnya 

: dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

5. Pasal 34 menyatakan bahwa : 

(1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 

(2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tido k mampu sesuai dengan 

martabat kemanusiaan. 

(3). Negara hertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

(4). Ketentuan lebih fanjut mengenai pelaksanaan p~sul in.i diatur dalam undang­

undang. 

Semeritara aturan yang lainnya terdapat pada UU No. 10 Tahun 2004 ter:tanJ 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal Pa.5al 8 disebutkan bahwa: 

materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi lml-hal yang mengatur 

l~bih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republil: Indonesia Tahun 1945 
I 

yang meliputi: 

1. Hak-hak asasi manusia; 

2. Hak clan kewajiban warga negara; 

3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembc. gian kekuasaan 

negara; 

4. Wilayah negara clan pembagian daerah; 

5 Kewarganegaraan dan kependudukan; 

6. Keuangan negara : b. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untak diatur 

dengan Undang-Undang. 
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1 .. 2. Adapun urgensl Penyusunan RUU PB adalah 

1. Pemicu 

. Bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 laJu di Nangroe Aceh Darussalam 

dan gempabumi di Pulau Nias, Simeuleu dan Banyak pada tanggal 28 Maret 2005, telah 

menimbulkan gelombang simpati, bantuan, pe1dyt:man, pendanaan·dctn tenaga sebagai 

! wujud kepedulian atas nama kemanusiaan. Pada saat-saat seperti ini mengemuka 

'.kesetiakawanan kemanusiaan yang me1ampaui sekat-sek,1t perbed&tnn kebangsa&::·~,' 

1:suku, ras, agama, dan keyakinan. Pelajaran yang dipetik dari penanp,anan bencana­

!bencana dahsyat tersebut adalah diperluka1mya suatu dasM hukum fornMl yang 

1mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penang,man benrnna. Dengan 

~emikian diharapkan mengurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi 

yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. 

Undang-undang adalah salah salu jahm keluctr }'ctng ddpctl Jitempuh untuk uwngctlctsi 

berbagai persoalan seperti kelemahdn koordi.J1ctsi, mis-komun;k,1si, Lid,1!.: eft'ktifny<1 

penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi. 

2. Melemahnya Kemampuan Penanganan Bencana 

I 

Demokratisasi dan kebijakan otonomi daerah serta semakin meningkcltnya peran 

organisasi non-pemerintah telah menimbulkan perubahan yang mendasar pada 

ihekanisme pemerintahan. Tetapi perubahan mendasar ini tklc1k diharengi dengan 

penyesuaian-penyesuaian pada sistem penanganan bencana. Akihalnya terjadi 

rtte]emahnya kemarnpmm penangamm bencand di Indonsict. 

3. Konteks Kebencanaan Indonesia 

J~l. Aspek Geografis dan Klimatologis 

fudonesia, merupakan negara kepulauan terbesdr didunia, terletak didud henu1r1 yakni 

benua Asia dan benu~ Australia dengan dua safrmjera yaitu Samudera Hindia dan 
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, samudera Pasifik dan terletak diatas dua lempeng bumi. Kita juga mempunyai puluhan 

, gunung api aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus. Letak geografis tersebut 

, menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat. berpoten.si sekaligus 

' rawan bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, badai clan 

: letusan gunungapi. 
\ 

\Musim panas dan hujan yang menandai iklim tropis di Indonesia cenderung mengalami 

: perubahan karena ad any a berbagai faktor seperti peru bah an suhu uddra, ef ek gas 

:,,rumah kaca, banyaknya kebakaran hutan, polusi udarn ddn lainnya. Kerusakan 

)lingkungan hidup dan ekosistem mengakibatkdn peningkat,m kerent;:mc1n wi1,1yah­

'wilayah yang secara natural - dikarenakan kondisi geografis Indonesid seperti tersebut 

di atas-memang memiliki potensi untuk menp,alami hern:ana. 

3.2. Aspek Geologis 

Indonesia, terletak dianhtra tiga lempeng yaitu lempt•ng Eur,1si11, 1<.'mpt:·ng Indo 

Australia dan lempeng Pasifik. Tataran tersebut sangat menp,untungkan dilihat dari 
I • 
I 

~~mber daya mineral, karena terdapat jebakan mi.ner,d anlar,1 lain logam dan non 
I 

fogam, minyak dan gas bumi dan bahan tambang lainnya. Namun hal ini juga 

tnenyebabkan dinamika geologis, yang dapat menyebabkan bencana seperti tsunam~ 

letusan gunung api dan tanah longsor/ gerakan tanah. 

Akibatnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan 

yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat 

(Arnold 1986). Gempa-gempa tersebut sebagian berpusat di dasar Samudra Hindia, dan 

~berapa dapat memicu terjadinya gelombang ldut yang liesar ycrng disebut tsun,1mi. 

JJJ. Aspek Demogrnns 
Jumlah penduduk Indonesia sangat banyak, Scldt ini mencdpai 220 jut,1 jiwa dengan 

beragam etnis, agama dan adat istiadat, tidak dibarengi dengan kebijakan yang 
! 

· m~mihak rakyat dan pflduli lingkungan. Maka ber(>agai bencana timhul sebagc~i akibat 

k~giatan manusia, seperti kebakaran, kebakaran hutan, pencemaran, kerusakan 
I 

lingkungan dan sebagainya. Kerdgaman sosial budaya; etnis, agama, kepertayaan, sert-d 
! 

kondisi ekonomi dan politik merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Namun 
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i 

k~majemukan ini sekaligus berpotensi menjadi sumber bencana, beru pa konflik 

horisontal maupun konflik verti.kal Serangan teroris pun merupakan ancaman yang 

sudah terbukti menimbulkan bencana nasional. \ 

I 

1.2. Adapun Tujuan Penyusunan RUU PB 

Peraturan adalah suatu unsur penting dalam Penanganan Bencana. Hal ini dapat 

dijelaskan dengan beberapa alasan penting, yaitu: 

1. Peraturan ada.lah salah salu wahana yang efektif unluk ~et:ara proaktif 

mencegah masyarakat c.fari melc1kuL111 kegidtan .1tc1u invest,asi y.mg pat.la 

akhimya menimbulkan atau meningkatkan ancaman bencana. Contoh dari 

peraturan semacam ini cl<.idlah larang1m untuk wt>np,p,c1li b,1tu p.1sir, J,1rt1ng,111 

pembalakan, dsb. 

'i2· Peraturan juga dapat mencegah m11sy,m1k,1t dari clnt:.tm«ut he11c,mt1 y.mg nyata­

nyata atau diperkirakan ada. Contohnya adalrth kewajiban untuk melakukan 

terasering pada bukit yang terjdl r.1w,rn longsor, pem,1s,ulgdn bronjong p.td,1 

aliran sungai yang rawan banjir, dsb. 

3. Dari sudut pandang kerentana.n, peraturan dapat memfasilitasi atau bcthkan 

memaksa masyarakat untuk merubah karakteristik, kebiasaan, dan kegiatannya 

yang berpotensi untuk meningkatkan kemungkinan mereka terpapar pada suatu 

ancaman bencana. Misalnya lara.ngan bertempc1t tinggal Ji kdWd:;dn-kdwasclJ1 

berbahaya seperti aliran sungai, tepi pantai yang rawan tsunami, kawasan 

gempabumi, dsb. 

4. Khusus mengenai perundang-undangan, peraturan ini dapat mendorong atau 

mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan investdsi-investasi 

untuk perlindungan rakyat; melakukan pengaturan-pengaturnn kelembagaan 

dan prosedural untuk memastikdn pengawasan pel<lksd1taan pt:'raluran dan 

penyiapan tanggap kedaruratan yang lebih efektif. Pemerintah juga dapat 

mengatur dan memastikan hubungan dan hak kewajiban antara satu pelaku 

dengan lainnya dalam hal penangana bencana. Selain itu juga ketersediaan 

sumberdaya untuk pelaksanaan penanganan bencana. 
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Dalatn kaitan itu, maka tujuan penyusunan RUU-PB adalah: 

• Memberikan dasar formal unluk tindakan penanganan bencand. Undclng-undang 

memberikan dukungan resmi untuk rencana-rencana, penaLaan-penaLaan 

kelembagaan, tindakan-tindakan kesiapan, tindakan tangg,1p d,mir,1t, dsb. 

• Membagi tanggung jawab secara hukum; dan i.ni memhanhJ memetstikan hahwa 

tanggung jawab tersebut akan dilaksanakan secara benar. 

• Menimbulkan efek nasional, sehingga memastikan b,dnva semua tataran strukh:i:: 

penanganan bencana mendapatkan mdllfaat dari dukungan yang disedi.akan; 

• Menyediakan keruntutan berpikir terhadap haJ.haI yang diperlukan untuk 

penanganan bencana; 

• Memberikan kewajiban yang luas kepada pemeri.ntah untuk memiku1 

! tanggungjawab untuk sejauh rnungkin melind ungi negara dan warganegctr,mya dari 

'akibat bencana dan kepada organisasi-organisasi dan orang-perorangan yang 

imungkin terkena berbagai dampak bencan,t; 

• '.Memberikan jamiA:tan atas hak-hak yang melekat pada warga negaranya, yang 

idimungkinkan hilang atau Jepas pada saat terjadinya bencdlla. 

B.SARAN 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas maka : 

i. Disarankan penyusunan sebuah undang-undi:lng yang mengatur sumber daya 

a1am yang diberi nama Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alnm. 

i Undang-undang ini memuat asas-asas : 
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1. Asas bahwa Negara adalah penanggung jawab u~ dalam 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

lndonesia7• 

2. Asas kehidupan yang bermartabat' 

3. Asas pengarusutamaan (mainstreamillg) penanganan bencana dalatn 

pemerintahan dan pembangunan. 

4. Asas transparansi 

5. Asas partisipasi dan akuntabilitas publik 

6. Asa1J kesetaraan gender 

7. Asas holistik 

8. Asas kehati-hatian dini 

9. Asas masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerinrah sebagai 

fasilitator. 

10. Asas pluralisine huktun 

11. Asas pengurangan risiko bencana 

12 Asas · respon kedaruratan secara efektif 

13. Asas perlindungan kelompok rentan 

14. A.sas jaminan keamanan dan pemenuhan Hak .. Hak Masyarakat/Warga 

15. Asas Anti Utang 

16. Asas Kelestarian Fungsi Lingkungan 

17. Asas Manfaat 

\Adapun ruang lingkup substansi yang diatur dalam Undaog-tmdang ini adalah : 

1. I<etentuan Umum 

2. Asas-Asas Penanganan Bencana 

7: Pembukaan UUD 45 Alinea 4. 
s Piagam Kemanusiaan daJam. Proyek Spherep Pi.agam Kemanusiaa.n dan Standar 
ldinimum dala1n R~spor.~ Benc8.I'lap Ed. 2004. h. 25. 
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3. Maksud dan Tujuan Penanganan Bencana 

4. Hak dan Kewajiban 

5. Wewenang Pemerintah dan Kelembagaan 

6. Pengawasan 

7. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

8. Sanksi Ganti Kerugian dan Administrasi 

9. Ketentuan Pidana 

10. Subyek Hukum 

1 J. Ketenh1an Peralihan 

12. Ketentuan Penu tu p 
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